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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia turut membawa dampak 

negatif. Seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat, banyak standar-standar 

yang mulai bermunculan dan menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap 

penilaian masyarakat. Tak terkecuali dengan adanya Standarisasi citra tubuh. 

Berawal dari sebuah trend bahan lelucon, namun hal tersebut berdampak pada 

mental serta kepercayaan diri korban. Melalui laman komentar di postingan media 

sosial maupun sengaja disebarkan hingga menghina secara langsung melalui 

direct massage. Walaupun upaya penegakan dengan pemberlakuan UU namun hal 

tersebut tidak mengubah banyak. Oleh karena hal tersebut penulis melakukan 

penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS  PENJATUHAN PIDANA 

TERHADAP TINDAK  PELECEHAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) 

MELALUI MEDIA SOSIAL”. Bertujuan untuk mengetahui sistem penjatuhan 

pidana yang diterapkan terhadap kasus body shaming yang kerapkali dilakukan 

melalui media sosial serta upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yurudis normatif dilakukan untuk 

mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian 

skripsi tentang pemidanaan tindakan body shaming. Selain itu, penulis juga 

melakukan wawancara untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap 

pelaku tindakan body shaming dan ketentuan-ketentuan pembuktian kasus yang 

berlaku didalamnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tindak pidana pelecehan 

citra tubuh (body shaming) yang dilakukan melalui media sosial dapat dilaporkan 

sebagai delik aduan berdasarkan KUHAP dengan melanggar Pasal 315 dan Pasal 

45 ayat (3) dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No. 8 

tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) tergantung bentuk perbuatan yang dilakukan, dimana 

dengan tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan informasi elektronik yang 

mengandung unsur penghinanaan/ pencemaran nama baik. Perilaku body shaming 

jika dilakukan dengan menyebarkan media informasi elektronik ke media sosial 

diketahui bahwa hal tersebut tidak nyata kebenarannya dapat dipidana penjara 

paling lama 4 tahun dengan denda paling banyak 750 juta. Penyelesaian kasus 

body shaming sering kali diselesaikan dengan upaya restoratif justice. Harus ada 

ithikad baik dari pelaku serta kerelanan korban tanpa paksaan untuk berdamai, 

namun hal ini seringkali dipertanyakan bentuk keadilannya. Seringkali korban 

mengalami kerugian materi bahkan sampai berdampak pada mental atau prisis 

korban hingga menarik diri dari lingkungan. Dan hal tersebut sangat 

membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memenuhi hak korban.   

 

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Penghinaan, Citra Tubuh 
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ABSTRACT 

 

The advancement of information technology in Indonesia also has a 

negative impact. people's living standards, many standards are starting to emerge 

and cause significant differences to society. Not with the standardization of the 

body. Starting from a trend of jokes, but this has an impact on the mental and self-

confidence of the victim. Through comment pages on social media posts or 

intentionally spreading, or insulting directly through direct massage. Despite the 

enforcement efforts with the enactment of the law, this does not change many 

things. Therefore, the author conducted a study with the title "JURIDIC REVIEW 

OF CRIMINAL IMPOSITION AGAINST BODY SHAMING THROUGH SOCIAL 

MEDIA". Aims to find out the criminal system applied to body shaming cases that 

are often carried out through social media as well as law enforcement efforts that 

can be done. 

The approach method used in this research is the normative juridical 

approach. The normative juridical approach is carried out to obtain things that 

are from the bibliography of the theory that underlies the thesis study on the 

punishment of body shaming acts. In addition, the authors also conducted 

interviews to find out the law enforcement process against perpetrators of body 

shaming acts and the provisions for proving cases that apply therein. 

The results of the study indicate that the provisions of the criminal act of 

body shaming carried out through social media can be reported as a complaint 

offense under the Criminal Procedure Code by violating Article 315 and Article 

45 paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the ITE Law 

No. 8 of 2008 Article 27 paragraph (3) depending on the act committed, which 

without the right to distribute/transmit electronic information that contains 

elements of insult/defamation. Body shaming behavior, if carried out by spreading 

electronic information to cyberspace, it is known that the truth is not known, with 

a maximum penalty of 4 years and a maximum fine of 750 million. Settlement of 

body shaming cases is often resolved with restorative justice efforts. There must 

be good faith from the perpetrator and the willingness of the victim without 

coercion to make peace, but this is often questioned about the form of justice. 

Often victims experience material losses and even have an impact on the victim's 

mental or physical condition to withdraw from the environment. And this really 

requires special attention from the government to fulfill the rights of victims. 

Keywords: Criminal Imposition, Humiliation, Body images
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi yang 

semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dari lingkup 

terkecil sampai lingkup terbesar. Segala bentuk informasi dapat menyebar 

secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol oleh teknologi itu sendiri. Tidak 

dapat dipungkiri saat ini masyarakat benar-benar dimanjakan dengan 

teknologi, mulai dari adanya smartphone sampai teknologi yang lebih 

canggih yaitu virtual reality. Internet juga memudahkan para penggunanya 

berkirim pesan satu sama lain tanpa harus bertatap muka, bahkan mereka bisa 

melihat kondisi satu sama lain di belahan bumi yang berbeda dengan 

teknologi yang namanya videocall. Selain itu adanya internet juga mendorong 

munculnya berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan 

sebagainya. 1 

Internet adalah salah satu bagian dari kemajuan teknologi yang saat ini 

paling erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Internet hampir 

menjamah setiap lapisan masyarakat, sebagian besar lapisan masyarakat lebih 

memanfaatkan internet dalam bentuk sarana untuk mempermudah dalam 

penelusuran informasi maupun komunikasi. Saat ini penggunaan internet 

                                                           
1 Machsun Rifauddin, REMAJA Fenomena Cyberbullying Pada Remaja, Jurnal Ilmu 

Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4, Nomor 1, 2016, hlm. 1,  
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lebih ke dalam ruang lingkup yang menjadikan “rumah kedua” bagi 

penggunanya yaitu media yang memudahkan hubungan antar perorangan 

meskipun dengan jarak yang jauh, sarana ini biasa disebut dengan istilah 

“media sosial”.  

Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat 

sebagai media untuk bercerita, membagikan informasi, masyarakat 

mengunggah cerita kehidupannya ke dunia maya, menjadikan media sosial 

sebagai tempat belajar. Bahkan sampai tak ada pembatas antara dunia maya 

dan dunia nyata. Kecenderungan pengguna terhadap internet memunculkan 

banyak perbandingan-perbandingan yang muncul di masyarakat hingga 

berakibat pada kecemburuan sosial.2 Terunggahnya gaya hidup artis maupun 

public figure di media sosial yang justru memunculkan standar-standar 

kecantikan dan penampilan gaya hidup yang terlihat mewah dan sempurna. 

Perihal inilah yang menjadi salah satu pemicu masalah terkait dengan kondisi 

fisik dan gaya hidup seseorang mulai dirubah mengikuti trend. Setiap orang 

memiliki penilaian sendiri baik positif maupun negatif mengenai hal tersebut. 

Yang menjadikannya negatif adalah penilaian tersebut diutarakan dengan 

tidak sopan dengan mengkritik pedas tanpa memikirkan dampak dari perilaku 

tersebut. 

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari 

perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan 

                                                           
2 Olivia Chandra B , Percangan Komunikasi Visual Social Campaign Media “Body Shaming” 

Pada Anak 13-18 Tahun Pemakai Media Sosial, Program Studi Komunikasi Visual, Fakultas Seni 

dan Desain, Vol 1, Nomor. 14, 2019, hlm. 1,  
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jenisnya tersebut membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum 

penggunanya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus 

dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu 

bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga 

negaranya adalah dengan memberikan jaminan hukum dan tindakan nyata 

yang melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-

perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin di alami oleh masyarakat baik 

di dunia nyata ataupun di dunia maya. 3 

Istilah body shaming ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki 

penampilan fisik yang dinilai berbeda atau tidak sesuai standar masyarakat, 

contoh body shaming yang sering dilakukan yaitu dengan penyebutan 

seseorang dengan gendut, pesek, cungkring, tinggi dan lain sebagainya 

dengan tujuan menghina. Body shaming merupakan salah satu bentuk 

pelecehan citra tubuh, yaitu mengenai standar yang diberikan masyarakat 

mengenai tampan atau cantik tidaknya seseorang. Standar itu sendiri bisa 

muncul dalam kehidupan masyarakat melalui televisi ataupun media sosial. 

Di Indonesia sendiri seseorang itu dianggap memiliki standar yang ideal 

dengan memiliki kulit putih, tinggi semampai, bermata indah, dan bertubuh 

proporsional. Standar ideal tersebut kemudian membentuk citra tubuh pada 

masyarakat. Citra tubuh atau body image adalah persepsi diri terhadap dirinya 

sendiri di mata orang lain dan anggapan tentang diri sendiri untuk terlihat 

pantas di lingkungan sekitarnya. 

                                                           
3 Wahyudi, Dheny. (2013)“perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber crime di 

Indonesia”. Jurnal ilmu hukum Jambi. Vol.4(1) 
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Seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat, disitulah terdapat 

perbedaan yang akan semakin jauh terlihat, muncul sikap diskriminatif 

terhadap manusia lain, Banyak standar-standar yang mulai bermunculan dan 

menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap penilaian masyarakat. 

Standarisasi tubuh ideal berbeda-beda tergantung dari daerah dan budaya 

yang ada disekitarnya.  

Menurut Barbara Watterson (2011) standarisasi tubuh ideal 

perempuan pada masa Mesir Kuno memiliki badan kurus, kulit mulus, putih 

dan terlihat muda seperti dewi. Hal tersebut dapat dilihat dari penggambaran 

perempuan pada gambar di tembok maupun benda-benda peninggalan Mesir 

Kuno.  

Menurut Rice dalam Akhmad Mukhlis (2013), citra tubuh atau body 

image merupakan gambaran secara mental mengenai tubuhnya. Citra tubuh 

menurut Nur Hasmawati (2017) mempengaruhi penerimaan diri terhadap 

lingkungannya. Semakin tinggi citra tubuh, maka semakin tinggi pula 

penerimaan diri seseorang terhadap dirinya. Namun ketika standar dan 

penilaian sulit dicapai maka dapat menimbulkan perasaan tidak puas terhadap 

kondisi diri. Pola pikir ini terus terbawa sehingga menimbulkan persepsi jika 

tidak memiliki bentuk tubuh ideal yang diharapkan akan terlihat buruk dan 

tidak pantas berada di masyarakat.  

Berawal dari sebuah trend untuk bahan becandaan, hingga 

berkembang menjadi saling menjatuhkan atau menjelek-jelekkan satu sama 
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lain, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang 

yang menjadi objek body shaming tersebut yang sebagian besar korban 

adalah perempuan. Ditambah lagi seperti saat ini penggunaan kata-kata kasar 

seringkali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial. Bila perilaku 

body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka 

akan berpengaruh pada mental seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, 

menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak 

percaya diri.  

Body shaming merupakan perilaku yang kerab bahkan bisa dibilang 

sudah tidak tabu dimasyarakat, tapi sangat disayangkan perlakuan seperti itu 

kerapkali diacuhkan, dihiraukan begitu saja. Sering kali ujaran  body shaming 

terjadi pada artis maupun publik figur. Sebagai contoh salah satu kasus body 

shaming yang baru saja dialami oleh aktris sekaligus  model Jihan Almira 

yang merupakan Miss Supranational Indonesia 2020. Beredar dimedia sosial 

potret Jihane almira yang dijadikan meme hingga dibully. Banyak fotonya 

disandingkan dengan hewan. Telah diketahui bahwa banyak akun luar negeri 

berkomentar kasar dan menyebarkannya dengan bebas melalui media sosial. 

Berita ini santer diperbicangkan hingga membuat koban Jihane Alamira 

sempat mengalami depresi. Sayang sekali, Jihane Almira enggan untuk 

melaporkan kepihak berwenang karena dirasa hal tersebut akan semakin 

memperkeruh suasana dan nantinya akan berbuntut panjang.  
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Gambar 1. Contoh meme bermuatan body shaming 

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan banyaknya kasus yang 

muncul diberbagai artikel dipemberitaan, terdapat upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi tindakan body shaming secara online tersebut 

yakni dengan penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektonik sebagai 

upaya penyelesaian perkara cyber crime.  

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Tindak Pelecehan Citra Tubuh yang 

dilakukan melalui sarana elektronik termasuk ke dalam kategori pelanggaran 

Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 45 Ayat (3) UU 

Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana paling lama 4 tahun 

karena dengan sengaja mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat 

diaksesnya informasi elekronik bermuatan penghinaan/pencemaran nama 

baik. Jika body shaming tersebut dilakukan secara verbal atau face to face 

atau ditujukan kepada seseorang secara langsung dapat dikenakan pasal 315 
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mengenai penghinaan ringan dengan hukuman kurungan penjara paling lama 

4 bulan 2 minggu dengan denda empat ribu lima ratus rupiah. 

Istilah tindak pidana penghinaan dapat dikatakan pula sebagai tindak 

pidana terhadap kehormatan. Maksud serta tujuan dari pasal tersebut yakni 

melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat 

dalam hal ini. Dilihat dari segi sasaran atau objek delik, tindak pidana 

kehormatan atau penghinaan langsung  menyerang hak orang lain untuk dapat 

berekspresi dengan bebas. Seperti ketika dalam media sosial yang sangat 

banyak jenisnya saat ini, seseorang melihat foto orang lain dan tanpa berfikir 

akan resikonya, mereka dengan bebas mengomentari fisik orang tersebut, 

yang tak jarang mengandung unsur negatif seperti penghinaan, pengejekan 

atau bullyan.4 

Terdapat berbagai unsur, kegiatan tersebut dapat dikategorikan 

sebagai tindakan penghinaan, pencemaran maupun bentuk  pelecehan citra 

tubuh dengan sarana media elektronik. Tindak pelecehan citra tubuh 

merupakan tindak pidana delik aduan, penindakan perkara dapat dilakukan 

karena adanya pengaduan dari korban atas keluhan atau perasaan tidak terima 

atas perbuatan tersebut. Maka dari itu pihak pelapor harus datang terlebih 

dahulu ke kepolisian untuk mengajukan laporan sehingga dapat diproses 

sebagaimana mestinya delik aduan. Tindak pelecehan citra tubuh tidak hanya 

dapat terjadi secara langsung, karna semakin berkembangnya zaman serta 

                                                           
4 Leden,M. Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh. Sinar Grafika.2002 
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meningkatnya teknologi, sayangnya perkembangan baik tersebut tidak 

diimbangi dengan majunya pola pemikiran masyarakat, yang malah justru 

berpotensi melakukan tindak pelanggaran di dalamnya. Oleh karena itu, perlu 

adanya penjelasan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dan dijamin dengan 

regulasi di mana terdapat hukuman jika hak-haknya tersebut dilanggar dengan 

penegasan Undang-Undang yang berlaku.  

Dasar pokok manusia untuk dapat hidup dan bersosialisasi dengan 

masyarakat adalah dengan menaati etika dan hukum. Istilah etika sering 

dikaitkan dengan moralitas seseorang. Etika merupakan suatu kebiasaan, sifat 

dan watak dari seseorang yang muncul dalam bentuk tingkah laku baik 

perkataan maupun perilakunya. Terdapat Etika dalam bermedia sosia perlu 

diterapkan, perlu difikirkan semua dampak yang akan terjadi dari hasil 

ketikan tangan tersebut. Tak heran manusia salah bertindak, menilai 

seseorang tanpa berfikir hal yang akan terjadi dikemudian hari. Perlu 

diketahui bahwa jejak sosial yang sudah terunggah melalui internet sangat 

mudah ditemukan dikemudian hari. 

Media sosial hadir layaknya sekumpulan negara atau masyarakat, 

dimana didalamnya juga terdapat ragam etika dan aturan yang mengikat para 

penggunanya. Aturan ini ada karena perangkat teknologi itu merupakan 

sebuah mesin yang terhubung secara daring atau bisa muncul karena interaksi 

diantara sesama pengguna5. Hal inilah yang mendasari sangat diperlukannya 

payung hukum menindak permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku 

                                                           
5 Mulawarman,N& Nurfitri,A.D.(2017). “Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya 

ditinjau dari perspektif psikologi sosia Terapan”. Buletin Psikologi, vol. 25(1). Hlm.42  
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pelecehan citra tubuh/ body shaming yang dilakukan melalui media sosial. 

Menerapkan etika dalam berinternet hingga mempertimbangkan dampak yang 

akan didapatkan. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung 

pengembangan teknologi informasi melalui infrastuktur hukum dalam guna 

penegakan kejahatan serta upaya mencegah penyalahgunaannya dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial budaya, memberikan batasan 

yang pasti mengenai bentuk pidana seperti apa yang dapat dikatakan sebagai 

bentuk penghinaaan/pencemaran nama baik itu sendiri masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masyarakat dinilai belum 

bijak dalam memanfaatkan sosial media dan sering mengacuhkan dan tidak 

menghormati hak dan privasi pengguna lain, kurang paham bahwa ada 

pengaturan yang mengaturan kebijakan tersebut. Kurangnya pengetahuan 

bahwa perilaku yang diperbuatnya termasuk kedalam tindak pelecehan citra 

tubuh dengan berkomentar tidak sopan dan menilai bentuk tubuh dan 

menunjukkan penilaiannya dimuka public melalui internet. Terdapat 

hukuman pidana yang berlaku. 

Hal ini lah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi dengan 

judul “ TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP 

TINDAK  PELECEHAN CITRA TUBUH ( BODY SHAMING) MELALUI 

MEDIA SOSIAL ” 
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B. Rumusan Masalah  

Dari uraian pendahuluan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan 

yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah  

1. Apa saja bentuk-bentuk pelecehan citra tubuh yang sering 

dilakukan oleh pengguna  media sosial? 

2. Bagaimana upaya penegakan Tindak Pidana Pelecehan citra 

Tubuh/body shaming melalui Media Sosial berdasarkan sistem 

pemidanaan di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan 

sebagai tindak pelecehan citra tubuh (body shaming) yang 

kerapkali tidak disadari telah dilakukan pengguna media sosial. 

2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana body 

shaming yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan sistem 

pemidanaan di Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari dilakukannya penulisan skripsi ini yaitu 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

dan akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
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terutama terkhusus  pada bidang hukum pidana mengenai tindak 

pelecehan citra tubuh. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur 

kepustakaan tentang perlindungan hak manusia terkhusus dalam 

penyelesaian tindak pelecehan citra tubuh (body shaming) 

berdasarkan UU ITE No. 11 tahun 2008. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi pemerintah untuk menjadikannya dasar pemikiran 

penyempurnaan Undang-Undang ITE maupun dalam 

penegakannya di masyarakat. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai 

perlindungan korban tindak pelecehan citra tubuh. 

2. Secara Praktisi 

a. Bagi praktisi hukum 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi 

hukum untuk menegakkan hukum khususnya pada hukum 

pidana mengenai tindak pelecehan tidak langsung yaitu melalui 

media sosial.  

b. Bagi masyarakat umum 

 Menjadi sumbangsih pemikiran agar kedepannya masyarakat 

lebih teredukasi mengenai tindak pelecehan citra tubuh serta 
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upaya pembelaan yang dapat dilakukan jika terjadi suatu 

tindakan tersebut kepada dirinya sebagai korban. 

c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri 

 Selain memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya 

dibidang hukum pidana. 

E. Terminologi  

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis 

Penjatuhan Pidana Tindak  Pelecehan Citra Tubuh (Body Shaming) 

Melalui Media Sosial dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni : 

1. TinjauanYuridis 

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch 

yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat 

disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, 

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat 

dari segi hukum.6 

2. Hukum  

Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 

 

                                                           
6 https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html, diakses pada tanggal 

23/09/2021, Pukul 08.40 

https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html
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3. Penjatuhan Pidana 

Upaya penegakan hukum sebagai pengaturan yang diberlakukan 

untuk menyelesaian suatu tindak pelanggaran guna ditegakkannya 

suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dalam Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana di Indonesia. 

4. Pelecehan Citra Tubuh  

Salah satu bentuk perundungan yang dilakukan dengan mencela 

atau mempermalukan bentuk tubuh orang lain dengan gambaran 

mental yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya yang meliputi 

pikiran-pikiran, perasaan, penilaian-penilaian, sensasi-sensasi, 

kesadaran, dan perilaku yang terkait dengan tubuhnya. Istilah lain 

yang diberikan untuk tindakan ini yaitu body shaming perbuatan 

mengkritik ataupun perbuatan mencela, baik itu dari segi fisik 

atau dari segi perkataan langsung maupun tidak langsung yang 

menimbulkan dampak negatif bagi si korban. 7 

5. Media sosial 

Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, 

berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum 

dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Twitter, 

                                                           
7 Fatihah, Aenuni. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Penghinaan citra tubuh 

(Body Shaming) dalam pasal 315 KUHP. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Blog
https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1
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Instagram, facebook dan TikTok merupakan bentuk media sosial 

yang paling digandrungi masyarakat Indonesia sekarang ini.8 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan 

dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode 

penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode 

penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta 

memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu 

permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna 

memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya. Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif 

adalah suatu penelitiaan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 

tertulis mengenai tindak pelecehan citra tubuh atau sering disebut 

sebagai body shaming berdasarkan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) serta 

Pasal-Pasal dalam KUHP yang terkait dengan kasus. Penelitian ini 

mengacu dalam studi kepustakaan hukum. Untuk itu diperlukan 

penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam 

                                                           
8 Departemen pendidikan nasional, (2015). kamus besar bahasa Indonesia, jakarta: edisi 

keempat,PT. Gramedia pustaka utama 
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mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan yurudis normatif 

dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar 

pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang pemidanaan 

tindakan body shaming. Untuk mendapatkan informasi secara 

mendetail mengenai hukum yang berlaku penulis juga melakukan 

wawancara pada ahli hukum bertujuan mengidentifikasi hukum 

dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan 

.untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindakan 

body shaming melalui media sosial. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, adapun tujuan dari analisa ini adalah untuk 

menganalisa Undang-Undang yang ada dan berlaku di masyarakat 

itu sendiri atau yang bersangkutan langsung dengan obyek dan 

subyeknya secara langsung.9 

3. Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data 

primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. 

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari 

penganalisaan pokok permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta data primer didapatkan melalui wawancara 

narasumber di lapangan. Narasumber sebagai sumber data yang 

                                                           
9 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.2008 
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dapat melengkapi penelitian. Narasumber dipilih dari orang-orang 

yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar 

belakang dan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti 

sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Data sekunder terdiri 

dari tiga bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer meliputi 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.  

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; 

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam KUHP; 

6) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, 

Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#dokumen
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#dokumen
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/nprt/648/peraturan-ma-no-2-tahun-2012-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/nprt/648/peraturan-ma-no-2-tahun-2012-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/nprt/648/peraturan-ma-no-2-tahun-2012-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
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atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

b. Bahan hukum sekunder 

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan 

internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

4. Pengumpulanl Data 

Teknikl pengambilanl datal yaitul teknikl ataul cara-caral yangl 

digunakanl olehl penelitil untukl mengumpulkanl datal yangl mendukungl 

tercapainyal tujuanl penelitian.Teknikl pengambilanl datal yangl digunakanl 

dalaml penelitianl inil adalahl  

a. Studi l Kepustakaan 

Studil Kepustakaanl adalahl pengumpulanl datal yangl 

mengidentifikasil semual datal sekunderl yaknil semual data-datal yangl 

diperolehl daril  bahan l hukuml  primerl danl bahanl hukuml sekunderl sertal 

bahanl   hukuml    tersier. 

Datal yangl digunakanl dalaml penulisanl skripsil inil diperolehl melaluil 

studi l kepustakaanl (l Libraryl Research)l   yangl  dilakukan l  padal : 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/
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1. Perpustakaan l Universitasl   Islam l Sultan l Agung 

2. Perpustakaan l  Fakultas l  Hukum l Universitas lIslaml Sultanl  Agung 

3. Jurnal-l jurnall online 

4. Artikell sertal webl yang l diaksesl  melalui l internet 

b. Wawancara 

Wawancaral yangl penulisl lakukanl adalahl wawancaral semil 

terstuktur,l dimanal disampingl penulisl mengajukanl pertanyaan-

pertanyaanl yangl penulisl susunl jugal denganl pengetahuanl sendiril akanl 

mengembangkanl pertanyaan-pertanyaanl lainnyal yangl berhubunganl 

denganl penelitianl yangl penulisl lakukanl sehinggal dapatl ditarikl 

kesimpulanl daril permasalahanl yangl diteliti.l Pengumpulanl datal inil 

digunakanl untukl menyaringl datal tentangl prosesl penerapanl hukumanl 

pidanal terhadapl tindakanl bodyl shamingl yangl terjadil dil medial sosial.l 

Responden l dalam l wawancara linil   yaitu l Hakiml Pengadilanl Negeril 

IAl Patil yangl berwenangl  menanganil kasusl    cyber crime     yang l telahl    

masukl   kel pengadilan yaitu Ibu Erni Priliawati,SH, SE,MH 

5. Analisisl Datal Penelitian 

Setelahl datal terkumpul ltahap l selanjutnyal    adalahl    mengolahl 

data l danl    menganalisisl   data. Datal yangl diperolehl kemudianl dianalisisl 

secaral  deskriptifl   kualitatifl yaitul denganl caral menghimpunl   faktal danl 

mendeskripsikannya.l Secaral lebihl lanjut,l mendeskripsikanl datal 

kualitatifl dilakukanl denganl caral menyusunl danl mengelompokkanl datal 

yangl ada,l sehinggal memberikanl gambaranl nyatal terhadapl sumberl 
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data.l Analisisl inil dilakukanl padal seluruhl datal yangl diperolehl daril hasill 

wawancara,l observasi,l danl dokumentasi.10 Berdasarkanl analisisl 

kualitatif,l makal hasill penelitianl inil akanl diuraikanl dalaml bentukl 

kalimatl yangl disusunl secaral sistematis,l jelasl danl terperincil sehinggal 

dapatl diinterpretasikanl untukl memperolehl suatul kesimpulanl secaral 

deduktif l  untukl   menjawab l pokok l pembahasanl  yangl    ada. 

 

G. Sistematikal Penulisan 

Secaral  garisl besarl sistematikal  penulisanl skripsil inil yangl 

berjudul l “l Tinjauanl Yuridisl l Penjatuhanl Pidanal Terhadapl 

Tindakl l Pelecehanl Citral Tubuhl (l Bodyl Shaming)l Melaluil Medial 

Sosiall ”l adalahl     sebagai l berikutl : 

BABl Il :l      PENDAHULUAN 

Merupakanl babl yangl menjelaskanl gambaranl umuml mengenail 

berbagail aspekl sertal alasanl yangl menjadil dasarl adanyal tulisanl 

ini,l yangl meliputil :l latarl belakang,l perumusanl masalah,l tujuanl 

penelitian,l kegunaanl penelitian,l terminologi,l metodel penelitianl 

danl sistematikal penulisan. 

BABl IIl :l       TINJAUANl   PUSTAKA 

Padal babl inil akanl menguraikanl hasill kepustakaanl tinjauanl 

umuml mengenail sisteml penjatuhanl pidanal terhadapl tindakl 

                                                           
10 Sukardi,l Teknikl penyusunanl kepenulisan,l 2007. 
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pelecehanl citral tubuhl (bodyl shaming)l yangl dilakukanl dil medial 

sosiall denganl perantaral internetl l dalaml persebarannyal denganl 

merujukl    padal   sisteml    pidana l yang l berlakul dil Indonesia. 

BABl IIIl :l   HASILl   PENELITIAN l DAN l PEMBAHASAN 

Babl inil akanl memaparkanl tentang lhasill daril penelitianl yangl 

telahl dilaksanakanl danl dilanjutkanl denganl pembahasanl yangl 

dilakukanl terhadapl hasill penelitianl tentangl sisteml penjatuhanl 

pidanal yangl berlakul dalaml upayal penyelesaianl perkaral tindakl 

pelecehanl citral tubuhl (bodyl shaming)l yangl dilakukanl dil medial 

sosiall denganl perantaral internetl dalaml persebarannyal denganl 

merujukl padal sisteml pidanal yangl berlakul dil Indonesia. 

BABl IVl :l    PENUTUP 

Dalaml babl inil penulisl akanl menuliskanl kesimpulanl daril 

penelitianl yangl telahl dilakukanl sertal memberikanl saranl untukl 

lebihl baikl lagil kedepannyal denganl mengacul padal hasill 

penelitianl yangl didapatkan. 
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BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

A. Tinjauanl  Umum l Tentang l Hukum l Pidana 

Definisi l  Pidana l danl    Tindakl     Pidana 

    Pidanal diterjemahkanl daril bahasal Belandal “straf”,l yangl berartil 

hukuman.l Istilahl “pidana”l lebihl tepatl daripadal istilahl “hukuman”l karenal 

hukuml sudahl laziml sebagail terjemahanl daril “recht”.l Katal “Pidana”l berartil hall 

yangl “dipidanakan”,l yaitul olehl instansil yangl berkuasal melimpahkanl kepadal 

seorangl oknuml sebagail hall yangl tidakl enakl dirasakannyal sebagail hukuman.l 

Tentunyal adal alasanl untukl melimpahkanl pidanal ini,l danl alasanl inil selayaknyal 

adal hubunganl denganl suatul keadaan,l yangl dil dalamnyal seorangl oknuml yangl 

bersangkutanl bertindakl kurangl baik.l Makal unsurl “hukuman”l sebagail suatul 

pembalasanl tersiratl dalaml katal “pidana”.l 

11 

    Pidanal lebihl menjurusl kepadal sekumpulanl hukumanl yangl telahl 

ditetapkanl terlebihl dahulul sebagail suatul pengaturanl ataul tindakl upayal 

penangananl suatul kesalahan.l Wadahl dil manal terdapatl pengaturanl danl l 

penerapannyal yangl dikumpulkanl menjadil suatul sisteml aturanl l yangl disebutl 

sebagail hukuml pidana.l Dilihatl daril berbagail sudutl pandang,  paral ahlil Hukuml 

Pidanal memilikil penafsiranl denganl memuatl alasan-alasanl tertentul berdasarkanl 

pemikiranl yangl dikemukakanl denganl mendasarl kepadal suatul permasalahanl 

danl upayal penyelesaiannya. 

                                                           
11l Wirjonol Prodjodikoro.l (2003).l Asas-asasl Hukuml Pidanal dil Indonesia,l Cetakanl Ketiga.l 

Bandung:l Refikal Aditama. 
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    Hukuml pidanal dibuatl sebagail suatul tindakl daril perbuatanl pidanal yangl 

dilakukan,l dimanal sepertil disebutkanl dalaml  KUHPl terjemahanl resmil daril timl 

penerjemahl Badanl Pembinaanl Hukum  Nasionall  Departemen Kehakimanl yang 

memakail istilahl tindak l pidanal dipakail     karenal  jikal ditinjaul daril segil sosio-

yuridis,l hampirl semual  perundang-undangan lpidanal sertal hampirl semual 

instansil penegakl hukuml memakail istilahl “l tindakl pidana”.l Berkaitanl denganl 

perbuatanl pidanal ataul tindakl pidana,l terdapatl beberapal pandanganl daril paral 

pakarl antaral lainl : 

1. Menurutl Simonsl sebagaimanal dikutipl olehl Ruslil Efendyl menyatakanl 

bahwal strafbarl feitl adalahl kelakuanl yangl diancaml denganl pidana,l yangl 

bersifatl melawanl hukuml yangl berhubunganl denganl kesalahanl danl yangl 

dilakukanl olehl orangl yangl mampul bertanggungl jawab.12
l  

2. Moeljantol menyatakanl strafbarl feitl ataul perbuatanl pidanal adalahl suatul 

perbuatanl yangl dilarangl olehl suatul aturanl hukuml laranganl amanyangl 

disertail ancamanl (sanksi)l yangl berupal pidanal tertentul bagil barangl siapal 

yangl  melanggarnya.13 

3. l Menurutl Pompel sebagaimanal yangl dikutipl daril bukul karyal Lamintang,l 

tindakl pidanal adalahl “Suatul tindakanl yangl menurutl sesuatul rumusanl 

undang-undangl telahl dinyatakanl sebagail tindakan lyangl dapat l 

dihukum”. 

4. Vosl merumuskanl bahwal “Strafbaatfeitl adalahl suatul kelakuanl yangl 

diancaml pidanal olehl pembuatl perundang-l undangan”. 

                                                           
12l Ruslil Efendyl dkk,l Azas-Azasl Hukuml Pidana,l Ujungl Pandang:l Cetakanl IIIl Lepenl UMI,l 

1980,l hlm.37 
13l Moeljatno,l Azas-Azasl Hukuml Pidanal Indonesia,l Jakarta:Binal Aksara,1987,l hlm37 
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5. Jonkersl mengemukakanl bahwal “Strafbaatfeitl sebagail peristiwal pidanal 

yangl diartikannyal sebagail suatul perbuatanl yangl melawanl hukuml 

(wederrechttelijk)yangl berhubunganl denganl  kesengajaanl ataul kesalahanl 

yangl dilakukanl olehl orangl yangl dapatl dipertanggungjawabkan”. 

6. l Andil Zainall Abidinl berpendapatl bahwal istilahl yangl palingl tepatl ialahl 

delik,l dikarenakan l alasanl     sebagail   berikut: 

a. Bersifatl universall danl dikenall dimana-mana; 

b. Lebihl singkat,l efesien,l danl netral.l Dapatl mencakupl delik-l delikl 

khususl yangl subjeknyal merupakanl badanl hukum,l badan,l orangl mati; 

c. Orangl memakail istilahl strafbaarfeit,l tindakl pidana,l danl perbuatanl 

pidanal jugal menggunakanl delik; 

d. Luasl pengertiannyal sehinggal meliputil jugal delik-delikl yangl 

diwujudkanl olehl koorporasil orangl tidakl kenall menurutl hukuml 

pidanal ekonomil indonesia; 

e. Tidakl menimbulkanl kejanggalanl sepertil “peristiwal pidana”l (bukanl 

peristiwal perbuatanl yangl dapatl dipidanal melainkanl pembuatnya). 

Unsur-l Unsurl   Tindakl   Pidana 

   Menurutl Moeljatnol yangl menjelaskanl tentangl perbuatanl pidanal 

sebagail strafbaarfeit,l yangl berartil bahwal perbuatanl pidanal adalahl perbuatanl 

yangl diancaml denganl pidana,l barang siapal yangl  berusahal  melanggarl danl sudahl 

melanggarl perintahl tersebut.l Makal untukl dapatl dikatakanl   sebagai l tindakl   

pidanal harusl dapatl  memenuhil  unsur-unsurl  sebagail  berikutl : 
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a) Adanya l perbuatanl (manusia) 

b) Adanyal unsurl kesalahanl yangl memenuhil rumusanl dalaml undang-undang,l 

hal ini  merupakanl syaratl formil,l terkaitl denganl berlakunyal pasall 1l (1)l KUHP 

c) Bersifatl melawanl hukuml (hall inil merupakanl syaratl materiil,l terkaitl denganl 

diikutinyal ajaranl sifatl melawanl hukuml materiill dalaml fungsinyaal yangl 

negatif).14 

   Daril unsur-unsurl tindakl pidanal diatasl dimanal suatul tindakl pidanal 

merupakanl suatul tindakanl padal tempat,l waktul danl keadaanl tertentul yangl 

dilarangl danl terancaml denganl pidanal olehl Undang-Undangl sertal bersifatl 

melawanl hukuml danl mengandungl unsurl kesalahanl yangl dilakukanl olehl orangl 

yangl mampul bertanggungl jawab. 

   Unsurl tersebutl dapatl diklasifikasikanl sebagail unsurl subjektifl danl 

objektif.l Yangl dimaksudl denganl unsurl subjektifl  itul  adalahl unsur-unsurl yangl 

melekatl padal pelakul danl termasukl kedalamnyal yaitul segalal sesuatul yangl 

diniatkanl olehl pelakul dalaml hatinya.l Sedangkanl yangl dimaksudl denganl unsurl 

objektifl merupakanl unsur-unsurl yangl adal hubungannyal denganl keadaan-

keadaan l dimanal   tindakan-tindakanl daril  l pelakul yangl harusl dilakukan. 

Unsurl   Subjektifl   daril  Tindakl   Pidanal yaitul : 

a. Merencanakanl terlebihl dahulu,l sepertil yangl terdapatl didalaml kejahatanl 

pelecehanl seksuall dalam l pasal l 294l    ayat l (2)l   KUHP. 

b. Kesengajaan l (dolus)l   atau l  ketidaksengajaanl (culpa). 

                                                           
14l Tongat,l Dasar-dasarl Hukuml Pidanal Indonesial dalaml Perspektifl Pembaharuan,l Malang,l 

UMMl Press,2008,l Hlml 96-97 
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c. Adanyal maksudl padal suatu percobaanl sepertil yangl dimaksudl dalaml 

Pasall  53l ayatl (1) l KUHP. 

d. Macam-macaml maksudl sepertil yangl terdapatl dil dalaml kejahatan-l 

kejahatanl   pencurian,l  penipuan,l  pemerkosaanl danl lain-lain. 

e. Perasaanl takutl sepertil terdapatl didalaml rumusanl tindakl pidanal menurutl 

pasall  308l   KUHP 

Unsur-Unsurl   Objektif l dari l Tindakl   Pidanal yaitul : 

a. Sifat l melawanl  hukuml  

b. Perbuatan yangl dilarangl sebagaimanal dalaml  ketentuanl Undang-

Undang. 

c. Dilakukan l dalaml   waktu, l tempatl dan l keadaanl    tertentu. 

Tinjauanl tindakl pidanal terkaitl unsur-unsurl tindakl  pidanal dapatl dibedakanl daril 

dual sudutl pandangl yaitul : 

1. Sudutl Teoritisl Unsurl tindakl pidanal : 

a) Perbuatan 

b) Yang l dilarangl (olehl aturanl hukum) 

c) Ancamanl   pidanal (bagil yangl melanggarl larangan). 

2. Sudutl Undang-Undangl  

a) Unsurl   tingkah l laku:l  mengenail   larangan l perbuatan. 

b) Unsur l melawanl hukuml :l suatul sifatl tercelanyal dan l terlarangannyal 

daril satul perbuatan,l yangl bersumberl daril undang-undangl danl dapatl 

jugal bersumberl daril masyarakat. 
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c) Unsurl kesalahanl :l mengenail keadaanl ataul gambaranl batinl orangl 

sebeluml  ataul  pada l saatl   memulail   perbuatan. 

d) Unsurl akibatl konstitutifl : l unsurl  inil  terdapatl padal tindakl pidanal 

materiill (materiell delicten)l ataul tindakl pidanal akibatl menjadil syaratl 

selesainyal tindakl pidana,l tindakl pidanal yangl mengandungl unsurl 

akibatl sebagail syaratl pemberatl pidana,l danl tindakl pidanal dimanal 

akibatl  merupakanl  syaratl   terpidananyal   pembuat. 

e) Unsurl keadaanl yangl menyertail :l unsurl tindakl pidanal berupal semual 

keadaan l yangl  ada l dan l berlaku l dalam l mana l perbuatan l dilakukan. 

f) Unsurl syaratl tambahanl untukl dapatnyal dituntut l pidana,l unsurl inil 

hanyal terdapatl padal tindakl pidanal aduanl yaitul tindakl pidanal yangl 

hanyal dapatl dituntutl pidanal jikal adal pengaduanl daril yangl berhakl 

mengadu. 

g) Unsurl syaratl tambahanl untukl memperberatl pidana:l unsurl inil berupal 

alasanl untukl diperberatnyal pidana,l danl bukanl unsurl syaratl untukl 

terjadinyal ataul syaratl selesainyal tindakl pidanal sebagaimanal padal 

tindakl pidanal materiil. 

h) Unsurl syaratl tambahanl untukl dapatnyal dipidana,l unsurl keadaan-

keadaanl tertentul yangl timbull setelahl perbuatan,l yangl menentukanl 

untuk dapat l dipidananya l perbuatan. 

i) Unsurl kualitasl subjekl hukuml tindakl pidana,l unsurl kepadal siapal 

rumusanl tindakl pidanal itul ditujukanl tersebut,l contoh;l “barangsiapa”l 

(bijl die)l ataul “setiapl orang”. 
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j) Unsurl  objek l hukuml tindakl pidana,l tindakl pidanal inil selalul 

dirumuskanl   unsur l tingkahl  lakul atau l perbuatan. 

k) Unsurl syaratl tambahanl memperinganl pidana,l unsurl inil berupal unsurl 

pokokl yangl membentukl tindakl pidana,l samal denganl unsurl syaratl 

tambahanl lainnya,l  sepertil unsur syarat l tambahanl untuk l memperberatl 

pidana.15 

Pengertian l Hukuml    Pidana 

     Daril tindakl pidanal yangl terjadil telahl terciptal hukuml pidana,l dimanal 

tujuanl konkretl daril adanyal hukuml pidana,l yaitul untukl menakutil setiapl orangl 

agarl tidak  melakukanl tindakl pelanggaranl yangl dapatl merugikanl orangl lainl 

sertal medidikl pelakul yangl telahl berbuatl kejahatanl agarl tidakl mengulangil 

kesalahanl yangl samal sehiggal dapatl kembalil hidupl masukl kel dalaml masyarakatl 

dilingkungannyal sepertil semula.l Tujuanl inil sebagail suatul upayal pencegahanl 

terhadapl gejala-gejalal sosiall yangl kurangl sehat. 

     Dil sampingl itu,l pengobatanl bagil yangl telanjurl berbuatl tidakl baik/l tidakl 

sesuail denganl ketentuan.l Jadi,l hukum l pidana l adalahl  ketentuan-l ketentuanl 

yangl mengaturl danl membatasil tingkahl lakul manusial dalaml mengadakanl 

pelanggaranl kepentinganl umum.l Yangl telahl dimaksudl mengenail Pidanal 

dilmanal didalamnyal terdapatl Hukuml Pidanal yangl sebagaimanal semestinyal 

dapatl mengaturl pidanal tersebutl agarl tidakl terjadil danl dapatl dibatasil 

perlakuannya.l  

                                                           
15l Mukhlisl R,l Tindakl Pidanal Dil Bidangl Pertanahanl Dil Kotal Pekanbaru,l Jurnall Ilmul 

Hukum,l Voll 4,l No.1l Hlm.l 203-204 
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   Telahl dijelaskanl beberapal pengertianl Hukuml Pidanal yangl 

dikemukakanl       para pakar l Hukuml     Pidanal    diantaranyal : 

1. Menurutl  Wirjonol   Prodjodikoro 

" Hukum lpidanal adalahl peraturanl hukuml mengenail pidana, pidanal 

diartikanl sebagail hall yangl dipidanakan, yaitul olehl instansil yangl berkuasal 

dilimpahkanl  kepadal seorangl oknuml sebagail hall yang l tidakl enakl dirasakanl 

danl  jugal  hall   yangl   tidakl  sehari-haril  dilimpahkan". 

2. Menurutl    Moeljatno 

" Hukuml  pidanal  adalah l sebagianl  daripada l keseluruhanl hukuml yangl 

berlakul    disuatu l    negara,l    yangl mengadakanl dasar l aturan-aturanl    untuk: 

1. Menentukanl perbuatan-perbuatanl manal yangl tidakl bolehl dilakukan,l 

yangl dilarang,l denganl disertail ancamanl ataul sanksil yangl berupal 

pidanal   tertentul  bagi l barang siapal yangl melanggar.l  

2. Menentukanl kapanl danl dalaml hal-hall apal kepadal merekal yangl telahl 

melanggarl larangan-laranganl tersebutl dapatl dikenakanl ataul dijatuhil 

pidanal  sebagaimana l yang l diancamkan. 

3. Menentukanl denganl caral bagaimanal pengenaanl pidanal itul dapatl 

dilaksanakanl apabilal adal orangl yangl dil sangkal telahl melanggarl 

laranganl tersebut.16 

3. Menurutl    Sianturi 

" Hukuml pidanal adalahl daril hukuml positifl yangl berlakul disuatul negaral 

denganl memperhatikanl waktu,l tempatl danl bagianl pendudukl yangl 

                                                           
16l Amirl Ilyas.l Asas-asasl Hukuml Pidana.l Yogyakarta:l Rengkangl Educationl Yogyakartal 

danl Pukapl Indonesia.l 2012 
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memuatl dasar-dasarl danl ketentuan-ketentuanl mengenail tindakanl 

laranganl ataul tindakanl kekerasanl danl kepadal pelanggarnyal diancaml 

denganl pidana.l Menentukanl pulal bagaimanal dalaml hall apal pelakul 

pelanggaranl tersebutl dipertanggungl jawabkanl sertal kententuan-

ketentuanl mengenail hall danl caral penyelidik,l penuntutan,l penjatuhanl 

pidanal danl pelaksanaanl pidanal demil tegaknya l hukuml yangl bertitik l beratl 

kepadal keadilan.l Perumusanl hukuml pidanal mencakupl jugal hukuml 

pidanal adat,l yangl bertujuanl mengadakanl keseimbanganl diantaral 

berbagai kepentinganl  atau l keadilan". 

4. Menurutl        Simon 

" Hukuml pidanal adalahl semual perintah-perintahl danl larangan-laranganl 

yangl diadakanl olehl negaral danl yangl diancaml denganl suatul nestapal 

(pidana)l barang siapal yangl tidakl menaatil  semual aturan-aturanl yangl 

menentukanl syarat-syaratl bagil  akibatl   hukuml itul danl   kesemuanyal aturan-

aturanl itul untukl mengadakanl (menjatuhi)l danl menjalankanl pidanal 

tersebut". 

5. Menurutl    J.M l Vanl     Bemmelen 

" Hukuml pidanal terdiril atasl tindakl pidanal yangl disebutl berturut-turut,l 

daril peraturanl umuml yangl dapatl diterapkanl terhadapl perbuatan-

perbuatanl itul sendiril danl pidanal yangl diancamkanl terhadapl perbuatan-

perbuatanl itu”.17 

                                                           
17l https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.htmll diaksesl 

padal tanggall 12/10/2021l l padal pukull 09.24 

 

https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html%20diakses%20pada%20tanggal%2012/10/2021
https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html%20diakses%20pada%20tanggal%2012/10/2021
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Klasifikasil     Hukuml     Pidana 

Hukuml pidanal dapatl dibagil danl diklasifikasikanl atasl berbagail dasarl ataul caral 

sepertil inil :18 

1. Berdasarkanl sumbernya,l hukuml pidanal dibedakanl menjadil hukuml 

pidanal     materill    danl     hukuml     pidana l formill    atau l hukuml   acaral     pidana. 

a) Hukuml pidanal materill adalahl kumpulanl aturanl hukuml yangl 

menentukanl pelanggaranl pidana,l menetapkanl syarat-syaratl bagil 

pelanggaranl pidanal untukl dihukum,l menujukkanl orangl yangl dapatl 

dihukuml danl menetapkanl hukumanl atasl pelanggaranl pidanal 

sebagaimanal telahl ditetapkanl dalaml Undang-Undang.l Danl acuanl 

yangl digunakanl bersifatl pasti dan telah dipertimbangkanl daril 

undang-undangl yangl telahl berlakul danl digunakanl sesuail denganl 

daerah-l daerah  l hukum l tempatl      terdakwal     danl     korban l berada. 

b) Hukuml pidanal formill adalah lkumpulanl aturanl hukuml yangl 

mengaturl caral mempertahankanl hukuml pidanal materill terhadapl 

pelanggaranl yangl dilakukanl olehl orang-orangl tertentu,l ataul denganl 

katal lainl mengaturl caral bagaimanal hukuml pidanal materill 

diwujudkanl  sehinggal diperolehl kepastianl hukuml sertal mengaturl 

cara l melaksanakanl     keputusanl     hakim. 

2. Berdasarkanl l   padal     Siapa l Berlakunya l Hukum l Pidana 

Atasl dasarl padal siapal berlakunyal hukuml pidana,l hukuml pidanal dapatl 

dibedakan l sebagail    berikut: 

                                                           
18l Ledenl Marpaung.l Asasl Teoril Praktikl Pidana.l Jakarta:l Sinarl Grafika.2005 
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a) Hukuml pidanal umuml adalahl hukuml pidanal yangl ditujukanl danl 

berlakul untukl semual wargal negaral (subjekl hukum)l danl tidakl 

membeda-bedakanl kualitasl pribadil subjekl hukuml tertentu.l Setiapl 

wargal negaral harusl tundukl danl patuhl terhadapl hukuml pidanal umum. 

b) Hukuml Pidanal Khususl adalahl hukuml pidanal yangl dibentukl olehl 

negaral yanngl hanya dikhususkanl berlakul bagil subjekl hukuml 

tertentul saja.l Misalnyal hukuml pidanal yangl dimuatl dalam BAB VIII  

bukul IIl KUHPl tentangl kejahatanl jabatanl yangl hanyal diperuntukanl 

danl berlakul bagil orang-orangl wargal pendudukl negaral yangl 

berkualitasl sebagail pegawail negeril saja,l ataul hukuml pidanal yangl 

termuatl dalaml Kitabl Undang-lundangl Hukuml Pidanal Tentaral 

(selanjutnyal disingkatl KUHPT)l yangl hanyal berlakul bagil subjekl 

hukuml anggotal TNIl saja. 

3. Berdasarkanl Sumbernya 

    Atasl dasarl sumbernyal hukuml pidanal dapatl dibedakanl menjadil 

hukuml pidanal umuml danl hukuml pidanal khususl namunl pengertiannyal dil 

sinil berbedal daril yangl diterangkanl diatas.l Hukuml pidanal umuml dil sinil 

adalahl semual ketentuanl hukuml pidanal yangl terdapat/bersumberl padal 

kodifikasil (dalam lhal l inil  KUHPl danl   KUHAP),l sehinggal dapatl jugal 

disebutl denganl hukuml pidanal kodifikasi.l Sedangkanl Hukuml pidanal 

khususl adalahl hukuml pidanal yangl bersumberl  padal peraturanl perundang-

undanganl dil luarl kodifikasi. 
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4. Berdasarkanl Wilayah l Berlakunyal    Hukuml (l Teritorial) 

   Dilihatl daril berlakunyal hukuml pidanal terbagil atasl hukuml 

nasional,l hukuml internasional,l danl hukuml asing.l Hukuml nasionall adalahl 

hukuml yangl hanyal berlakul dil dalaml wilayahl negaral tertentu.l Hukuml inil 

bersumberl daril yurisprudensi,l doktrin,l danl sebagainya.l Hukuml 

internasionall merupakanl hukuml yangl berlakul untukl seluruhl wilayah.l 

Hukuml inil terjadil karenal adanyal perjanjian-perjanjianl antar negaral demil 

terpenuhinya lhak ldan lkewajibanl sertal rasal adill bagil setiapl  negara.l 

Adapunl hukum l asing l hanyal berlakul diwilayah l negara l lain. 

5. Berdasarkanl   Bentuk/Wadah 

    Atasl dasarl bentukl  ataul wadahnyal   hukum l pidana  dapatl  

dibedakan l menjadil     hukuml  tertulis l danl  hukum l tidak l tertulis. 

1. Hukuml tertulisl adalahl hukuml yangl telahl dikodifikasikanl dalaml 

peraturan lperundang-undangan.l Contohl  hukum l tertulis l adalahl  

KUHP,l KUHl Perdata,l danl sebagainya.l Hukuml tertulisl biasanyal 

terdapatl padal negara-negaral yangl menganutl sisteml hukuml Eropal 

Kontinental,l contonhya l Indonesia.l  

2. Hukuml tidakl tertulisl merupakanl hukuml yangl didasarkanl padal 

kebiasaanl masyarakat.l Hukuml tidakl tertulisl biasanyal disebutl denganl 

hukuml adatl karenal didasarkanl padal hukuml adat,l yangl berisikanl 

kebiasaan-kebiasaanl yangl dianggapl baikl danl harusl dipatuhil olehl 

masyrakat.l Hukuml tidakl tertulisl terdapatl padal negara-negaral yangl 
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menganutl sisteml hukuml commonl lawl (Anglo-Saxon),l contohnyal 

Inggris. 

6. Berdasarkanl  waktul  berlakunyal   hukum 

 Klasifikasil inil terbagil atasl iusl constitutum,l iusl constituendum,l danl 

hukuml alam.l Iusl Constitutuml l ataul seringl disebutl denganl hukuml positifl 

adalahl hukuml yangl berlakul saatl inil (sekarang)l bagil masyarakat.l l Iusl 

Constitenduml merupakanl hukuml yangl diharapkanl berlakul untukl masal 

yangl akanl datang.l Sedangkanl hukuml alaml adalahl hukuml yangl berlakul 

dimana-mana,l kapanl saja,l danl untukl siapal saja. 

 Dalaml merumuskanl tindakl pidana,l sumberl hukuml pidanal yangl 

terdapatl dalaml perundang-undanganl (tertulis)l danl Hukuml Pidanal Adatl 

(tidakl tertulis)l agarl masyarakatl dapatl memahamil hukuml yangl 

bersangkutan,l sehinggal aturanl hukuml harusl dirumuskan.l Aturanl l hukuml 

pidanal tertulisl danl telahl  dirumuskanl   dildalaml l KUHPl danl  Undang-Undang,l 

sedangkanl hukuml pidanal yangl tidakl tertulisl (Hukuml Adat).l Terdapatl 

syaratl untukl dapatl melakukanl tindakl pidanal denganl perbuatanl (manusia)l 

yangl telahl memenuhil delikl dalaml Undang-Undang,l inil merupakanl 

konsekuensil daril asasl legalitas,l dimanal rumusanl delikl inil sangatl pentingl 

dimanal didalamnya terdapatl prinsipl kepastianl danl Undang-Undangl 

Pidanal sifatnya lharus lpasti.l Rumusanl delikl danl undang-undangl harusl 

mengetahui l laranganl       dan       yang        harusl       diperhatikan. 
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B. Tinjauanl   Umuml   Tentangl    Penjatuhanl     Pidana 

1. Dasarl l   Penjatuhan l Pidanal   dil      Indonesia 

      Istilahl  penjatuhan   pidanal l dapatl diartikan   sebagail  upayal yangl 

dilakukanl sebagail upayal penegakanl atasl suatul tindakl kejahatanl yangl 

dilakukanl dil manal penjatuhanl pidana menjelaskanl proses seberapal beratl 

hukumanl dapatl diberikanl kepadal pelakul kejahatan.l Penjatuhanl Pidanal 

samal halnyal denganl Pemidanaan,l dil manal dapatl diartikanl secaral umum,l 

sebagail suatul sanksil yangl menderitakanl ataul nestapal yangl sengajal 

ditimpakanl kepadal seseorang.l Prosesl dimanal pidanal tersebutl dapatl 

dijatuhkanl kepadal pelakul dimanal dalaml prosesl tersebutl terdapatl sisteml 

yangl berlaku.l Sistem lpidana lmenunjukkanl tujuanl untukl memuaskanl 

pihakl yangl merasal dirugikan,l baikl masyarakatl sendiri,l maupunl pihakl yangl 

dirugikanl ataul menjadil korbanl kejahatan.l Adal berbagail macaml pendapatl 

mengenai lteori l pemidanaanl   dapatl  dikelompokkanl dalaml 3l golonganl 

besarl yaitul :l 

19 

a. Teoril   absolute l atau l teoril     pembalasanl (Vergeldingstheorien) 

  Dasarl pijakanl daril teori l inil  adalahl  pembalasan.l Inilahl dasarl yangl 

benarl daril penjatuhanl penderitaanl berupal pidanal itul padal penjahat.l 

Negaral berhakl menjatuhkanl pidanal ialahl karenal penjahatl tersebutl 

telahl melakukanl penyeranganl danl pemerkosaanl terhadapl hakl danl 

kepentinganl hukuml (pribadi,l masyarakatl ataul Negara)l yangl telahl 

dilindungi.l Olehl karenal itul ial harusl diberikanl pidanal yangl setimpall 

                                                           
19l Adamil Chazawi.l Pelajaranl Hukuml Pidanal 1.l Jakarta:l Rajal Grafindol Persada.2001 
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denganl perbuatanl yangl dilakukan.l Penjatuhanl pidanal yangl padal 

dasarnya l penderitaanl    padal   penjahatl   dibenarkan l karenal penjahatl 

telahl melakukanl penderitaanl padal orangl lain.l Setiapl kejahatanl tidakl 

bolehl tidak,l harusl diikutil olehl pidanal bagil pembuatnya.l Menjatuhkanl 

pidanal tidakl dimaksudkanl untukl mencapail suatul yangl praktis,l tetapil 

bermaksudl satu-satunyal penderitaanl bagil penjahat.l Menurutl teoril inil 

pidanal dijatuhkanl semata-matal karenal orangl yangl telahl melakukanl 

suatu l tindak l pidana l ataul      kejahatan. 

b. Teoril     relativel l ataul      teoril   tujuanl   (Doell  theorien) 

  Teoril relativel berpokok lpangkal lpadal dasar lbahwal pidana l 

adalahl alatl untukl menegakkanl tatal tertibl (hukum)l dalaml masyarakat.l 

Tujuanl pidanal adalahl tertibl mayarakat,l danl untukl menegakkanl tatal 

tertibl itul diperlukanl pidana.l Pidanal adalahl alatl untukl mencegahl 

timbulnyal suatul kejahatan,l denganl tujuanl agarl tatal tertibl masyarakatl 

tetapl terpelihara.l Ditinjaul daril sudutl pertahananl masyarakatl itul tadi,l 

makal pidanal itul adalahl suatul yangl terpaksal perlul (noodzakelijk).l Padal 

penganutl teoril inil memandangl sebagaimanal sesuatul yangl dapatl 

digunakanl untukl mencapail pemanfaatan,l baikl yangl berkaitanl denganl 

orangl yangl bersalahl maupunl yangl berkaitanl denganl dunial luar,l 

misalnyal denganl mengisolasil danl memperbaikil penjahatl ataul 

mencegahl penjahatl potensial,l akanl menjadikanl dunial tempatl yangl 

lebihl baik.l 

20
l  

                                                           
20l Muladi.l Lembagal Pidanal Bersyarat.l Bandung:l Alumni.2002 
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c. Teoril    Gabungan l (verenigingsl theorien) 

  Teoril gabunganl inil mendasarkanl pidanal padal asasl pembalasanl 

danl asas l pertahananl tata ltertibl  masyarakat,l denganl katal lainl dual 

alasanl itul menjadil dasarl dari penjatuhanl pidana.l Teoril gabunganl 

adalahl kombinasil daril teoril relatif.l Menurutl teoril gabungan,l tujuanl 

pidanal selalul membalasl kesalahanl penjahatl jugal dimaksudkanl untukl 

melindungil masyarakatl denganl mewujudkanl ketertibanl denganl 

ketentuanl beratnyal pidanal tidakl bolehl melampauil batas pembalasanl 

yangl  adil.l  

d. Teoril       Integratif 

 Dewasal inil masalahl pemidanaanl menjadil sangatl kompleksl sebagail 

akibatl daril usahal untukl lebihl memperhatikanl faktor-faktorl yangl 

menyangkutl hak-hakl asasil  manusia,l sertal menjadikanl pidanal bersifatl 

operasionall danl fungsional.l Untukl inil diperlukanl pendekatanl multil 

dimensionall yangl bersifatl mendasarl terhadapl dampakl pemidanaan,l 

baikl yangl menyangkutl dampakl yangl bersifat individuall maupunl 

dampak l yang l bersifat l sosial.l  

Aturanl l  Pemidanaan l Tindakl   Pidana 

   Aturanl pemidanaanl Indonesial didasarkanl padal KUHPl (Kitabl Undang-

Undangl Hukum Pidana) lIndosesia danl acuan prosesl pemidanaannyal 

terdapatl dalaml  KUHAPl (Kitabl Undang-Undangl Hukuml Acaral Pidana) l danl 

didalamnya l telahl  ditetapkan pulal bahwa l pemidanaanl diberikanl dalaml 

bentukl pidanal penjara,l pidanal dendal sertal kurunganl agarl pelakul jeral akanl 
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perbuatannya.l Pidanal penjaral sebagail salahl satul pidanal pokokl yangl 

dicantumkanl dalaml Pasall 10 l KUHP l bahwal    hukumanl  l Pidana l terdiri l atas: 

1) Pidanal pokok,l meliputi:l pidanal mati,l pidanal penjara,l pidanal kurungan,l 

pidanal  dendal  dan l pidana l tutupan;l serta 

2) Pidanal tambahan,l meliputi:l pencabutanl hak-hakl tertentu,l perampasanl 

barang-barangl tertentu,l dan l pengumuman l  putusanl    hakim.l  

Sisteml penjatuhanl pidanal yangl tercantuml dalaml Pasall 10l KUHAPl 

tersebutl padal hakekatnyal masihl menganutl paradigmal retributive,l yaitul 

memberikanl balasanl yangl setimpall atasl kejahatanl yangl dilakukanl olehl pelaku.l 

Paradigmal retributivel denganl tujuanl untukl memberikanl efekl jeral (deterrentl 

effect)l agarl pelakul tidakl mengulangil lagil kejahatannyal danl mencegahl ataul 

menangkall (prevencyl effect)l masyarakatl melakukanl kejahatan.l Penggunaanl 

paradigmal retributive,l ternyatal beluml mampul memulihkanl kerugianl danl 

penderitaanl yangl dialamil korban.l Walaupunl pelakul telahl diputusl bersalahl danl 

mendapatkanl hukuman,l namun  kondisi  korbanl tidakl dapat kembalil sepertil 

semula. 

 Pidanal Penjaral merupakanl pidanal yangl membatasil kemerdekaanl 

seseorangl dalaml melakukanl aktivitasl tertentu,l misalnyal tindakanl bergaull 

dalaml masyarakat.l Pembatasanl kemerdekaanl denganl memenjarakanl 

seseorangl dalaml batasl waktul tertentu,l sehinggal ial tidakl dapatl bebasl 

melakukanl aktivitasl masyarakatl sepertil sediakala.l Denganl demikianl pidanal 
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penjara lmengakibatkan lderita kepada lterpidanal dalam    jangkal waktul 

tertentu. 

 Selainl pembatasanl kebebasanl bergerakl ataul melakukanl aktivitasl dalaml 

masyarakat,l seorangl  yangl dijatuhi l pidanal  penjaral dilakukan lpulal    

pencabutanl hak-hakl tertentul sebagaimanal diaturl dalaml pasall 35l ayatl (1)l 

KUHPl l yaitul : 

a. Hak l mendudukil      jabatanl     tertentu; 

b. Hak l menjadi l angkatan l bersenjata; 

c. Hakl memilihl danl dipilihl dalaml pemilihanl yangl diadakanl berdasarkanl 

aturan-aturanl umum; 

d. Hakl menjadil penasehat hukuml atau pengurusl atasl penetapan l 

pengadilan,l hakl menjadil wali,l walil pengawas, pengampul atau l 

pengampul pengawas,l atasl orangl   yang l bukan l anak l sendiri; 

e. Hakl menjalankanl kekuasaanl bapak,l menjalankanl perwalianl ataul 

pengampuanl atasl anakl sendiri; 

f. Hak l menjalankan l mata l pencarian l tertentu. 

    Pidanal dendal jugal merupakanl sanksil bagil pelakul pidana.l Katal 

“denda”l berartil hukuml yangl berupal keharusanl membayarl dalaml bentukl 

uangl karenal melanggarl aturanl undang-undangl lainl yangl hidupl dil tengah-

tengahl masyarakat. 

21Dendal sebagail  sanksil  pidanal berartil bahwal dendal 

harusl dibayarl seseorangl sebagail akibatl telahl melakukan tindakl pidana.l 

                                                           
21 Sudarsono,l Kamusl Hukum,l Jakarta:l Rinekal Cipta,l hal.l 16,l 2002 
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Dasarl pengaturan l pidanal  denda l diaturl  dalaml  Pasall  30l dan l  Pasall   31 l 

KUHP.l Dendal tersebutl bolehl dibayarl olehl siapal saja,l artinyal pidanal dendal 

dapatl  dibayarl keluargal ataul orangl lain. l Dalaml hal jangkal waktul 

pembayaranl pidanal dendal punl tidakl berjalanl sebagaimanal yangl ditentukanl 

dalaml  Pasall  273l   KUHAP. l Dalaml  praktek l jangkal waktul pembayaranl 

pidanal dendal dimulail daril adanyal putusanl pengadilanl yangl telahl 

memperolehl kekuatanl hukuml tetapl sampail denganl sebeluml berakhirnyal 

masa l menjalanil    pidanal      penjara. 

    Alasanl  pengancamanl  sanksi l pidanal   dendal  yaitu l karena l pidanal 

dendal mempunyail nilail ekonomi,l yangl daril adanyal pembayaranl pidanal 

denda lmakal  akanl menambahl pemasukanl keuanganl negara.l Selainl itul 

adanyal   pertimbanganl  bahwal   sanksi l pidana ldendal akanl dapatl dibayarl 

karenal membaiknyal secaral tajaml tingkatl kemampuanl finansiall danl 

kesejahteraanl      masyarakatl    dil bidangl  materi l selainl itul  dari l pemberian l 

sanksi l pidanal    denda l juga l muncull daya l kerja l prevensil    umum. 

    Mengenail upayal penjatuhanl pidana,l eratl kaitannyal bilal ketentuannyal 

dihubungkanl denganl pasall 1l ayatl 1l KUHPl ataul yangl biasal disebutl denganl 

nulluml delictuml nullal poenal sinel praevial lagel poenalil yangl dikemukakanl 

olehl Anselml Vonl Feuerbachl yangl berbunyil : 
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“l Tiadal suatul perbuatanl hukuml dapatl dipidana,l kecualil berdasarkanl 

kekuatanl ketentuanl perundang-undanganl pidanal yangl telahl adal 

sebelumnyal ”l 

22 

    Denganl adanyal ketentuanl tersebutl suatul pidanal telahl ditentukanl beratl 

pemidanaanl yangl akanl dijalankanl denganl ketentuanl yangl telahl ada.l Asasl inil 

dil masal kinil lebihl seringl diselaraskanl denganl asasl nonl retroaktif,l ataul asasl 

bahwal peraturanl perundang-undanganl tidakl bolehl berlakul surut.l Secaral 

mudah,l asasl inil menyatakanl bahwal tidakl dipidanal kalaul beluml adal 

aturannya. 

    Pemidanaanl hanyal berdasarl padal ketentuanl tertulisl danl sangatl tidakl 

dimungkinkanl bahwal pemidanaanl berdasarl padal hukuml tidakl tertulisl 

(hukuml adat).l Dalaml ketentuanl Pasall 1l ayatl (2)l KUHPl membuatl 

pengecualianl atasl ketentuanl tidakl berlakul surutl untukl kepentinganl 

terdakwa.l Jadi,l sepanjangl menguntungkanl terdakwa,l makal pemberlakuanl 

hukum l pidanal  yangl barul (meskipunl berlakul surut)l dapatl dilaksanakan. 

    Upayal pemidanaanl jugal berlakul terhadapl anakl dibawahl umur denganl 

ketentuan l yangl   telahl ditetapkanl dalaml Undang-Undangl No.l 11l Tahunl 2012l 

tentangl Sisteml Peradilan Pidanal Anak,l dimanal didalamnyal telahl ditentukanl 

setiapl ketentuanl ataul aturanl yangl menjadil dasarl penjatuhanl pidanal denganl 

tanpal menghilangkanl hak-hakl yangl wajibl dilindungil daril anakl tersebut.l 

Anak  dibawahl  umurl  masihl beradal dalaml pengampuanl orangl tuanya.l 

                                                           
22l Andil Hamzahl ,l Sisteml Pidanal Danl Pemidanaanl Indonesia,l PT.l Pradnyal Paramita,l 

Jakartal 1985.l Hal.l 1,l 1985 
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Sebagail pelakul anakl memilikil hakl mendapatkanl penjelasanl mengenail tatal 

caral persidanganl kasusnya,l hakl untukl mendapatkanl pendampingl danl 

penasihatl selamal persidanganl yangl akanl memperlancarl persidanganl 

mengenail dirinya,l hak l untukl   mendapatkanl    perlindungan l  terhadapl 

tindakan l yangl akanl merugikanl  mental,l fisik,l sosiall daril siapal saja.l  Hakl 

memohonl gantil kerugianl atasl perlakuanl yang l menyebabkan l penderitaanl  

karenal ditangkap,l ditahan,l dituntut maupun diadilil tanpal alasanl  

berdasarkanl  Undang-Undang. 

    Undang-l Undangl No.l 11l Tahunl  2012l     tentangl     Sisteml Peradilanl  

Pidanal anak,l padal paragrafl 8l bagianl umuml menyatakanl bahwal daril kasusl 

yangl muncul,l adal kalanyal anakl beradal dalaml statusl saksil dan/ataul korbanl 

sehinggal diaturl pulal ketentuannyal dalaml Undang-Undang.l Khususl 

mengenail sanksil terhadapl anakl ditentukanl berdasarkanl perbedaanl umurl 

anak,l yaitul bagil anakl yangl masihl berumurl kurangl daril 12l (dual belas)l tahunl 

hanyal dikenail tindakan,l sedangkanl anakl berumurl diatasnyal dapatl dikenail 

tindakan serta  pidana. 

    Pemidanaanl dil Indonesial mengandungl sifatl kontradiktif,l dualistikl 

ataul paradoksal.l Disatul pihakl hukuml pidanal bertujuanl melindungil 

kepentinganl ataul bendal hukuml danl hakl asasil manusial denganl merumuskanl 

norma-norma perbuatanl yangl terlarang, namunl disatul sisil lainl hukuml 

pidanal jugal menyerangl kepentinganl hukuml ataul hakl asasil manusial daril 

seseorangl denganl mengenakanl sanksil (pidana/tindakan)l kepadal pelanggarl 
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norma.l Sikapl paradoksall daril hukuml pidanal inil seringl digambarkanl denganl 

ungkapanl “l rechtl guiterschutzl durchl guterl verl letzung”l (perlindunganl bendal 

hukuml melaluil penyeranganl bendal hukum)23 

C. Tinjauan l Umuml     Tentangl      Tindakl       Pidana l    Penghinaan 

 Secaral istilahl tindakl pidanal terhadapl kehormatanl dapatl dipersamakanl 

denganl tindakl pidanal penghinaan.l Dilihatl daril kepentinganl yangl inginl 

dilindungil daril tindakl pidanal inil yaitul berupal kehormatanl ataul namal baikl 

seseorang.l Kehormatanl danl  namal baik lyangl akanl dilindungil disinil jugal 

meliputil kehormatanl semual manusia.l Dalaml hall inil tidakl dibedakan,l apakahl 

orangl itul baikl secaral fisikl maupunl perilakunya.l Berlakul secaral universall 

bahwasanyal setiapl manusial tidakl layakl dihinal maupunl dinilail negatifl karenal 

setiapl   orang l memiliki ciri khas masing-masing serta hak l untukl dilindungil 

dan l dihormatil    kehormatan l atau l namal    baiknya. 

Kejahatan l penghinaan l dapatl    dibedakanl      menjadil : 

a) Penghinaanl    Umuml (diaturl   dalaml  bab l XVIl   bukul   II) 

b) Penghinaanl     Khususl (tersebar l dil luar l babl  XVIl   bukul   II) 

Kejahatan l Penghinaanl   umum l  terdiril   daril   beberapa l  macam l yaitul : 

a) Pencemaran/Menistal  yangl  diaturl  dalaml  pasall  310l ayatl (1)l     KUHP. 

b) Menistal denganl surat/secaral tertulisl yangl  diatur  dalaml pasall 310l ayatl 

(2)l    KUHP. 

c) Memfitnahl (laster)l yangl diaturl dalam l pasall    311l KUHP. 

                                                           
23l Bardal Nawawil Arief,l Beberapal Aspekl Kebijakanl Penegakanl Danl Pengembanganl 

Hukuml Pidana,l Bandungl Citral Adityal Bakti,l hal.l 17,l 1998 
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d) Penghinaan l ringanl yangl diaturl dalaml pasall   315l KUHP. 

e) Pengaduan l yangl   bersifatl  memfitnah l  diaturl  dalam l pasall  317l   KUHP. 

f) Perbuatan l yangl   bersifatl   memfitnahl   diaturl  dalam l pasall  318 l KUHP. 

g) Penistaan l terhadap l orang l meninggal l pasall  320 l danl   321 l KUHP. 

   Menurutl Rl Soesilo,l menghinal dapatl diartikanl sebagail menyerangl 

kehormatanl danl namal baikl seseorang.l Patutl dicatat,l bahwal kehormatanl yangl 

diserangl  disinil  (dalaml konteksl penghinaan) lhanyal  mengenai l namal 

seseorangl dil masyarakatl bukan l tentang l ajakanl seksual. 

   Penghinaanl dapatl dilakukanl secaral langsungl maupunl tidakl langsung,l 

dimanal penghinaanl langsungl dapatl berupal ucapanl ejekanl denganl konotasil 

negatifl    yangl   diujarkanl    secara l langsungl olehl pelakul kepadal korbanl baikl 

secaral lisanl maupunl tulisanl didepanl umuml sehinggal korbanl akanl merasal 

direndahkanl kehormatannya.l Penghinaanl secaral tidakl langsungl kerapkalil 

terjadil melaluil medial sosial,l terdapatl pengaturanl khususl yangl telahl dibuatl 

yaitul undang-l undangl ITE.l Tindakl pidanal secaral jelasl ketetapannyal telahl 

diaturl dalaml KUHP,l tetapil apabilal itul dilakukan lmenggunakanl saranal 

internetl  melaluil  medial sosiall maupunl  sarana l elektronikl    lainnyal   makal Tindakl 

Pidanal Penghinaanl tersebutl diaturl dil dalaml Undang-Undangl l Informasil danl 

Transaksi l Elektronikl (ITE)l diaturl dil dalaml 9 l pasal,l dari l  pasall  27l   hingga l 

pasall 35.l Dalaml 9 l pasall   tersebutl dirumuskanl 17l bentuk/jenis l tindak l pidanal 

ITE.l  Pasall 36l tidakl merumuskanl bentukl tindakl pidanal ITEl tertentu,l melainkanl 

merumuskanl tentangl dasarl pemberatanl pidanal yangl diletakkanl padal akibatl 
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merugikanl orangl lainl padal tindakl    pidanal  yangl diaturl  dalaml   Pasall 27l  sampail 

denganl   Pasall  34.24 

   Padal masal ini,l tindakl pidanal penghinaanl tidakl bisal terhindarkan.l 

Kulturl danl jugal kebiasaanl dipertanyakanl didalamnya,l banyakl sekalil kasusl 

daril mulail penghinaanl sampail penistaanl agamal telahl diaturl sanksil danl 

aturannyal tetapil hall tersebutl takl diindahkanl olehl masyarakatl denganl buktil 

kasusl penghinaanl yangl masihl terhitungl tinggi.l Etikal danl morall masyarakatl 

masihl terbilangl  rendahl jikal dikesampingkanl denganl egol daril masing-masing 

individu.l Daril perilakul yangl marakl sekarangl inil yaitul pelecehanl citral tubuhl 

dimanal tindakl tercelal inil sangatl eratl kaitannyal denganl tindakl penghinaan. 

   Dapatl dikatakanl sebuahl pelecehanl dimanal tersebutl terdapatl sebuahl 

tindakl penghinaanl ataul ejekanl yangl bersifatl seksual.l Dimanal dalaml konotasil 

seksuall tersebutl merujukl padal fisikl manusial sebagail objeknya.l 80%l tindakl 

pelecehanl terjadil padal perempuan,l seringkalil tindakl catcalling.l Dimanal 

tindakanl tersebutl Terdapatl nuansal seksuall dalaml ucapan,l komentar,l siulan,l 

ataul pujian,l kadang-kadangl disertail kedipanl mata.l Korbanl merasal dilecehkan,l 

takl nyaman,l terganggu,l bahkanl terteror.l Hall tersebutlahl yangl memicul 

tindakan-tindakanl yangl sampail kepadal tindakanl fisikl dimanal lawanl jenisl 

mencolekl bahkanl menyentuhl denganl terang-teranganl dilakukanl diruangl 

publik.l Pujianl ataul sapaanl bernuansal seksual,l selamal inil dianggapl biasal saja.l 

Padahal,l perilakul semacaml inil merupakanl salahl satul bentukl pelecehan.l  

                                                           
24 Adamil Chazawi,l Ardil Ferdian,l 2015,l Tindakl Pidanal Informasil danl Transaksil 

Elektronik,Malang:l Medial Nusal Creative,l Hlml 9 
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D. Pengertian l Tindakl      Pelecehanl      Citral      Tubuhl      (l Bodyl Shaming) 

1. Pengertian l Bodyl  Shaming l  Secaral  Umum 

   Negaral Republikl Indonesial adalahl negaral hukuml yangl berdasarkanl 

Pancasilal danl UUDl 1945,l menjunjungl tinggil hakl asasil manusial sebagail hakl 

kodratnya,l sertal menjaminl wargal negaral bersamaanl kedudukannyal dil dalaml 

hukuml danl pemerintahanl danl wajibl menjunjungl tinggil hukuml danl 

pemerintahanl denganl tidakl adal kecualinya.l Sehinggal itulahl perlul adanyal 

perlindunganl  hak-hakl  warga l takl  terkecualil daril  tindakl    pelecehan. 

   Tindakl pelecehanl citral tubuhl dapatl diartikanl sebagail salahl satul bentukl 

perundunganl yangl dilakukanl denganl mencelal ataul mempermalukanl bentukl 

tubuhl orangl lainl denganl gambaranl mentall yangl dimilikil seseorangl tentangl 

tubuhnyal yangl meliputil  pikiran-pikiran,l perasaan,l penilaian-penilaian,l sensasi-

sensasi,l kesadaran,l danl perilakul yang l terkaitl denganl tubuhnya.l Padal eral 

modernl saatl inil istilahl pelecehanl citral tubuhl seringkalil disebutl sebagail bodyl 

shaming.l  

   Bodyl shamingl  berasall daril Bahasal Inggrisl yangl berartil “Celaanl Fisik”l 

dimanal itul merupakanl suatul perbuatanl mempermalukanl seseorangl berdasarkanl 

bentukl tubuhnyal denganl caral mengejek.l Bodyl Shaming  dapatl dikatakanl 

sebagail salahl satul bentukl daril merundungl (bullying)l yangl sejatinyal sudahl 

terjadil sejakl dulul hinggal sekarang.l Oxfordl Dictionaryl dalaml jurnall Universitasl 

Udayanal mendefinisikanl bodyl shamingl sebagail tindakanl ataul mengkritikl 

seseorangl tentangl bentukl ataul ukuranl tubuhnya,l tetapil bodyl shamingl hanyal 
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ditujukanl kepadal bentukl agresil dimanal satul orangl ataul sekelompokl orangl 

berulang l kalil  melecehkanl korbanl secaral verball atau l fisik l tanpal  provokasi.l 

25
l  

   Isul mengenail pemidanaanl bagil pelakul bodyl shamingl dil medial sosiall 

menghiasil medial massal danl menjadil menjadil trendingl topic.l Oxfordl Livingl 

Dictionariel mendefinisikanl bodyl shamingl sebagail bentuk/tindakanl 

mengejek/menghinal denganl caral mengomentaril bentukl ataul ukuranl tubuhl danl 

penampilanl seseorang.l Perbuatanl bodyl shamingl dil internetl bisal sajal dipidanal 

apabilal memenuhil kualifikasil tindakanl kejahatanl yangl telahl adal sebelumnya.l 

Meskipunl perlul dicatatl bahwal terdapatl elemenl dasarl penentuanl adanyal 

tindakanl kejahatanl tersebut,l yaitul denganl sengajal danl tanpal hak.l Dalaml hall inil 

maksudnyal l adalahl semata-matal bertujuanl melawanl hukum.l Demikianl pulal 

halnyal denganl sifatl deliknya.l Perbuatanl yangl telahl diaturl sebagail delikl aduanl 

makal     dalam l ranah l cybercrimel      tetap l  merupakanl    delikl    aduan. 

   Bodyl shamingl dapatl dimasukkanl dalaml kategoril pelecehan,l dimanal 

pelecehanl sendiril sebenarnyal memilikil dual katagori lyaitu lpelecehanl nonl 

verball danl pelecehanl verbal.l Berikutl termasukl pelecehanl verball yangl jarangl 

diketahui memiliki sanksil pidana. l Bersiull tentul suatul  hall sepelel yang l banyakl 

orangl seringl melakukannya.l Namunl hall tersebutl dapatl masukl kel dalaml sebuahl 

pelecehanl verball apabilal digunakanl untukl menggodal wanita.l Orangl yangl 

melakukannyal dapatl dijeratl kel dalaml Pasall 289l sampail denganl  296l   KHUP.l 

Karenal hall tersebutl termasukl padal hall yangl melanggarl  kesusilaan.l Padal 

                                                           
25l Nil Gustil Agungl Ayul Putul Rismajayanthi,l Il Madel Dedyl Priyanto,l Tinjauanl Yuridisl 

Terhadapl Tindakl Pidanal Penghinaanl Citral Tubuhl (Bodyl Shaming)l Menurutl Hukuml 

Pidanal Indonesia,l Https://Ojs.Unud.Ac.Id,2020 
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peraturanl hukuml sendiril sebenarnyal tidakl mengenall katal pelecehan,l orangl yangl 

melakukanl hall tersebutl termasukl kedalaml kategoril cabul. 

   Memangl bodyl shamingl inil memberikanl efekl tekananl tersendiril bagil 

orangl yangl mengalaminya dan dampak yang terjadi juga berbeda-beda setiap 

individunya.l Sebenarnyal bodyl shamingl inil jugal merupakanl bentukl daril 

bullying.l Sebagail dampak,l misalnyal seseorangl bisal sajal melakukanl dietl ketatl 

denganl minuml airl sajal tanpal disertail makananl yangl mengandungl karbohidratl 

danl proteinl cukupl hanyal demil turunnyal beratl badanl dalaml kurunl waktul yangl 

singkat.l Tentul sajal itul tidakl menyehatkan.l Efekl daril bodyl shamingl   lainnya l jugal 

beragam,l mulail daril rasa rendah diri,l depresi ,l bahkanl gangguanl makanl sepertil 

bulimial danl anoreksial nervosa.l Padahall setiapl orangl mempunyail bentukl tubuhl 

ideall yangl berbedal walaupunl sudahl mencapail beratl badanl ideall sekalipun.l Takl 

jarangl kital menemukanl seseorangl yangl menyimpulkanl bahwal dirinyal sangatl 

gemukl padahall kenyataannnyal tidakl gemuk.l Inilahl salahl satul efekl daril bodyl 

shamingl yangl sudahl  mempengaruhi l kepercayaanl diril seseorang.26 

   Pengamat Sosiall yangl jugal Ketual Programl Studil Vokasil Komunikasil 

UIl Dr.l Deviel Rahmawatil mengatakan,l adal empatl penyebabl bodyl shamingl yaitul  

1. Pertama,l kulturl patronl klienl yangl berartil orangl yangl dil atasl ataul lebihl 

hartanya,l tenar,l memilikil kekuasaanl ‘untukl bisal melakukanl apapun’.l 

Jikalaul dalaml suatul sekolahl adal yangl lebihl hebat,l keren,memilikil 

kecenderunganl sesuatu,l akanl melakukanl tindakanl denganl sesuatul 

                                                           
26l Gresnews.com.l (2018,l Desemberl 4).l Pasall Karetl UUl ITEl danl Penistaanl Citral Diri.l 

Diaksesl 20l oktober,l 2021,l froml www.gresnews.com 
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kekuasaan.l Masalahnya,l dahulul orangl yangl melakukanl bodyl shamingl tidakl 

terdeteksi,l namunl sekarangl meninggalkanl jejakl dil medial sosiall danl 

membuatl perasaanl sil objek l tidakl  nyamanl karenal tersebarl lebihl luas.l 

Dahulul mungkinl bodyl shamingl kebanyakanl verball tetapil sekarangl datal 

tersebarl kemana-manal melaluil medial sosial. 

2. Penyebabl kedual yaknil patriaki.l Yakni,l ketikal perempuanl cenderungl 

menjadil objekl daril leluconl terkaitl tubuh.l “Gendut,l kurus,l iteml ”jarangl 

sekalil kejadianl tersebutl terjadil padl laki-laki.l Laki-lakil mungkinl terkaitl 

besarl tubuh.l Perempuanl banyakl elemennya,l inil budayal patriaki. 

3. Ketiga,l minimnyal pengetahuanl bahwal bodyl shamingl  adalahl perilakul yangl 

salahl ataul burukl danl saatl inil dapatl dipidanakanl jikal adal aduan. 

4. Faktorl keempatl adalahl postl kolonial.l Yaitul virusl dimanal orangl Indonesial 

selalul melihatl sesuatul yangl kebarat-baratanl sepertil putih,l tinggi,l mancungl 

adalahl sempurna.l Sedangkanl yangl pendek,l hitam,l bertubuh besarl itul 

buruk. 

5. Faktorl lainl bisal terjadil karenal masalalul yaitul pernahl diperlakukanl sepertil 

itul olehl orangl lain.l Muncull dalaml dirinyal untukl balasl dendam,l makal daril itul 

apal yangl terjdil padal dirinyal dilakukanl kembalil padal orangl lain.l Bisal jugal 

karenal rasal iril padal orangl lain.27 

   Berdasarkanl laporanl ZAPl Beautyl Indexl padal tahunl 2020,l sekitarl 

62,2%l perempuanl Indonesial pernahl menjadil korbanl bodyl shamingl selamal 

                                                           
27 Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. “analisis yuridis terhadap pelaku penghinaan citra tubuh()body 

shaming dalam hukum pidana Indonesia”. Dinamika:jurnal ilmiah ilmu hukum 26.8. 2020. Hlm. 

980 

https://databoks.katadata.co.id/tags/perempuan
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hidupnya.l Daril jumlahl itu,l 47%l respondenl mengalamil bodyl shamingl karenal 

tubuhnyal dianggapl terlalul berisi.l Sebanyakl 36,4%l respondenl mengalamil bodyl 

shamingl karenal memilikil kulitl yangl berjerawat.l Kemudian,l 28,1%l respondenl 

yangl menjadil korbanl bodyl shamingl karenal memilikil bentukl wajahl yangl 

tembam.l Adal pulal 23,3%l respondenl terkenal bodyl shamingl karenal warnal kulitl 

yangl gelap.l Sementara,l 19,6%l respondenl terkenal bodyl shamingl karenal 

dianggapl memilikil tubuhl yangl terlalul kurus.28 

   Belajarl daril permasalahanl sosiall negaral maju,l Koreal Selatanl 

merupakanl peringkatl 10l teratasl didunial sebagail negaral denganl kasusl bunuhl diril 

tertinggi.l Negaral yangl terkenall denganl idoll K-popnyal itul memilikil sisteml 

kemajuanl teknologil danl standarl gayal hidupl yangl tinggil denganl statusnyal 

sebagail negaral maju.l Dimanal pemerintahannyal memanjakanl rakyatnyal denganl 

fasilitasl sisteml teknologil yangl serbal modernl untukl kesejahteraanl danl keamananl 

rakyatnya.l Sayangnyal standarl gayal hidupl yangl tinggil justrul merupakanl alasanl 

daril tingginyal angkal bunuhl diril dil negaral tersebut. 

  Dilansirl daril Deutschel Welle,l pakarl Epidemiologil Sosiall Universitasl 

Chung-angl Jangl Soong-nangl mengatakan,l terkaitl denganl bunuhl diril dil 

kalanganl selebritasl Koreal Selatan,l medial sosiall mengambill peranl utama.l Segalal 

sesuatul yangl dilakukanl danl dikatakanl selebritil diungkapkan,l dimanipulasi,l 

dikritikl danl terkadangl -l didorongl olehl politikl identitasl untukl menunjukkanl 

kebencian.l Bullyingl membuatl banyakl artisnyal mengalamil Majorl Depressive,l 

                                                           
28l https://cantik.tempo.co/read/1304319/lebih-dari-separuh-perempuan-indonesia-alami-body-

shaming/full&view=ok, l diaksesl padal 06/11/2021l padal pukull 15.15 

https://cantik.tempo.co/read/1304319/lebih-dari-separuh-perempuan-indonesia-alami-body-shaming/full&view=ok
https://cantik.tempo.co/read/1304319/lebih-dari-separuh-perempuan-indonesia-alami-body-shaming/full&view=ok
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dimanal suasal hatil akanl terusl merasal tertekanl hinggal menggangul minatl danl 

kepercayaannyal untukl melanjutkanl hidup.l Banyakl tekananl mengenail 

kekuranganl bentukl fisikl yangl dimilikil tidakl sesuail denganl   standar l kecantikanl 

wargal Koreal membuatl masyarakatnyal mudahl melakukanl bodyl shaming.l 

Penampilan lyangl   dinilail tidak l pantasl beradal dilayarl kaca,l komentarl sertal 

ujaranl kebencianl menjadil faktorl pendorongl menjadikanl masyarakatnyal mudahl 

mengalamil gangguanl mentall hinggal lebihl memilihl mengakhiril hidupl denganl 

bunuhl diri.l Bullying l l menjadi l hall yangl masihl banyakl ditemukan l dil Koreal 

Selatan,l apalagi l padal jenjangl sekolahl danl kampus. l l Perlakuan l yangl tidakl 

menyenangkan l seringl dialami l olehl merekal yangl dinilail jelek,l efeknyal banyakl 

orangl Koreal Selatan l yangl terobsesi l dengan l kecantikan l danl ketampanan, l 

sehinggal merekal melakukan l operasi l plastik l walaupun l biayanyal sangat l mahal. l 

Komentarl kasarl danl brutal l daril hatersl celebrity l yangl menyerangl artis l sangat l 

mudahl ditemukan l dil medial sosial. l Maraknyal bunuhl diril paral artisl 

memperparah l keadaan l danl membuat l angkal bunuhl diri l dikalangan l masyarakat l 

biasal semakin l meluas.l  

Dalam l kasusl inil Koreal Selatan l sebagai l negaral majul belum l mampul 

menangani l permasalahan l rakyatnyal secaral penuhl yaitul bullyanl bodyl shaming l 

melaluil medial sosiall yangl menyebabkan l masihl tingginyal kasus l bunuhl diril 

dikarenakan l depresi.l Dalam l penanganannya l Koreal Selatan l lebihl memilih l 

melakukan l upayal pencegahan l daripada l penegakan l hukuml karenal negaral 

tersebut l merasal semual penyebab l bunuhl diril tersebut l adalahl urusanl pribadil danl 

hanyal bisal dilakukan l pencegahan l berupal melakukan l penyuluhan l disetiap l 
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sekolah, l menuliskanl himbauan l sepanjangl sungai l hanl sertal membentuk l 

jaringan l untukl kelompok-kelompokl berisikol tinggil danl membangunl sisteml 

pendukungl kesejahteraanl danl keselamatanl lokall bagil merekal yangl 

membutuhkan. 

Indonesia l hendaknyal jugal mengantisipasi l hall tersebut, l disampingl 

memajukan l teknologi l pemerintah l jugal wajibl memberikan l pendampingan l 

agarl dampak l negatifl dapat l terminimalisir l sehinggal dampaknyal tidak l akanl 

dirasakan l masyarakat l Indonesia. l Dibutuhkannya l penanganan l ekstral untukl 

menangani l permasalahan l bullyingl bodyl shaming l agarl tidakl lagi l banyakl 

korban l yangl mengalami l depresi. 

Dalaml konteksnyal tanpal sadarl dalaml kehidupanl sehari-l haril seringkalil 

kital melakukanl tindakanl bodyl shamingl padal orangl lainl bahkanl melakukannyal 

padal diril sendiril denganl menghinal fisikl diril sendiril danl mengacul padal tubuhl 

orangl lainl yangl menunjukkanl masih l tingginya l angkal penghinaanl terhadapl 

citral tubuhl seseorangl yangl dapatl melukail perasaanl seseorangl sehinggal 

menimbulkanl mentall illnessl sepertil depresil yangl parahnyal jugal dapatl 

merenggutl nyawal seseorang.l l Banyakl  bentuk l tak l terdugal dalam bodyl 

shaming,l yangl mungkin secaral tak ldisadari ltelahl menyinggungl atau 

lmenyakiti l perasaan.l Tidak l hanyal denganl denganl caral frontall seperti  

mengejekl ataul  mengomentaril   jelek l tapil ciri-ciril bodyl shaming l dapat l dilihat l 

sepertil : 
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a) Mengungkapkanl  keprihatinan l terhadapl   bentukl    tubuh l ungkapanl   sepertil 

“l janganl terlalul gemukl jadil orang,l nantil gal adal cowokl yangl suka”l ataul “l 

kamul akanl lebihl cantikl jikal maul dietl supayal lebihl kurus”,l mungkinl 

terkesanl menunjukkanl kepedulianl ataul perhatianl l tetapil sebenarnyal itul 

termasuk l kategori l bodyl shamingl  secaral  tidak l langsung. 

b) Ekspresil   jijikl     melihat l orang l yangl    menurutnya l gendut 

 Beraktingl terkejutl saatl melihatl seseorangl memilikil bentukl fisikl yangl 

dirasanyal jelekl danl gemukl dan l terkejutl saatl  orangl  tersebut l akanl dietl 

makal meremehkannya,l tanpal disadaril adalahl  sebuahl l bentukl bodyl 

shamingl  ataul  lebihl spesifiknyal   fatl  shaming. 

c) Memberikanl     saran l soall    pakaian l baju 

 Menyarankanl orangl lainl bagaimanal dial harusl berpakaianl agarl terlihatl 

lebihl langsingl danl cantik,l inil mungkinl bisal membuatl orangl tersinggungl 

danl menjadil sebuahl bentukl bodyl shaming.l Kecualil apabilal dial sendiril 

yang l meminta l saranl  berbusana.l  

d) Menghakimil    caral    hidup l seseorang 

 Menilail semaunyal mengenail gayal hidupl danl perilakul seseorangl yangl 

dianggapnyal burukl denganl melontarkanl kata-katal sepertil “hidupmul gal 

baikl danl buruk,l apal bisal bahagial hidupl sepertil itul ?l ”l sebagail manusial lainl 

hendaknyal kital tidakl menilail gayal hidupl denganl mengukurl 

kebahagiaannyal denganl kebahagiaanl kital karenal setiapl orangl memilikil 

caral tersendiril untukl menjalanil hidup 
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e) Skinnyl     shaming 

 Bodyl shamingl jugal seringl dilontarkanl padal orangl yangl memilikil tubuhl 

yangl kurus.l Banyakl orangl berkomentarl danl menghinal fisikl orangl gemukl 

maupunl kurus.l Hall inil merupakanl bentuk l bodyl shaming.l  

f) Mengomentari l danl     menyuruhl     seseorangl      untuk l berubah 

 Menilail bahwal bentukl seseorangl tidakl sesuail porsinyal danl menyuruhnyal  

untukl dietl maupunl berubah,l hall inil sangatl tidakl patutl dilakukanl karenal 

dinilail menghinal seseorangl danl termasukl    bodyl shaming. 

     Bodyl shamingl dapatl dikategorikanl sebagail bentukl tindakl bullyingl 

onlinel dalaml ranahl cyberl crimel dimanal tindakanl tersebutl dilakukanl melaluil 

saranal komputer.l Membuatl sertal menyebarkanl gambarl memel denganl konteksl 

penilaianl fisikl menyertakanl komentar-komentarl yangl menyinggungl sehinggal 

merugikanl pihakl lainl dapatl dikenakanl pelanggaranl pasall UUl ITEl (Informasil 

danl Transaksil Elektronik).l Salahl satul bentukl komentarl yangl menyinggungl fisikl 

adalahl bodyl shaming.l  

     Bodyl shamingl kerapl kalil terjadil dil medial sosial.l Fenomenal bodyl 

shamingl merujukl padal kritikl negatifl yangl diberikanl untukl seseorangl danl 

melukail perasaannya.l Banyakl orangl yangl memberikanl komentarl negativel 

mengenail bentukl tubuhl seseorangl tanpal berpikirl terlebihl dahulu.l Contohnyal 

komentarl tentangl ukuranl badan,l baikl itul gendut,l kurus,l kerempengl danl lainl 

sejenisnya.l Seringl kalil sampail terjadil adul argumenl hinggal berakhirl cacil maki. 
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Pelecehanl     Citra l Tubuhl     (Bodyl Shaming)l   dalaml    Sudutl      Pandang l Islam 

   Dalaml syariatl Islam,l tidakl diperkenankanl bagil kalanganl musliml untukl 

menghinal kekuranganl fisikl sesamal manusia.l Perbuatanl negatifl sepertil itul 

seakanl mudahl dilakukanl sehinggal membuatl orangl yangl dihinal akanl sakitl hati. 

   Dalaml Islam,l Allahl melarangl hambanyal untukl mencela,l menghina,l ataul 

mengejekl sesorangl baikl seriusl maupunl bercanda,l mengejekl ataul mencelal 

merupakanl suatul perbuatanl yangl dibenarkan.l Alquranl secaral jelasl telahl 

melarangl adanyal tindakanl yangl merugikanl orangl lainl baikl dalaml bentukl fisikl 

maupunl psikis.l Padal Q.S.l al-Hujurat:l 11l menerangkanl adanyal laranganl bodyl 

shamingl    tersebut.l  

نْهمُْ وا لَا  يْرًا مِّ سٰٰٓى اانْ يَّكُوْنوُْا خا نْ قاوْمٍ عا رْ قاوْمٌ مِّ نوُْا لَا ياسْخا يٰٰٓاايُّهاا الَّذِيْنا اٰما

لَا تاناابازُوْ ا كُمْ وا ا اانْفسُا لَا تالْمِزُوْٰٓ  وا
نْهنََُّّۚ يْرًا مِّ سٰٰٓى اانْ  يَّكُنَّ خا اۤءٍ عا نْ نِّسا اۤءٌ مِّ نسِا

لمُِوْنا -  
ى ِكا همُُ الظ ٰ

ۤ
نْ لَّمْ ياتبُْ فااوُلٰ ما انَِّۚ وا يْما باِلَْالْقاابِِۗ بئِْسا الَِسْمُ الْفسُُوْقُ باعْدا الَِْ

١١ 

Artinyal :l l “Hail orang-orangl yangl beriman,l janganlahl sekumpulanl orangl laki-lakil 

merendahkanl  kumpulanl yangl lain,l bolehl jadil yang l ditertawakan l itul lebihl baikl 

daril mereka.l Danl janganl pulal sekumpulanl perempuanl merendahkanl kumpulanl 

lainnya,l bolehl jadil yangl direndahkanl itul lebihl baik.l Danl janganlahl sukal mencelal 

dirimul sendiril danl janganl memanggill denganl gelaranl yangl mengandungl ejekan.l 

Seburuk-burukl panggilanl adalahl (panggilan)l yangl burukl sesudahl imanl danl 

barangl siapal yangl tidakl bertobat,l makal merekal itulahl orang-orangl yangl zalim.”l l  
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(QS.l Al-Humazah:1) 

  l lوَيْل lٍٍۙۙلِّكُلlٍٍِّۙۙهُمَزَة lٍٍۙۙلُّمَزَة  ٍۙ

artinya:l ''celakalahl bagil setiapl pengumpatl lagil pencela."l  

   Ayat ltersebutl    sebagail    himbauanl kepadal manusial untukl tidakl mencelal 

orangl lain.l Orangl yangl mengolokl danl mencelal orangl lain,l baikl orangl laki-lakil 

maupunl perempuan,l makal merekal itul sangatl tercela.l Beranjakl daril pedomanl 

ayatl Al-Qur’anl tersebutl diatasl dapatl ditarikl kesimpulanl bahwal l katal tersebutl 

menunjukkanl laranganl terhadapl bentukl kekerasanl verball yaknil denganl 

mencaci,l menghina,l mengolok-olok,l maupunl memanggill seseorangl denganl 

sebutanl yangl tidakl disukai.l Salahl satul bentukl kekerasanl tersebutl yaknil denganl 

mengolok-olokl kondisil  tubuh l ataul     denganl menyebutl  panggilanl yangl tidakl 

baik l mengenai l tubuh.29 

  Dipahamil daril pengertianl danl perbuatannya,l tindakanl bodyl shamingl 

yangl seringl ditemukanl dil medial sosiall masukl kel dalaml ranahl cybercrimel yangl 

merupakanl bentukl kejahatanl yangl muncull dil eral modernl sekarangl ini.l Denganl 

demikian,l perbuatanl kejahatan ltersebutl   menurut l analisa lhukuml Islaml 

(jinayat)l dapatl  dihukum denganl ta’zir.l Ta’zîrl menurutl pengertianl bahasal 

berartil pencegahanl (al-man’u).l adapunl menurutl istilahl ta’zîrl merupakanl 

hukumanl edukatifl (ta’dîb)l dalaml artil mengantisipasil denganl caral menakut-

nakutil (tankîf).l Adapunl secaral syar’î,l ta’zîrl dimaksudkanl sebagail sanksil yangl 

                                                           
29l Abdullahl binl Muhammadl binl Abdurrahmanl binl Ishaql alSheikh,l Lubaabutl Tafsirl Minl 

Ibnil Katsirl Terjemah:l M.l Abdull Ghoffar,Abul Ihsanl al-Athari,(Bogor:l Pustakal Imaml 

Syafi’i,l 2004),486 
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dijatuhkanl atasl dasar l kemaksiatan,l karenal secaral tegasl tidakl termasukl 

kejahatanl yangl termaktubl dalaml All Quranl danl Hadis,l sebagaimanal had,l Qisas,l 

ataul kafârat.l  

  Dalaml hematnyal hukumanl tazirl inil merupakanl hukumanl yangl 

diserahkanl kepadal penguasal seluruhya,l yangl hukumannyal itul dil wenangkanl 

padal penguasal baikl ketentuanl maupunl pelaksanaannyal karenal beluml adal 

ketentuanl yangl mengaturl akanl hall tersebut.l Danl dalaml hall menentukanl 

hukumanl jarimahl tazir,l penguasal hanyal akanl menentukanl hukumanl secaral 

globall saja.l Maksudnyal penguasal dalaml menentukanl hukumanl tidakl akanl 

ditentukanl perl jarimahl melainkanl merujukl kepadal sekumpulanl sanksil ataul 

hukuman,l daril  hukuman l yangl ringanl  sampail  berat. 

Dasar l Hukum l Tindak l   Pidana l Pelecehanl    Citral      Tubuh 

   Memberil komentarl yangl berbaul hall yangl sensitivel kepadal seorangl 

wanita,l merepostl postinganl tanpal izinl denganl tujuanl menunjukkanl penilaianl 

negatifl sertal menyebarkanl kontenl yangl tidakl semestinyal kel khalayakl umum.l 

Padal zamanl serbal modernl sekarangl hal l inil tentul sangatl seringl dilakukan,l 

bahkanl l pulal dianggapl remeh.l Padahall orangl yangl melakukanl komentarl yangl 

berbaul pornografil atau l mencelal fisik l kepadal lawanl jenisl dapatl dipidana.l 

Sepertil mengucapkanl sexy,l gedel danl berbagail macaml komentarl yangl vulgarl 

lainnya.l Menceritakan lsesuatul hall yangl bersifatl seksuall kepadal orang.l 

Bergosipl tentul hall yangl   pernahl dilakukanl olehl    sebagian l orang.l Tidakl    hanyal 

ibu-ibul tetapil lelakil punl pernahl melakukannya.l Hall inil dapatl dikatagorikanl 

pelecehanl verbal l apabilal bahasanyal sangatl ekstrem.l Sepertil membahasl lekukl 
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tubuhl wanital ataul bagianl lainnya.l Meskipunl tidakl melakukanl hall apa-apal 

terhadapl orangl dalaml kegiatanl tersebutl dapatl masukl kel dalaml kategoril 

pelecehan l seksual.l  

   Kasusl serupal dialamil jugal olehl artisl Dianl Nitami,l dimanal tindakanl 

bodyl shamingl dilakukanl olehl pelakul Corissal melaluil lamanl komentarl daril 

unggahanl yangl diposting olehl Dianl Natamil 2019  lalu,l dimanal corissal 

menghinal bahwal bentukl hidungnyal sangat besar hinggal bisal dimasukil jempoll 

kakil danl menyuruhnyal untukl operasi.l Hall tersebutl membuatl suaminyal 

Anjasmaral sakirl hati ltidakl terimal istrinya ldinilai ltidakl patasl hingga l 

melaporkanl    kasusl    inil   kel Satreskriml Polresl Metrol Jakartal Selatan.l Pelakul 

dijeratl   pelanggaran l UU l ITE l dengan l kategori l pencemaran l nama lbaikl 

dengan l  hukumanl    6l    tahunl       penjara. 

   Undang-undangl Informasil danl Transaksil Elektronikl ataul Undangl 

Undangl nomorl 11l tahunl 2008l ataul UUl ITEl adalahl Undang-Undangl yangl 

mengatur l tentangl   informasil     sertal    transaksil elektronik,l ataul teknologil 

informasil secaral umum.l UUl inil memilikil jangkauanl yurisdiksil yangl berlakul 

untukl wargal negaral Indonesial ataul badanl hukuml Indonesial maupunl badanl 

hukuml asingl yangl melakukanl perbuatanl hukuml sebagaimanal diaturl dalaml 

UndangUndangl ini,l baikl yangl beradal dil wilayah l hukuml Indonesial maupunl dil 

luarl wilayahl hukuml Indonesia,l yangl memiliki l akibat l hukum l dil wilayahl 

hukuml Indonesial dan/ataul dil luarl wilayahl hukuml Indonesial danl merugikanl 

kepentinganl Indonesia.l Walaupunl telahl ditetapkanl tindakl pelanggaranl ITEl 

merupakanl kasusl khususl yangl diselesaikanl denganl undang-undang khususl 
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pulal tetapil sebeluml dibuatnyal undang-undang l khususl  terdapatl KUHPl yang l 

lebihl dulul adal danl menjadil dasarl diberlakukannyal Undang-Undang.l KUHPl 

lebihl memilikil kekuatanl hukuml yangl tetapl danl lebihl kuatl karnal semual  

ketentuan l dasarl    pemidanaanyal  diaturl   berdasarkanl   KUHP. 

   Tindakl pelecehanl citral tubuh digolongkanl sebagail tindakl 

pelanggaranl terhadapl kehormatan,l bilamanal daril l perbuatanl tersebutl telahl 

memenuhil kualifikasil danl  unsur l pidana l sebagaimanal apal yangl  telahl dijelaskanl 

dalaml KUHPl danl  upaya l pembuktiannyal   dengan l mengacul padal  Kitabl 

Undang-Undang l Hukum l Acara l Pidana.l Terdapatl pengaturanl khususl diluarl 

KUHPl yangl mengaturl Tindakl pidanal bodyl shamingl l Telahl dijelaskanl secaral 

dengan l jelasl  perpasall sebagai l berikutl : 

Tindakl pidanal bodyl shamingl l secaral  verball  makal pelakul dapatl terjeratl pidanal 

atas l pelanggaranl   Pasall 310 l KUHPl dengan l ancamanl   hukumannyal  sembilan 

bulan.l  

Pasal l 310l  KUHPl  

1) Barangl siapal sengajal menyerangl kehormatanl ataul namal baikl seseorangl 

denganl menuduhkanl sesuatul hal,l yangl dimaksudl terangl supayal hall itul 

diketahuil umum,l diancaml karenal pencemaranl denganl pidanal penjaral 

palingl lamal sembilanl bulanl ataul pidanal dendal paling l banyakl empatl ribul 

limal ratusl rupiah. 

2) Jikal hall itul dilakukanl denganl tulisanl ataul gambaranl yangl disiarkan,l 

dipertunjukkanl ataul ditempelkanl dimukal umum,l makal diancaml karenal 



59 
 

pencemaranl tertulisl denganl pidanal penjaral palingl lamal satul tahunl empatl 

bulanl ataul pidanal dendal palingl banyakl empatl ribul limal ratusl rupiah. 

3) Tidakl merupakanl pencemaranl ataul pencemaranl tertulis,l jikal perbuatanl 

jelasl dilakukanl demil kepentinganl umuml ataul karenal terpaksal untukl 

membelal diri. 

Ketentuanl padal pasall inil berlakul apabilal menyerangl kehormatanl orangl lainl 

denganl tujuanl menuduhkanl sesuatul agarl diketahuil umuml sehinggal dapatl 

tercemarl namanyal dimatal publik. 

   Jikal (bodyl shamingl yangl langsungl ditujukanl kepadal korban)l 

dilakukanl secaral tertulisl dalaml bentukl narasi,l melaluil medial sosial,l dikenakanl 

Pasall 311l KUHPl denganl hukumanl 4l tahun. 

 

Pasall   311l KUHPl  

1) Jikal yangl melakukanl kejahatanl pencemaranl ataul pencemaranl tertulisl 

dibolehkanl untukl membuktikanl apal yangl dituduhkanl itul benar,l tidakl 

membuktikannya,l danl tuduhanl dilakukanl bertentanganl denganl apal yangl 

diketahui,l makal dial diancaml melakukanl fitnahl denganl pidanal penjaral palingl 

lamal empatl tahun. 

2) Pencabutanl hak-hakl berdasarkanl pasall  35l butirl 1-3l dapatl dijatuhkan. 

   Ketentuanl dalaml pasall inil berlakul apabilal perbuatanl masihl berupal 

tuduhanl danl tuduhanl tersebutl diketahuil tidakl benarl olehl korban.l Dalaml 

konteksnyal dilakukanl fitnahl  agarl  korbanl  tercemarl  namanya.l  
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   Perilakul bodyl shamingl dapatl pulal dikategorikanl sebagail pencematanl 

ringan.l Hall inil telahl diaturl dalaml Pasall 315l KHUPl yangl mengatakanl bahwal 

kejadianl sepertil itul apabilal dilakukanl dil tempatl umuml dihadapanl banyakl orangl 

dapatl dikatakanl sebagail l pencemaranl dil mukal umuml danl dapatl dipidanakan.l  

Pasall   315 l KUHPl  

“l Tiap-tiapl penghinaanl denganl sengajal yangl bersifatl pencemaranl ataul 

pencemaranl tertulisl yangl dilakukanl seseorang,l baikl dimukal umuml denganl 

lisanl maupunl tulisan,l maupunl dimukal orangl itul sendiril denganl lisanl ataul 

perbuatan,l ataul denganl suratl yangl dikirimkanl ataul diterimakanl kepadanya,l 

diancaml karenal penghinaanl ringanl denganl pidanal penjaral palingl lamal empatl 

bulanl dual minggul ataul pidanal dendal palingl banyakl empatl ribul limal ratusl 

rupiah”.l  

   Ketentuanl padal ayatl inil mengacul padal ketentuanl pencemaranl namal 

baikl ataul ujaranl negatifl berupal cacian,l ejekanl denganl kata-katal yangl tidakl 

pantasl yangl dilakukanl secaral verball danl tulisan.l Terkaitl denganl perhinaanl 

ringan,l R.l Soesilol dalaml bukul Kitabl Undang-l Undangl Hukuml Pidanal sertal 

komentar-komentarnyal lengkapl pasall demil pasall menjelaskanl jikal penghinaanl 

itul dilakukanl denganl jalanl lainl selainl “menuduhl suatul perbuatan”,l misall denganl 

mengatakanl “anjing”,l “asu”,l “bajingan”l danl sebagainyal perbuatanl tersebutl 

masukl kedalaml penghinaanl ringan.l Agarl memenuhil unsurl pidanal kejadianl 

tersebutl harusl dilakukanl dil tempatl umum. 
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   Tindakl pelecehanl citral tubuhl jugal dapatl dilakukanl melaluil medial 

sosiall dimanal pelakul bodyl shamingl bisal mendapatkanl hukumanl atasl 

pelanggaranl Undang-Undangl Hukuml Pidanal (KUHP)l danl Undang-Undangl 

ITE.l Pelakul akanl mendapatkanl sanksil atasl pelanggaranl undang-undangl ITEl 

(Undang-undangl Informasil danl Transaksil Elektronik)l Pasall 27l ayatl 3,l dapatl 

diancaml hukumanl pidanal 6l tahunl jikal menggunakanl medial sociall ataul medial 

elektronikl l saatl melakukanl bodyl shaming. 

Undang-l Undangl  No.l 11l Tahun l 2008 l tentangl l Informasil   danl Transaksil 

Elekronik l Pasall 27l ayatl (3)l l l mengatur l bahwa 

“Setiapl Orangl denganl sengaja,l danl tanpal hakl mendistribusikanl dan/ataul 

mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal Informasil Elektronikl 

dan/ataul Dokumenl Elektronikl yangl memilikil muatanl penghinaanl dan/ataul 

pencemaranl namal baik”.l  

Yangl kemudianl dilakukanl perubahanl denganl dikeluarkannyal Undang-

Undangl Nomorl 19l  Tahunl  2016l  Tentangl Perubahan l Atasl Undang-Undangl 

Nomorl 11l Tahunl 2008l  Tentangl  Informasil  danl Transaksi l Elektronikl  Pasall 

45l ayatl (3) l yang l menyatakan l bahwa 

“setiapl orangl yangl denganl sengajal danl tanpal hakl mendistribusikanl dan/ataul 

mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal informasil informasil 

elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl memilikil muatanl penghinaanl 

dan/ataul pencemaranl namal baikl sebagaimanal dimaksudl dalaml pasall 27l ayatl 
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(3)l dipidanal denganl pidanal penjaral palingl lamal 4l (empat)l tahunl dan/ataul 

dendal  palingl banyakl  Rp.750.000.000l (l tujuhl ratusl limal puluhl jutal rupiah)l ” 

   Ketentuanl padal ayat l inil mengacul padal ketentuanl delikl pidanal  Pasall 

27l ayatl (3)l UUl ITEl adalahl delikl aduanl absolut,l sehinggal harusl korbanl sendiril 

yangl mengadukanl kepadal aparatl penegakl hukum,l kecualil dalaml hall korbanl 

masihl dil bawahl umurl ataul dalam l perwalian.l Korbanl sebagail pelaporl harusl 

orangl perseoranganl dengan l identitasl spesifik,l bukanl institusi ,l korporasi,l 

profesi,l ataul jabatan. 

   Berdasarkanl implementasil UUl ITEl danl penjelasanl pasall 315l KUHP,l 

komentarl bodyl shamingl yangl seringl dilakukanl dimedial sosiall olehl netizenl 

termasukl penghinaanl ringanl jikal komentarl tersebutl berupal makianl yangl bersifat 

l menghina.l Danl pelakul dapatl dipidanal atasl dasarl aduanl daril korbanl yangl merasal 

terhina.l Kasusl dapatl diprosesl secaral hukuml sesuail denganl KUHAPl danl pelakul 

dinyatakanl bersalahl berdasarkan l putusanl hakiml yangl berkekuatanl hukuml 

tetap. 

E. Pengertianl Cyberl Crime 

 Dalaml Kamusl besarl bahasal Indonesial (KBBI)l memangl beluml adal 

terjemahanl resmil daril katal cyber.l Akanl tetapi,l KBBIl sudahl memuatl katal 

“sibernetika”l yangl merupakanl terjemahanl resmil daril cybernetics,l yaitul : 
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“l ilmul pengetahuanl tentangl komunikasil danl pengawasanl yangl khususnyal 

berkenaanl denganl studil bandinganl atasl sisteml pengawasanl otomatisl (sepertil 

sisteml sarafl danl otakl )” 

 

   Cyberl crimel berasall daril katal bahasal Inggrisl “Cyber”l yangl berartil 

dunial mayal danl “l Crime”l yangl berartil kejahatan.l Yangl dapatl ditarikl kesimpulanl 

bahwal cyberl crimel merupakanl tindakl kejahatanl yangl dilakukanl didunial mayal 

melaluil saranal komputerl denganl bantuanl internet.l Tindakl pidanal siberl 

merupakanl tindakl pidanal yangl relatifl baru,l yangl dilakukanl olehl orang-orangl 

yangl ahlil ataul yangl memilikil keahlianl dil bidangl komputerl danl teknologil 

informasi. 

   Jikal dilihatl daril segil akibatl kejahatan,l makal kejahatanl melaluil dunial 

mayal (internet)l dapatl berdampakl dil dalaml maupunl dil luarl dunial maya.l Tidakl 

terbatasnyal ruangl danl waktul dalaml melakukanl aktivitasl denganl menggunakanl 

internetl sebagail media,l menyebabkanl sulitnyal suatul aktivitasl dalaml dunial 

mayantaral dideteksil secaral konvensional.l Komputerl yangl dulul sebagail alatl 

pengumpull danl penyimpanl datal saatl inil dapatl digunakanl untukl melakukanl 

kejahatanl lamal (oldl fashioned)l dalaml kemasanl baru.l Jikal mengikutil kasus-

kasusl kejahatanl komputerl danl siberl yangl terjadil danl jikal hall tersebutl dikajil 

denganl menggunakanl kriterial peraturanl hukuml pidanal konvensional,l makal 

ternyatal bahwal daril segil hukum,l kejahatanl komputerl danl siberl bukanlahl 

kejahatanl yangl sederhanal (Bainbrige,l 1993l :l 161). 
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   Cyberl crimel memilikil karakteristikl danl jenis-jenisl tertentu,l yaitul 

berdasarkanl jenisl aktifitasl yangl dilakukan,l motif,l danl sasaranl kejahatan.l 

Berikutl jenis-jenisl Cyberl crimel :30 

a. Berdasarkanl jenisl aktifitasl : 

1. Unauthorizedl Access 

2. Illegall Content 

3. Datal Forgery 

4. Cyberl Espionage,l Sabotage,l andl Extortion 

5. Cyberstalking 

6. Carding 

7. Hackingl danl Cracking 

8. Hijacking 

9. Cyberl Terrorism 

b. Berdasarkanl motifl kegiatanl : 

1. Cyberl crimel sebagail tindakanl murnil kriminal. 

 Kejahatanl jenisl inil biasanyal menggunakanl internetl hanyal sebagail 

saranal kejahatan.l Contohl kejahatanl semacaml inil adalahl Carding,l yaitul 

pencurianl nomorl kartul kreditl milikl orangl lainl untukl digunakanl dalaml 

transaksil perdaganganl dil internet.l Jugal pemanfaatanl medial internetl 

(webserver,l mailingl list)l untukl menyebarkanl materiall bajakan.l 

Pengiriml e-maill anoniml yangl berisil promosil (spamming)l jugal dapatl 

dimasukkanl dalaml contohl kejahatanl yangl menggunakanl internetl 

                                                           
30l Widodo.l (2013).l Aspekl Hukuml Pidanal Kejahatanl Mayantara.l Yogyakarta:Aswajal 

Pressindo. 
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sebagail sarana.l Dil beberapal negaral majul pelakul spammingl dapatl 

dituntutl denganl tuduhanl pelanggaranl privasi. 

2. Cyberl crimel sebagail kejahatanl “abu-abu” 

 Padal jenisl kejahatanl dil internetl yangl masukl dalaml wilayahl “abu-abu”,l 

cukupl sulitl menentukanl apakahl itul merupakanl tindakl kriminall ataul 

bukanl mengingatl motifl kegiatannyal terkadangl bukanl untuk l 

kejahatan.l Salahl satul contohnyal  adalahl probingl ataul ports canning.l 

Inil adalahl sebutanl untukl semacaml tindakanl pengintaianl terhadapl 

sisteml milikl orangl lainl  denganl  mengumpulkanl  informasil sebanyak-

banyaknyal daril sisteml yangl diintai,l termasukl sisteml operasil yangl 

digunakan,l port-portl yangl ada,l baikl  yang l terbukal  maupunl yangl 

tertutup. 

c. Berdasarkanl sasaranl kejahatan 

1. Cyberl crimel yangl menyerangl individul (Againstl Person) 

 Jenisl kejahatanl ini,l sasaranl serangannyal ditujukanl kepadal 

peroranganl ataul individul yangl memilikil sifatl atau lkriteria 

ltertentul sesuail tujuanl penyeranganl tersebut.l Beberapal contohl 

kejahatanl inil antaral lain: 

a) Pornografi 

b) Cyberstalking 

c) Cyberl Bullying 

d) Cyberl Trespassing 
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2. Cyberl crimel yangl menyerangl hakl milikl (Againstl Property) 

Cyberl crimel yangl dilakukanl untukl mengganggul ataul menyerangl 

hakl milikl orangl lain.l Beberapal contoh kejahatanl jenisl inil 

misalnyal pengaksesanl komputerl secaral tidakl sahl melaluil dunial 

cyber,l pemilikanl informasil elektronikl secaral tidakl sah/pencurianl 

informasi,l carding,l cybersquating,l hijacking,l datal forgeryl danl 

segalal kegiatanl yangl bersifatl merugikanl hakl milikl orangl lain. 

3. Cyberl crimel yangl menyerangl pemerintahl (Againstl Government) 

Dilakukanl denganl tujuanl khususl penyeranganl terhadapl 

pemerintah.l Kegiatanl tersebutl misalnyal cyberl terrorisml sebagail 

tindakanl  yangl  mengancaml  pemerintahl  termasukl jugal crackingl kel 

situs l resmil pemerintahl ataul situs l militer. 

   Dalaml sisteml hukuml pidanal Indonesia,l kejahatanl siberl termasukl kel 

dalaml kategoril tindakl pidanal khususl meskipunl denganl unsurl yangl utamanyal 

dapatl dipadankanl denganl beberapal pasal-pasall dil dalaml KUHP l tetapil 

dilakukanl denganl cara-caral yangl baru.l Saatl ini,l Indonesial telahl memilikil 

Undang-Undangl No.l 11l Tahunl 2008l Tentangl Informasil Danl Transaksil 

Elektronikl yangl disahkanl padal bulanl Maretl tahunl 2008l danl telahl dirubahl 

denganl Undang-Undangl No.l 19l Tahunl 2016l yangl disahkanl danl diundangkanl 

padal tanggall 25l Novemberl 2016,l terdapatl bentuk-bentukl pengaturanl hukuml 

pidanal yangl barul yangl menambahl aturanl hukuml pidanal baikl secaral materiill 

maupunl secaral formiil,l yangl secaral asasnyal dapatl dipakail berdasarkanl 

ketentuanl yangl terdapatl dalaml Pasall 103l KUHPl danl Pasall 284l ayatl (2)l KUHAP. 
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   Jikal diperhatikan,l undang-undangl informasil danl transaksil elektronikl 

merupakanl aturanl hukuml yangl komplek,l yangl mengaturl aspekl hukuml perdata,l 

pidana,l danl administrasi.l Dil dalaml beberapal bagianl pasall (Babl VII,l Pasall 27l 

sampail Pasall 37)l yangl terdapatl dil dalaml UUl ITEl inil menyebutkanl adal sebelasl 

bentukl perbuatan-perbuatanl yangl dilarang,l yakni:l  

1. Pasall  27l  melarang:l  

a. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl mendistribusikanl 

dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal 

informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl memilikil 

muatanl yangl melanggarl kesusilaan.l  

b. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl mendistribusikanl 

dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal 

informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl memilikil 

muatanl perjudian.l  

c. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl mendistribusikanl 

dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal 

informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl memilikil 

muatanl penghinaanl dan/ataul pencemaranl namal baik. 

d. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl mendistribusikanl 

dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal 

informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl memilikil 

muatanl pemerasanl dan/ataul pengancaman.l  
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2. Pasall  28 l melarang:l  

a. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl menyebarkanl berital 

bohongl danl menyesatkanl yang mengakibatkanl kerugianl 

konsumen l dalam l transaksil  elektronik.l  

b. Setiapl orang ldenganl sengajal dan tanpal hakl menyebarkanl 

informasil yangl ditujukanl untukl menimbulkanl rasal kebencianl ataul 

permusuhanl individul dan/ataul kelompokl masyarakatl tertentul 

berdasarkanl atasl suku,l agama,l rasl danl antarl golonganl (sara). 

3. Pasall   29 l melarang: 

l “l Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl mengirimkanl informasil 

elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl berisil ancamanl kekerasanl 

ataul menakutnakutil yangl ditujukanl secaral pribadi.”l  

4. Pasall  30 l melarang:l  

a. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

mengaksesl komputerl dan/ataul sisteml elektronikl milikl orangl lainl 

denganl caral apal pun.l  

b. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

mengaksesl komputerl dan/ataul sisteml elektronikl denganl caral apal punl 

denganl tujuanl untukl memperolehl informasil elektronikl dan/ataul 

dokumenl elektronik. 

c. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

mengaksesl komputerl dan/ataul sisteml elektronikl denganl caral apal punl 
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denganl melanggar,l menerobos,l melampaui,l ataul menjeboll sisteml 

pengamanan.l  

5. Pasall  31l  melarang:l  

a. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

melakukanl intersepsil ataul penyadapanl atasl informasil elektronikl 

dan/ataul dokumenl elektronikl dalaml suatul komputerl dan/ataul sisteml 

elektronikl tertentul milikl orangl lain.l  

b. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

melakukanl intersepsil atasl transmisil informasil elektronikl dan/ataul 

dokumenl elektronikl  yangl tidakl bersifat l publikl dari,l ke,l danl dil dalaml 

suatul komputerl dan/ataul sisteml elektronikl tertentul milikl orangl lain,l 

baikl yangl tidakl menyebabkanl perubahanl apal punl maupunl yangl 

menyebabkanl adanyal perubahan,l penghilangan,l dan/ataul penghentian 

l informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl yangl sedangl  

ditransmisikan. 

6. Pasall   32l    melarang:l  

a. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

denganl caral apal punl mengubah, l menambah,l  mengurangi, 

melakukanltransmisi,l merusak,l menghilangkan,l memindahkan,l 

menyembunyikanl suatul informasil elektronikl dan/ataul dokumenl 

elektronik l milikl orangl  lain l ataul  milik l publik.l  

b. Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

denganl caral apal punl memindahkanl ataul mentransferl informasil 
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elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl kepadal sisteml elektronikl 

orangl lainl yangl tidakl berhak. 

7. Pasall    33 l melarang:l  

“l Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

melakukanl tindakanl apal punl yangl berakibatl terganggunyal sisteml 

elektronikl dan/ataul mengakibatkanl sisteml elektronikl menjadil tidakl 

bekerjal sebagaimanal mestinya.” 

8. Pasall   34 l melarang:l  

Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

memproduksi,l menjual,l mengadakanl untukl digunakan,l mengimpor,l 

mendistribusikan,l menyediakan,l ataul memiliki:l  

a. Perangkatl kerasl ataul perangkatl lunakl komputerl yangl dirancangl ataul 

secaral khususl dikembangkanl untukl memfasilitasil perbuatanl 

sebagaimanal dimaksudl dalam l pasall 27l sampail dengan l pasall  33;l  

b. Sandil lewatl komputer,l kodel akses,l ataul hall yangl sejenisl denganl itul 

yangl ditujukanl  agar l sisteml elektronik l menjadil dapatl diaksesl denganl 

tujuanl memfasilitasil perbuatanl sebagaimanal dimaksudl dalaml pasall 

27l sampail denganl pasall 33.l  

9. Pasall   35l   melarang:l  

”l Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

melakukanl manipulasi,l penciptaan,l perubahan,l penghilangan,l 

pengrusakanl informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl denganl 
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tujuanl agarl informasil elektronikl dan/ataul dokumenl elektronikl tersebutl 

dianggapl seolah-olahl datal yangl otentik.l ” 

10. Pasal l 36 l  melarang: 

l “l Setiapl orangl denganl sengajal danl tanpal hakl ataul melawanl hukuml 

melakukanl perbuatanl sebagaimanal dimaksudl dalaml pasall 27l sampail 

denganl pasall 34l yangl mengakibatkanl kerugianl bagil orangl lain.” 

11. Pasal l 37 l melarang:l  

“l Setiapl orangl denganl sengajal melakukanl perbuatanl yangl dilarangl 

sebagaimanal dimaksudl dalaml pasall 27l sampail denganl pasall 36l dil luarl 

wilayahl indonesial terhadapl sisteml elektronikl yangl beradal dil wilayahl 

yurisdiksil indonesia.” 

   Bilal diperdalaml lebihl jauhl tindakl kejahatanl pelecehanl citral tubuhl ataul 

bodyl shamingl yangl dilakukanl melaluil medial sosiall termasukl kedalaml jenisl 

kejahatanl cyberl crimel dimanal kejadianl dilakukanl olehl pelakul danl 

penyebarannyal melaluil saranal internetl hinggal menyebabkanl kerugianl bagil 

korban.l Termasukl kedalaml cyberl crimel yangl menyerangl individul secaral 

personall melaluil cyberbullyingl hinggal sampail padal pornografi. 

F. Pengertian l Media l Sosiall  

   Padal eral digitall yangl modernl ini,l istilahl medial sosiall bukanl lagil hall 

barul yangl perlul dipertanyakan,l karenal peredaranl smartphonel yangl sudahl 

menjamurl disetiapl lapisanl masyarakat,l dimasal pandemil dimanal segalal sesuatul 

dilakukanl serbal digitall melaluil smartphone.l Fasilitasl daril smartphonel yangl 



72 
 

memberil kemudahanl bagil penggunanyal untukl memilikil medial sosiall dimanal 

segalal berital bisal tersebarl denganl cepatnya.l Perusahaanl smasthonel bekerjal 

samal denganl perusahaanl aplikasil berlomba-lombal untukl memberil kemudahanl 

danl fitur-fiturl pintarl sepertil kemudahanl berkomunikasil danl salahl satul 

terobosannyal yaitul melaluil medial sosial. 

   Medial sosiall adalahl sebuahl medial online,l denganl paral penggunanyal 

bisal denganl mudahl berpartisipasi,l berbagi,l danl menciptakanl isil meliputil blog,l 

jejaringl sosial,l wiki,l foruml danl dunial virtual.l Blog,l jejaringl sosial,l danl wikil 

merupakanl bentukl medial sosiall yangl palingl umuml digunakanl olehl masyarakatl 

dil seluruhl dunia.l Medial sosiall saatl inil telahl menjadil trendl dalaml komunikasil 

pemasaran.l Medial sosiall sebagail “sebuahl kelompokl aplikasil berbasisl internetl 

yangl membangunl dil atasl dasarl ideologil danl teknologil Webl 2.0,l danl yangl 

memungkinkanl penciptaanl danl pertukaranl user-generatedl content”l (Kaplanl &l 

Haenlein,l 2010).31 

   Kehadiran media sosial tidak berbayar yang saat ini sudah 

bervariasi membuat pengguna media sosial menjadi suatu praktek yang 

lumrah. Setiapl orangl pastil memilikil motivasil yangl berbedal dalaml 

menggunakanl medial sosial.l Bermaksudl untukl berkomunikasil denganl orangl 

lain,l mencaril tahul perkembanganl politik,l untukl berbagil informasil maupunl 

untukl mengikutil salahl satul yangl menjadil trendl saatl inil yaitul menggunakanl 

medial sociall sebagail bentukl eksistensil diri.l Orangl yangl hanyal inginl 

menggunakanl medial sosiall sebagail saranal menjagal silaturahmil biasanyal akanl 

                                                           
31 Luik,Jandy E. “media sosial dan presentasi diri.” UK.Petra, Surabaya, 2010, hlm. 3 
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memilihl medial sosiall yangl bersifatl privatel sajal sepertil Line,l Whatsapp,l Path,l 

Telegram,l Blackberryl Messengerl ataul yangl lainnya.l Meskipunl masukl kel medial 

yangl terbukal sepertil Facebookl danl Twitterl makal merekal hanyal akanl menjadil 

penontonl danl pembacal yangl baikl danl melihatl perkembanganl terbarul yangl adal dil 

media l sosial. 

   l Pesatnyal perkembanganl medial sosiall masal kinil disebabkanl olehl 

semual orangl yangl merasal sepertil bisal "memiliki"l medial sendiri.l Jikal untukl 

memilikil medial tradisionall sepertil televisi,l radio,l ataul koranl dibutuhkanl modall 

yangl besarl danl tenagal kerjal yangl banyak,l makal lainl halnyal denganl medial sosiall 

digital.l Seorangl penggunal bisal mengaksesl medial sosiall denganl fasilitasl 

jaringanl internetl yangl lambatl sekalipun,l tanpal biayal besar,l tanpal alatl mahal,l danl 

dilakukanl sendiril tanpa lmemerlukan lkaryawan.l  Penggunal medial sosiall 

denganl bebasl bisal mengedit,l menambahkan,l danl memodifikasil (baikl tulisan,l 

gambar,l video,l grafis,l dan l berbagai l modell contentl    lainnya). 

   Medial sosiall adalahl mengenail manusial biasal yangl salingl membagil 

ide,l bekerjal sama,l danl berkolaborasil untukl menciptakanl kreasi,l berpikir,l 

berdebat,l menemukanl orangl yangl bisal menjadil temanl baik,l menemukanl 

pasangan,l danl membangunl sebuahl komunitas.l Intinya,l menggunakanl medial 

sosiall menjadikanl seseorangl sebagail diril sendiri.l Selainl kecepatanl informasil 

yangl bisal diaksesl dalaml hitunganl detik,l menjadil diril sendiril dalaml medial sosiall 

adalahl alasanl medial sosiall berkembangl pesat.l Tidakl terkecuali,l keinginanl untukl 

aktualisasil diril danl kebutuhanl menciptakanl personall branding.32 

                                                           
32l https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosiall diaksesl padal tgll 05/11/2021l pukull 21.21 

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Koran
https://id.wikipedia.org/wiki/Ide
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Aktualisasi_diri
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Personal_branding&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial%20diakses%20pada%20tgl%2005/11/2021
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   Sosiall medial memilikil batasan-batasanl manusial untukl bersosialisasi,l 

batasanl ruangl maupunl waktu,l denganl medial sosiall manusial dimungkinkanl 

untukl berkomunikasil satul samal lainl dimanapunl merekal beradal danl kapanpunl 

waktunya.l Sosiall medial memilikil dampakl yangl sangatl besarl bagil kehidupanl 

saatl inil terhadapl kemajuanl zaman,l trendl terbarul hinggal gayal hidupl yangl 

digandrungil masyarakat.l Seseorangl yangl asalnyal kecill bisal terlihatl besarl saatl 

dimedial sosiall begitul pulal sebaliknya.l Karenal menggunakanl medial sosiall 

semual dapatl dimanipulasil sesuail denganl keinginanl pemakainya,l namunl apabilal 

dapatl memanfaatkanl denganl baikl denganl adanyal sosiall medial akanl adal banyakl 

sekalil manfaatl yangl didapatkan.l Sebagail medial pemasaran,l perdagangan,l 

mencaril koneksi,l memperluasl pertemananl hinggal saranal komunikasil antarl 

negara.l Namunl tidakl sedikitl kerugianl yangl akanl dirasakanl sepertil akanl 

kecanduan,l sulitl bergaull bahkanl sampail padal dapatl dialamil autismel karenal 

sosiall l medial yangl tidakl temanfaatkanl denganl bijak.l Kecenderunganl bermainl 

sosiall medial terusl menerusl membuatl kital engganl berinteraksil denganl dunial luarl 

karenal dirasal dunial mayal lebihl serul daripadal  dunial nyata.l  

   Perkembanganl penggunaanl medial sosiall dil Indonesial sangatl 

berkembangl pesat.l Menururtl risetl Nielsenl menunjukkanl tingkatl pertumbuhanl 

penggunaanl internetl dil Indonesial mencapail 26%.l Orangl Indonesial 

menghabiskanl waktul 1,5l jaml seharil untukl berinternet.l Menurutl  ICTl  Watch,l saatl 

inil penggunal ponsell dil Indonesial mencapail 180l jutal orangl daril sekitarl 220l jutal 
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pendudukl Indonesia.l Penggunal Instagraml dil Indonesial mencapail 22l jutal 

pengguna l aktifl    menurut l daril siaran l persl  yangl  diterimal   CNNl  Indonesia.33 

   Banyakl komunitasl danl organisasil dibentukl sertal dikembangkanl 

melaluil medial sosial,l karenal banyaknyal medial sosiall terbukal sehinggal banyakl 

orangl akanl dapatl denganl mudahl masukl danl bergabungl dalaml komunitasl 

tersebut,l takl heranl banyakl kontenl negatifl tersebarl denganl mudah.l Banyakl 

manfaatl dirasakanl tetapil dampakl burukl jugal dirasakanl didalamnya.l Berital 

bohongl ataul yangl trendl disebutl sebagail hoaxl l merupakanl bencanal bagil setiapl 

penggunal karenal daril berital yangl tidakl benarl (yangl sengajal dibuatl olehl medial 

denganl tujuanl tertentu)l yangl hanyal denganl sekalil klikl jutaanl manusial bisal 

melihatl danl membacanya.l Takl heranl hall sepertil inil dimanfaatkanl olehl pihakl 

yangl tidakl bertanggungl jawabl demil keuntunganl golongannyal masing-masing. 

   Banyakl peraturanl sertal Undang-Undangl dibuatl untukl meredaml 

penyebaranl hoaxl maupunl kontenl negatifl lainnyal namunl hall tersebutl tidakl 

menciutkanl nyalil paral medial penyebarl hoaxl untukl  melancarkanl aksinya.l Saatl 

sepertil inilahl peranl danl kinerjal pemerintahl dipertanyakanl dalaml 

penyelesaiannya. 

   Dilihatl daril manfaatl danl kegunaannyal Sosiall medial dapatl 

dikelompokkanl menjadil beberapal bagianl besarl yaitul : 

1. Sociall Networks,l medial sosiall untukl bersosialisasil danl berinteraksil (l 

Facebook,l myspace,l hi5,l Linkedl in,l bebo,l dll) 

                                                           
33l Lesmana,l I.G.N.A.l Analisisl Pengaruhl Medial Sosiall Twitterl terhadapl Pembentukanl 

Brandl Attachmentl (Studi :l PTl .l XLl AXIATA).l p.134.l 2012 
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2. Discuss,l medial sosiall yangl memfasilitasil sekelompokl orangl untukl 

melakukanl obrolanl danl diskusil (Googlel talk,l Yahoo!l M,l Skype,l Phorum,l 

dll) 

3. Share,l medial sosiall yangl memfasilitasil kital untukl salingl berbagil file,l 

video,l music,l dlll (youtube,l slideshare,l feedback,l flickr,l crowdstorm,l dll) 

4. Publish,l (wordpredss,l wikipedia,l blog,l wikia,l digg,l dll) 

5. Sociall game,l medial sosiall berupal gamel yangl dapatl dilakukanl ataul 

dimainkanl bersama-samal (koongregate,l doof,l pogo,l cafe.com,l dll) 

6. MMOl (kartrider,l warcraft,l neopets,l conan,l dll) 

7. Virtuall worldsl (habbo,l imvu,l starday,l dll) 

8. Livecastl (y!l Live,l blogl tv,l justinl tv,l listreaml tv,l livecastr,l dll) 

9. Livestreaml (socializr,l froendsfreed,l socialthings!,l dll) 

10. Microl blogl (twitter,l plurk,l pownce,l twirxr,l plazes,l tweetpeek,l dll) 

   Dilihatl daril  konteksl  pembahasanl dalam lpenelitianl inil kasus l 

pelecehan l citra l tubuhl seringkalil dilakukanl dil medial sosiall berupal tempatl 

orang-orangl mengunggahl gambarl l maupunl  cerital kesibukan lkeseharianl 

denganl tujuanl menunjukkanl gayal hidupl sertal penampilanl kepadal orangl lainl 

ataul paral pengikutnya.l Semakinl banyakl yangl memberikanl likel ataul 

menyebarkannyal makal akanl semakinl tinggil nilail komersiall daril gambarl 

tersebut.l Namunl pasalnyal justrul tempatl sepertil medial sosiall disalahgunakanl 
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sebagail tempatl ajangl penilaianl baikl buruknyal suatul hal.l Banyakl komentarl 

burukl    dilontarkanl    para l netizen l tanpal   berfikir l panjang.l  

   Sedangkanl bagil individul yangl inginl diakuil eksistensinyal olehl 

masyarakatl luasl melaluil medial sosiall biasanyal akanl menggunakanl medial sosiall 

yangl bersifatl terbukal sepertil Instagram,l Facebook,l Line,l ataul Twitter.l Karenal 

disinilahl tempatl dimanal kital bisal bebasl danl terbukal dalaml berinteraksi.l 

Sehinggal banyaknyal updatel  statusl serta l  posting-anl yangl kital milikil adalahl 

salahl satul bentuk l jikal kital inginl dikenall  secaral  luas.l Kital dikenall sebagail apal 

danl siapal itul kital yangl memutuskan,l karenal apal yangl kita l posting   melalui l 

media l sosiall  akanl  menjadil  gambaran l diril   kita l bagaimanal   kita l memposisikanl 

diri l dimata l masyarakat l luas. 

l  
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BABl III 

HASIL      PENELITIANl    DAN l PEMBAHASAN 

A. Bentuk-bentuk Pelecehan Citra Tubuh/ Body Shaming Melalui Media 

Sosial 

Negaral hukuml didasarkanl padal suatul keinginanl bahwal kekuasaanl 

negaral harusl dijalankanl atasl dasarl hukuml yangl baikl danl adil.l Aturanl hukuml 

harusl berisikanl hal-hall yangl dinilail wajarl olehl masyarakat.l Denganl adanyal 

keadilan,l hukuml dipandangl dapatl menjalankanl fungsinyal denganl baik.34
l 

Hukuml rakyat l merupakanl  suatul  perwujudanl daril jiwal rakyatl yangl 

merupakanl kesadaranl umuml rakyatl danl merupakanl “intuisil hidup”l daril 

rakyat,l yangl bahkanl beluml terfikirl tetapil sudahl melekatl danl mencerminkanl 

daril rakyatl itul sendiri.l Disamping l ada l hukuml yangl wajibl ditaati l terdapatl   

pulal  hak l  yangl     harusl    dilindungi l dan l dihormati l keberadaannya. 

Dihormatil    merupakanl suatu l hakl yangl melekatl  pada l pribadi l 

manusia.l Kehormatanl  tersebut l wajibl dijunjungl  tinggil  keberadaannya l karenal 

sebagaimanal hidupl bermasyarakat,l manusial hendaknyal dapatl menghormatil 

sesamal manusia llainnya. Namun pada masa sekarang ini terdapatl  banyak l 

kasusl  penghinaanl  yang l menjamurl dimasyarakat.l Dimanal hall tersebutl   

menandakan lrendahnya lrasal toleransil danl saling l menghormatil  antarl  

manusia. Dengan l mengupayakanl    penindakan  tegasl pelecehanl kehormatanl 

sebagail upayal hidupl damail berkeadilanl dalam l bermasyarakatl yaitul denganl 

                                                           
34l Dominikusl Rato,l 2010,l Filsafatl Hukuml Mencaril :l Memahamil danl Memahami Hukum,l 

Laksbangl Pressindo,l Yogyakarta,hlm.59. 
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adanyal rasal hormatl danl rasal saling membutuhkanl dalaml suatul lingkungan.l 

Menuntutl hakl rakyatl terpenuhi,l hendaknya l aparatl  penegak l hukuml dapat l 

menjalankanl  fungsinyal  denganl baik l dengan l menindakl    tegas l pelanggaran l 

kehormatan.l  

Menurutl    psikologi l asall Amerika,l Abrahanl Maslow.l Dikutipl daril 

salahl satul bukunyal yangl berjudull “l Thel Dinamicl Ofl Psycologyl Security”l 

tergambarl situasil bahwal seseorangl merasal tidakl nyamanl ataul amanl melihatl 

dunia lsebagail  hutanl yangl mengancaml danl dimanal terdapatl banyakl orangl 

yangl berbahayal danl egois.l Dijelaskanl didalamnyal bahwal orangl denganl 

keadaanl insecurel merasal tertolak,l terisolasi,l pesimis,l tidakl bahagia,l merasal 

bersalah,l menunjukkanl keteganganl danl cenderungl egois.l Terjadil kecemasanl 

dalaml dirinyal hinggal akanl timbull perasaanl terkekangl dalaml menjalanil 

hidupnya.35 Dan hal tersebut akan sangat dirasakan jika kehormatan 

seseorang telah diciderai. 

Berdasarkanl surveyl yangl dilakukanl Kominfo,l Indonesial mendudukil 

peringkatl ke-6l denganl populasil penggunal internetl tertinggil didunia.l Hasill 

surveyl Asosiasil Penyelenggaral Jasal Internetl Indonesial menunjukkanl bahwal 

196,7l jutal pendudukl Indonesial nerupakanl penggunal Internetl 

36danl lebihl 

dipertinggil denganl situasil pandemil covid-19l padal masal ini,l dimanal semual 

                                                           
35l Abrahaml maslow.1942.l Thel Dinamicsl Ofl Psycologyl Security.l Brooklyl College.l Hlm.l 67 

 
36lhttps://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-

kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang,l diaksesl padal 08/01/2022 

 

 

https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang
https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang
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perihall disetiapl lapisanl masyarakatl dilakukanl denganl basisl digitall internet.l 

Terdapatl 99%l daril penggunal internetl jugal menggunakanl medial sosial.l 

Tempatl yang l paling l rentanl terjadinyal tindakl bodyl shamingl secaral verbal.l 

Daril datal tersebutl dapatl diperkirakanl bahwal akanl banyakl sekalil kasusl ataul 

tindakl pidanal yangl dilakukanl melaluil internetl dalaml dunial maya.l  

Komisil Perlindunganl Anakl Indonesial (KPAI)l menjelaskanl bahwal 

kasusl bodyl shamingl yangl merujukl padal pembullyanl verball yangl adal dil 

Indonesial mendudukil peringkatl ke-empat,l dimanal pelakul danl korbanl daril 

kasusl pembullyanl didominasil olehl remaja.l Emosil danl mentall yangl beluml 

stabill membuatl remajal rentanl melakukanl bodyl shamingl kepadal rekanl 

sebayanya.l  

Kasusl pelecehanl citral tubuhl bukanlahl bentukl pelecehanl dimanal fisikl 

menjadil sasarannya,l melainkanl kehormatanl daril seseorangl sertal kesehatanl 

mentall yangl perlul dijaga.l Berkaitanl denganl hall itu,l perlul diperhatikanl sisil 

keamananl danl kepastianl hukuml dalaml pemanfaatanl teknologil informasi,l 

media,l danl komunikasil agarl dapatl berkembangl secaral optimal.l Dunial mayal 

memangl tidakl terlihatl secaral langsungl tetapil dibaliknyal benar-benarl terdapatl 

dunial nyata,l dimanal akanl adal sebabl danl akibatl yangl dirasakanl didalamya.l 

Olehl karenal itu,l terdapatl tigal pendekatanl untukl menjagal keamananl dunial 

maya,l yaitul  pendekatanl  aspekl hukum,l aspekl teknologi ,l aspekl sosiall budayal 

danl etika.l Untukl mengatasil dampakl terburukl daril gangguanl keamananl dalaml 

penyelenggaraanl sisteml secaral elektronik,l pendekatanl hukuml bersifatl mutlakl 

karenal tanpal kepastianl hukum,l persoalanl pemanfaatanl teknologil informasil 
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menjadil tidakl optimal.l Denganl meminimalisirl dampakl negatifl yangl akanl 

timbull telahl diupayakanl adanyal aturanl khususl yangl mengaturl pelanggaran l 

didalamnya.37 

Dikutipl daril artikell Detik.com,l dil Indonesial terdapatl 966l kasusl 

penghinaanl fisikl yangl masukl padal tahunl 2018 l danl  347l   kasusl diantaranyal 

telahl terselesaikan.l Daril hall tersebutl dapatl dinilail bahwal tingginyal angkal 

kasusl penghinaanl fisikl menandakanl bahwal tingkatl toleransi,l etikal danl normal 

sosiall dalaml masyarakatl Indonesial masihl tergolongl rendah.l Dalaml kasusnya,l 

kelompokl rentanl yangl palingl beresikol tinggil mengalamil bodyl shamingl ataul 

pelecehanl citral tubuhl yaitul penyandangl disabilitasl denganl keterbatasanl fisikl 

dimanal pelakul didominasil olehl orangl dewasa,l dilakukanl denganl sadarl danl 

bahkanl denganl tujuanl agarl hall tersebutl diketahuil olehl orangl lain.l 

38Paral 

penyandangl disabilitasl seringl kalil merasakanl adanyal pandanganl bahwal 

dirinyal berbedal saatl orangl lainl memandanginyal daril atasl kebawahl denganl 

konotasil menilail bahwal penyandangl disabilitasl merupakanl orangl yangl aneh.l  

Dil Indonesia,l tindak lpidana pelecehanl citra ltubuh l atau l bodyl 

shamingl masukl kel dalaml lingkup lpelanggaranl penyalahgunaanl Informasil 

danl Transaksil Elektronik,l jikal perbuatanl tersebutl dilakukanl denganl saranal 

informasil terbukal sepertil medial sosial.l Mengandungl informasil elektronikl 

dapatl berupal datal dalaml bentukl tulisan ,l suara ,l gambar ,l peta ,l rancangan ,l 

                                                           
37l Legality,l UUl Informasil danl Transaksil Elektronikl (ITE)…,l hal.3 

 
38 Fauzia,T.F dan Rahmiaji,L.R.(2019). Memahami pengalaman body shaming pada remaja 

perempuan. Interaksi online, 7(3), hlm 238-248 
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foto,l electronicl data interchangel (EDI),l suratl elektronikl (electronicl mail),l 

telegram,l telecopyl ataul sejenisnya,l huruf,l tanda,l angka,l kodel akses,l simbol,l 

ataul perforasi.l  

Perkembangan media sosial menjadikan perilaku body shaming 

semakin tidak terkontrol. Berbagai bentuk body shaming terjadi di media 

sosial misalnya memposting gambar yang memalukan tentang seseorang, 

mengedit gambar, memposting komentar kasar atau ujaran kebencian, 

hastag atau teks dengan menyerang diri seseorang, membuat profil atau 

akun palsu dengan berpura-pura menjadi orang lain. Identitas penggunaan 

dan ketergantungan seseorang terhadap media sosial merupakan faktor 

penyebab terjadinya perilaku body shaming yang akan memberikan efek 

psikologi terhadap korban.39 

Berawall daril sebarisl ketikanl komentarl yangl difikirl gurauanl tetapil hall 

tersebutl bersifatl sensitifl bagil orangl lainl danl berdampakl negatif.l Banyakl 

korbanl bodyl shamingl merasakanl insecurel terhadapl dirinyal sendiri.l Istilahl 

insecurel digunakanl untukl menjelaskanl kondisil seseorangl yangl mengalamil 

kecemasan,l ketakutan,l kurangnyal percayal diril sehinggal timbull rasal tidakl 

nyamanl saatl ial beradal ditengah-tengahl masyarakat.l Danl apabilal hall inil tidakl 

mendapatkanl perhatianl khususl daril pemerintah lakan l sangat l berdampakl   

padal    mental l generasi l yangl   akanl   datang. 

                                                           
39 Kaawoan, Gabriela Karina. (2020).“implementasi mediasi penal dalam penyelesaian body 

shaming secara siber, mungkinkah?”. Jurnal hukum dan syariah vol. 12 No.2 , Hlm.144 
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Bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan citra 

tubuh secara online melalui media sosial, dimana tindakan ini termasuk 

jenis body shaming secara tulisan yang dapat terlihat oleh orang banyak. 

Body shaming verbal juga dapat terjadi melalui media sosial yaitu dengan 

melalui pesan langsung dalam laman pribadi dalam akun atau sering 

disebut sebagai direct massage Instagram dan juga Twitter, dimana ujaran 

tersebut akan langsung ditujukan ke korban tanpa diperlihatkan ke 

pengguna lain. Berbeda bentuk perbuatan berbeda pula penyelesaiannya 

hukumnya. 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, bentuk body shaming 

yang seringkali dilakukan melalui media sosial ada beberapa bentuk yaitu 

1. Pelecehan citra tubuh/body shaming secara non verbal melalui 

direct massage atau pesan langsung. 

2. Body shaming melalui laman komentar dari video atau gambar 

yang di upload korban. 

3. Pelecehan citra tubuh dengan mengedit/memanipulasi gambar 

milik korban dan mempublikasikannya ke khalayak ramai.  

Selainl melaluil komentar,l bodyl shamingl seringl kalil jugal dilakukanl 

denganl sengajal mengeditl fotol daril korbanl danl menyandingkanl denganl fotol 

hewanl maupunl fotol yangl tidakl sepantasnyal dilakukan.l Denganl tanpal izinl 

menilail fisikl danl mempertontonkannyal kel khalayakl ramail melaluil medial 

sosiall denganl tujuanl mempermalukanl korbanl bahwal bentukl fisiknyal tidakl 
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lebihl ataul samal  seperti l hewan,l dimanal hall tersebutl akanl berdampakl burukl 

bagil    mental l korban.l  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh bentuk body shaming melalui laman komentar 

Instagram 

Pada masa sekarang ini sudah tak heran bahwa para pengguna 

saling berkomentar melalui akun Instagram, Twitter ataupun TikTok, 

aplikasi-aplikasi yang sedang booming dikalangan anak muda. Tempat 

dimana para pengguna bebas berkomentar. Dari postingan komentar 

tersebut menunjukkan sikap pelecehan citra tubuh dimana banyak sekali 

ujaran mengenai fisiknya yang dinilai tidak cantik, dengan menyuruh 

olahraga dan memperbandingkannya dengan tubuh ibu-ibu. Dimana 

gambar tersebut menunjukkan masih banyaknnya pemikiran body shaming 

dan angka pelecehan citra tubuh masih tinggi dikalangan masyarakat 

awam. 
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Suatu gambar yang berkonten body shaming dimana gambar 

tersebut menjadikan fisik/tubuh manusia lain sebagai objek pembahasan. 

Memperbandingkan fisik manusia satu dengan yang lainnya dengan tujuan 

penilaian negatif ke salah satu pihak (mencela atau mengejek). Contoh 

ungkapan body shaming adalah penyebutan gendut, pesek, cungkring dan 

lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Contoh postingan gambar berkonten body shaming yang 

sengaja diunggah ke media sosial 

Munculnya paradigma-paradigma yang ada ditengah masyarakat 

berasal dari media yang telah disajikan berulang-ulang sehingga tertanam 

benar dan diikuti sebagai sesuatu yang umum, terutama standar mengenai 

kecantikan. Banyaknya iklan televisi yang menunjukkan berbagai produk 

untuk memutihkan, melangsingkan dan sebagainya dimana terdapat 

banyak pemikiran bahwa perempuan akan terlihat cantik saat ia putih dan 

kurus. Hingga memunculkan stigma di masyarakat.  
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Suatu bentuk ujaran body shaming dapat dipidana apabila 

memenuhi kualifikasi kejahatan yang telah ada sebelumnya. Dimana 

terdapat elemen penentu tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak 

pidana atau tidak, yaitu berdasarkan sengaja atau tidaknya. 

Memberi komentar yang berbau hal yang sensitive kepada seorang 

wanita. Seperti mengucapkan sexy, gede dan berbagai macam komentar 

vulgar lainnya. Dimana dijelaskan dalam pasal 315 KUHP orang yang 

melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 

2 tahun. Ujaran body shaming seringkali dilontarkan dengan tujuan 

lelucon, namun hal tersebut sangatlah berdampak fatal. Ujaran kritikan 

mengenai fisik akan sangat menjadi beban mental bagi penerimanya. 

Dimana dirinya akan merasa sangat tidak percaya diri berada di 

lingkungan masyarakat. 

B. Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelecehan Citra Tubuh/ Body Shaming 

Melalui Media Sosial Berdasarkan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. 

Sebagai negara hukum, indonesia memiliki pengaturan hukum 

yang dibuat sebagai upaya penegakan yang dilakukan untuk memastikan 

suatu tindak pidana dapat teratasi dan memberikan keadilan pada 

korbannya. Dimana terdapat hukum pidana yang berisi peraturan-

peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk 

kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat 

dijatuhkan terhadap pelakunya. Disamping itu ada hak-hak dari korban 

yang harus diangkat demi keadilan manusia.  
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Berdasarkan sumber-sumber yang ada dimana tindak pidana 

pelecehan citra tubuh/body shaming melalui media sosial merupakan suatu 

tindak  pidana yang dilakukan melalui sarana internet dimana media sosial 

merupakan objek dari permasalahan body shaming ini. Dalam 

pengaturannya tindak pidana ini termasuk kedalam jenis cyber crime 

dimana upaya penegakannya yaitu diselesaikan dengan KUHP serta 

undang-undang khusus yang berlaku yaitu UU nomor 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi Elektronik yang mana akan mengatur 

tindak pidana Pelecehan Citra Tubuh melalui media sosial didalamnya.  

Adal beberapal bentukl perlindunganl yangl merupakanl hakl korbanl 

penghinaanl   citral   tubuhl (bodyl shaming) l melalui l sosiall   media,l antaral lain: 

1. Dibuatnyal kebijakan lataul peraturanl olehl Negaral mengenail 

pelaranganl danl sanksil  tegasl  bagil  paral  pelanggarl  sepertil  sanksil   pidanal 

danl  denda. 

2. Melaluil lembagal perlindunganl saksil danl korbanl yangl didirikan;l 

disediakannya laparatl yang lnantinyal memberikanl  perlindunganl 

secaral khusus,l sepertil   penyidikl  khususl  siber; 

3. Dinyatakannyal bahwal tindakl pidanal penghinaanl ataul pencemaranl 

namal baikl cenderungl menimbulkanl kerugianl immateriall 

dibandingkanl materiill sehinggal sanksil pidanal sertal dendal dianggapl 

relevan,l karena l kerugianl  tidakl  dapat l dinilail denganl  uang. 

4. Melakukanl penutupanl akunl yangl muatannyal negatifl danl tidakl baikl 

sehinggal berdampakl burukl danl tidakl bermanfaat,l yangl dilakukanl 
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melaluil Sisteml jaringanl elektronikl olehl pihakl berwenangl sepertil 

Kominfol 

40 

Tindakl bodyl shamingl yangl terjadil melaluil medial sosiall seringkalil 

dikaitkanl denganl bentukl pencemaranl namal baikl danl penghinaanl dimanal 

ketentuannyal telahl diaturl dalaml pasall 27l ayatl (3)l Junctol Pasall 45l Undang-

Undangl No.l 19l Tahunl 2016l dijelaskanl bahwal setiapl orangl yangl denganl 

sengajal danl tanpal hakl mendistribusikanl dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul 

membuatl dapatl diaksesnyal Informasil Elektronikl danl ataul dokumenl elektronikl 

yangl memilikil muatanl penghinaan/l pencemaranl namal baikl dapatl dipidanal 

dipidanal denganl pidanal penjaral palingl lamal 4l tahunl danl ataul dendal palingl 

banyakl Rp.750.000.000l (l tujuhl ratusl limal puluhl jutal rupiah).l Semual bentukl 

celaanl ataul ejekanl yangl bersifatl profokatifl danl kemudianl menunjukkanl 

penilaianl tersebutl kel ruangl publikl agarl dilihatl olehl orangl banyakl melaluil 

medial sosiall ataul medial elektronikl lainnyal l merupakanl suatul bentukl 

pelanggaranl Undang-Undangl l ITEl   yangl dapatl diancam l dengan l pidana. 

Dalaml regulasinyal Undang-Undangl Informasil danl Transaksil 

Elektronikl mengaturl tindakanl dalaml lingkupl cyberl ataul internet,l dimanal 

didalamnyal terdapatl ketentuanl suatul tindakanl dapatl dikategorikanl masukl 

sebagail unsur-unsurl tindakl pidana.l Denganl penetapanl inil pihakl penegakl 

hukuml memberikanl ruangl kepadal korbanl untukl l menuntutl haknyal denganl 

menindaklanjuti l tindakl    bodyl shaming l yang l dialaminya l kejalur l hukum. 

                                                           
40l Rahmawati,l M.l (2019).l Perlidunganl Hukuml Terhadapl Korbanl Tindakl Pidanal 

Pencemaranl Namal Baikl Melaluil Medial Sosial.l Jurnall Ilmiahl Ilmul Hukum,l 1(2). 
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l Diuraikanl denganl kenyataannya,l setelahl penelitil melakukanl 

wawancaral denganl Hakiml yangl berwenangl menindakl kasusl Cybercrimel dil 

Pengadilanl Negeril 1Al Patil menghasikanl beberapal penjelasanl bahwasanyal 

Kasusl bodyl shaming  l inil dapatl ditindakl  denganl   adanyal    pelaporanl olehl 

korbanl kekepolisisanl denganl menyertakanl bukti-buktil perbuatanl yangl 

relevanl danl dapat     dipertanggungjawabkanl   laporannya.l Delikl   aduan l harusl 

diajukanl secaral langsungl olehl korban.l Sebagaimanal delik aduanl absolutl 

makal korbanl sendiril yangl mengadukanl kepadal aparatl penegakl hukum,l 

kecualil korbanl masihl dibawahl umurl ataul dalaml perwalian.l Korbanl sebagail 

pelaporl harusl orangl perseoranganl denganl identitasl spesifikl danl bukanl 

institusi,l korporasi,l profesil   atau l jabatan.l  

Suatul tindakanl disebutl sebagail pelecehanl citral tubuh/bodyl shamingl l 

jikal l perbuatanl   tersebutl   mengandungl   unsur-unsurl   pidanal   sebagai l berikutl : 

1. Dilakukan l dengan l sengaja 

2. Menyerang l kehormatanl  atau l nama l baik 

3. Menjadikanl   fisik l atau l tubuhl    sebagail   objekl  

4. Menyiarkan tuduhanl ujaran lburuk ltersebut supayal diketahuil 

umum. 

Undang-Undangl No.l 11l Tahunl  2008 l tentang  Informasil danl 

Transaksil Elektronikl tidakl menjelaskanl bentuk-bentukl penghinaanl ataul 

pencemaranl namal baikl secaral spesifik,l tapil hanyal menjelaskanl kualifikasil 

daril tindakl pidanal penghinaanl ataul pencemaranl namal baikl sebagaimanal 
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dinyatakanl dalaml Pasall bahwal tindakanl dilakukanl denganl caral 

“mendistribusikanl dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul membuatl dapatl 

diakses”.l Namunl dil dalamnyal tidakl terdapatl penjelasanl mengenail apal yangl 

dimaksudl denganl “mendistribusikanl dan/ataul mentransmisikanl dan/ataul 

membuatl dapatl diakses”,l sebabl hall itul pulal dilakukanl perubahanl denganl 

diundangkannyal Undang-Undangl     No.l 19l  Tahunl 2016l  tentang l perubahanl 

atas l UUl ITE.l Menurutl  pertimbanganl  Putusanl  Mahkamahl  Konstitusil   Nomorl 

2/PUU-VII/2009l   halamanl   89 l menjelaskanl : 

1. Mendistribusikanl yaitul menyebarluaskanl melaluil sarana/medial 

elektronikl   ditujukanl    kepadal  orang-orang l tertentul     yangl    dikehendaki. 

2. Mentransmisikanl yaitu l memasukkan l informasil kel dalaml   jaringanl 

medial elektronikl yangl bias l diaksesl publikl olehl siapal sajal yangl tidakl 

dibatasil   olehl    tempatl   danl  waktul  (kapanl  sajal  danl  dimana l saja). 

3. Aksesl adalahl kegiatanl melakukanl interaksil denganl Sisteml Elektronikl 

yangl    berdiril  sendiril  ataul  dalam l jaringan. 

4. Informasil Elektronikl adalahl satul ataul sekumpulanl datal elektronik, l 

termasukl tetapil tidakl terbatasl padal tulisan,l suara,l gambar,l peta,l 

rancangan,l foto,l electronicl datal interchargel (EDI).suratl elektronikl 

(electronicl mail),l telegram,l teleks,l telecopy,l ataul sejenisnya,l huruf,l tanda,l 

angka,l kode,l akses,l simboll ataul perforasil yangl telahl diolahl yangl memilikil 

artil ataul dapatl dipahamil olehl orangl yangl mampul memahaminya. 

5. Dokumenl Elektronikl adalahl setiapl Informasil Elektronikl yangl dibuat,l 

diteruskan,l dikirimkan,l diterimal ataul disimpanl dalaml bentukl analog,l 
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digital,l elektromagnetik,l optikal,l ataul sejenisnya,l yangl dapatl dilihat,l 

ditampilkan,l dan/ataul didengarl melaluil komputerl ataul Sisteml Elektronik,l 

termasukl tetapil tidakl terbatasl padal tulisan,l suara,l gambar,l peta,l 

rancangan,l foto,l ataul sejenisnya,l huruf,l tanda,l angka,l kode,l akses,l simboll 

ataul perforasil yangl telahl diolahl yangl memilikil artil ataul dapatl dipahamil 

olehl orangl yangl mampul memahaminya41. 

Melihatl daril penjelasanl dalaml putusanl tersebutl dikaitkanl denganl 

penggunaanl konsepl penyebaranl dalaml KUHP,l dapatl ditafsirkanl bahwal 

penggunaanl konsepl penyebaranl dalaml KUHPl tidakl dapatl dianggapl samal 

denganl konsepl penyebaranl yangl terdapatl dalaml Undang-Undangl No.l 11l 

Tahunl 2008l tentangl Informasil danl Transaksil Elektronik.l Dapatl dikatakanl 

bahwal denganl adanyal penggunaanl unsurl yangl berbunyil “mendistribusikanl 

dan/ataul mentransmisikan,l dan/ataul membuatl dapatl diaksesnyal informasil 

elektronikl dan/ataul dokumenl elektronik”,l konsep penyebaranl dalaml 

Undang-Undangl ITEl mengartikanl bahwal semual medial elektronik 

lmerupakanl batasanl daril penyebaran.l Sepertil contohl suatul gambarl dapatl 

dikatanganl mengandungl unsurl bodyl shamingl apabilal gambarl tersebutl secaral 

langsungl terdapatl tulisanl denganl kata-katal yangl jelasl maupunl tersirat (hanyal 

menunjukkanl gambar)l memperbandingkanl tubuhl orangl denganl suatul benda,l 

hewanl  ataul     apapunl    itu l yangl masuk l kel dalam l penilaianl   negatif. 

                                                           
41l Micheal, Suzy S.Azeharie, perlawanan penyintas body shaming melalui media sosial, Fakultas 

Ilmu komunikasi Universal Tarumanegara,2020  



92 
 

Fokusl pemidanaanl pasall 27l ayatl (3)l UUl ITEl menitikl beratkanl padal 

padal perbuatanl pelakul yangl dilakukanl secaral sengajal (dolus)l denganl maksudl 

mendistribusikan/mentransmisikanl denganl membuatl dapatl diaksesnyal 

informasil yangl muatannyal menyerangl kehormatanl seseorangl denganl 

menuduhkanl sesuatul hall supayal diketahuil olehl umum.l Unsurl “supayal 

diketahuil umum”l (dalaml konteksl transmisi,l distribusi,l danl ataul membuatl 

dapatl diakses)l sebagaimana l harus l dipenuhi dalaml   unsurl   pokokl (kachtl 

delict)l penghinaan ldalaml Pasall 310l dan lPasall 311l KUHP.l  Kriterial “supayal 

diketahuil umum”l dapatl dipersamakanl denganl “agarl dapatl diketahuil publik”l 

umuml maupunl publikl sendiril dimaknail sebagail kumpulanl orangl banyakl yangl 

sebagianl besarl  tidakl salingl mengenal.l Kriterial “diketahuil umum”l bisal berupal 

unggahanl padal akunl sosiall medial denganl pengaturanl bisal diaksesl publik,l 

unggahanl kontenl ataul menyiarkanl sesuatul padal aplikasil grupl percakapanl 

denganl sifatl grupl terbukal dimanal siapapunl bisal bergabungl dalaml grupl 

percakapan,l sertal  lalul  lintas lisi lataul informasil  tidakl  adal  yang l 

mengendalikan,l siapapunl bisal uploadl danl berbagil (share)l  keluar,l ataul denganl 

katal   lainl  tanpa l adanya l  moderasil  tertentul (openl group). 

Bukanl merupakanl delikl penghinaanl dan/ataul l pencemaranl namal baikl 

jikal dalaml hall kontenl tersebutl disebarkanl melaluil saranal grupl percakapanl 

yangl bersifatl tertutupl ataul terbatas,l sepertil grupl percakapanl keluarga,l 

kelompokl pertemananl akrab,l kelompokl profesi,l grupl kantor,l grupl kampusl 

ataul institusil pendidikan.l Ketentuanl inilahl yangl dinilail lemahl karenal awall daril 

sebuahl pembicaraanl negatifl tentangl seseorangl yaitul justrul berawall denganl 
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orangl terdekatl terlebihl dahulu,l kemudianl penilaianl burukl akanl terusl 

menyebarl daril orangl kel orangl hinggal berital tersebutl akanl benar-benarl 

boomingl danl dapatl pulal merugikanl orangl yangl terlibat.l l Daril sisil inilahl pasall 

27l ayatl (3)l UUl ITEl dianggapl tidakl tegasl dalaml penegakannya,l upayal 

pencegahan ljustru ldianggap ltidakl adal karenal penanganannyal tidakl 

mendasarl dilingkunganl terdekatl terlebihl dahulu. 

Sesuail dasarl Pertimbanganl dalaml Putusanl Bersamal menteril 

komunikasil danl informatikal republikl Indonesia,l jaksal agungl republikl 

Indonesial sertal kepalal kepolisianl negaral republikl Indonesial Nomorl B-

96/HK.00.00/07/2021,l dimanal didalamnyal terdapatl penjabaranl dalaml 

pemberlakuanl pasall 27l ayatl (3)l UUl ITE,l Pengertianl muatanl penghinaanl danl 

ataul pencemaranl namal baikl tidakl dapatl dilepaskanl daril ketentuanl Pasall 310l 

danl Pasall 311.l Pelanggaranl Pasall 310l KUHPl denganl Pidanal penjaral palingl 

lamal satul tahunl empat l bulan l ataul pidanal dendal  palingl  banyakl  empatl ribul 

limal ratusl l danl Pasall 311l KUHPl denganl  ancamanl  perbuatan l fitnahl  denganl 

pidana l penjara l maksimall 4l   tahun. 

Pasall 310l merupakanl delikl menyerangl kehormatanl seseorangl denganl 

menunjukkanl penilaianl negatifl denganl menuduhkanl sesuatul agarl diketahuil 

olehl umum,l sedangkanl pasall 311l KUHPl berkaitanl denganl perbuatanl 

menuduhl yangl tuduhannyal tidakl benarl (fitnah)l olehl pelaku.l Denganl 

pertimbanganl itul pula,l dapatl disimpulkanl bahwal bukanl sebuahl delikl pidanal 

yangl melanggarl pasall 27l ayatl (3)l UUl ITE,l apabilal suatul tindakanl tersebutl tidakl 

mengandungl konotasil fitnahl ataul tuduhan. 
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Apabila l muatanl ataul kontenl yangl ditransmisikan,l didistribusikan,l 

danl ataul dibuatl dapatl diaksesnyal tersebutl adalahl berupal penghinaanl yangl 

kategorinyal cacian,l ejekan,l dan/ataul kata-katal tidakl pantas.l Karenal untukl 

perbuatanl demikianl dapatl  menggunakan l kualifikasil delikl penghinaanl ringanl 

sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 315l KUHPl yangl menurutl penjelasanl 

Undang-Undangl Nomorl 19l Tahunl 2016l tentangl perubahanl atasl Undang-

Undangl No.l 11l Tahunl 2008l danl putusanl mahkamahl konstitusi,l tidakl 

merupakanl menjadil acuanl  dalaml   pasall  27l ayatl (3)l UUl ITE.l  

Dalaml penerapannya,l walaupunl Undang-Undangl No.l 11l Tahunl 2008l 

tentang lITE lmerupakan lsuatul jalanl keluarl yangl membawa lbanyakl 

perubahanl dalaml mengimplementasikanl upayal penjatuhanl Pidanal yangl 

terjadil dil dunial mayal tetapil tetapl ditemukanl celahl untukl melakukanl 

pelanggaranl lainnya.l Undang-Undangl Informasil danl Transaksil Elektronikl l 

No.l 27l ayatl (3)l banyakl sekalil memunculkanl kontraversil karenal terdapatl 

banyakl ketidakjelasanl pembatasanl tindakl Pidanal hinggal menyebabkanl 

banyakl multitafsirl dil masyarakat.l Tidakl ditemukanl penjelasanl danl 

pembatasanl yangl jelasl mengenail istilahl penghinaanl ataul pencemaranl namal 

baikl yangl dimaksudl sertal tidakl adanyal alasanl pembenarl didalamnya,l sehinggal 

dapatl menyebabkanl multitafsirl l olehl aparatl penegakl hukuml dalaml prosesl 

penjatuhanl pidananya.l Hall inilahl yangl menjadil pertimbanganl bahwal Pasall 

tersebutl beluml mampul memberikanl pemenuhanl atasl kepastianl hukum. 

Daril hasill wawancaral yangl diperolehl daril narasumberl bahwal tindakl 

Pidanal Bodyl shamingl dil medial sosiall berupal ujaranl negatifl dalaml lamanl 
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komentarl melaluil akun l pribadil merupakanl suatul tindakl penghinaanl yangl 

tidakl merujukl padal pencemaran,l denganl ketentuanl pasall 315l KUHPl 

mengenail pidanal penghinaanl ringanl denganl hukumanl penjaral palingl lamal 4l 

bulanl 2l minggul ataul denganl dendal maksimall empatl ribul limal ratusl rupiah.l 

Didalamnyal terdapatl unsur-unsurl tindakl pidanal yaitul unsurl subjektifl berupal 

perlakuanl tersebutl dilakukanl denganl sengajal sertal memenuhil unsurl objektifl 

berupal : 

a. Perbuatanl  :l Menghina 

b. Objeknyal  :l kehormatanl orangl danl namal baikl orang 

c. Caranyal  :l l  

a. Denganl  lisan l dimukal   umum 

b. Dengan l tulisan l dimukal   umum 

c. Dengan l lisan l dimukal  orang l itul   sendiri 

d. Denganl suratl yangl dikirimkanl ataul diterimakanl 

kepadanya. 

Narasumberl yangl penulisl wawancarail menyatakanl bahwal apabilal 

bodyl shamingl tersebutl dilakukanl melaluil koloml komentarl makal dikenakanl 

Pasall 315l karenal perbuatanl tersebutl sifatnyal tertulisl danl dilakukanl dil mukal 

umuml ataul sengajal dikirimkanl melaluil derectl massagel langsungl kepadal 

korban.l Sehinggal semual ketentuanl delikl dalaml Pasall tersebutl telahl terpenuhi.l 

Namunl apabilal perbuatanl bodyl shamingl tersebutl dilakukanl denganl 

menggunggahl ulangl fotol korbanl yangl telahl dieditl denganl layakl danl 

menggunggahnyal kel medial sosiall makal perbuatanl tersebutl sangatl bisal 
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dimasukkanl sebagail pelanggaranl ITEl Pasall 27l ayatl (3)l Undang-Undangl No.l 

11l Tahunl 2008. 

Untukl memperkuatl pernyataanl tersebut,l penulisl memaparkanl 

beberapal opinil ahlil hukuml yaitul Ketual Umuml Indonesial Cyberl Lawl 

Communityl (ICLC),l Teguhl Arifiyadil yangl memiikil statementl bahwal prinsipl 

danl filosofil pengenaanl tindakl pidana,l termasukl didalamnyal tindakl pidanal 

Pasall 27l ayatl (3)l UUl ITEl terkaitl pencemaranl namal baikl merupakanl langkahl 

terakhirl daril sebuahl upayal hukuml sebagaimanal asasl ultimuml remediuml 

dalaml pemidanaan.l Apabilal dimungkinkanl perkaral diselesaikanl melaluil jalurl 

perdamaianl antarl paral pihak,l makal itul lebihl diutamakan.l muatanl penghinaanl 

dan/ataul pencemaranl namal baikl dalaml pasall 27l ayatl (3)l UUl ITEl harusl merujukl 

dalill ataul pendapatl pemerintah,l akademisi,l danl DPRl yangl digunakanl sebagail 

dasarl menimbangl Putusanl Mahkamahl Konstitusil (MK)l Nomorl 50/PUU-

VI/2008.l Dalaml putusanl tersebutl ditegaskanl bahwal l implementasil secaral 

konstitusionall atasl Pasall 27l ayatl (3)l UUl ITEl harusl dikaitkanl danl tidakl bisal 

dilepaskan ldenganl   normal Pasall 310l danl Pasall 311l KUHPl terkaitl tindakl 

pidanal    menuduhkanl  suatul  perbuatanl  danl  fitnah. 

Sementaral bodyl shaming l adalahl perbuatanl mencelal sepertil halnyal 

kital menyebutl katal “anjing”,l “gendut”,l “goblok”l terhadapl orangl lain.l 

“Mencelal bukanl termasukl tindakl pidanal “menuduhkanl suatul perbuatan”l 

sebagaimanal dimaksudl pasall 310l danl 311l KUHPl yangl menjadil rujukanl pasall 

27l ayatl (3)l UUl ITE,”l makal dalaml hall ini l bodyl shamingl  dikategorikan l sebagail 
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pelanggaranl Pasall 315l KUHP.42
l Jikal perbuatanl tersebutl dilakukanl secaral 

onlinel melaluil medial sosiall makal buktil digitall berupal url,l screenshot,l akunl danl 

lainnyal akanl tetapl digunakanl sepanjangl memenuhil kaidahl buktil elektronikl 

dalaml Pasall    5l danl  6 l Undang-Undang l ITE.l  

Apabilal bodyl shamingl dilakukanl menggunakanl medial gambarl yangl 

sengajal dibuatl untukl mempermalukanl fisikl korbanl ataul seringkalil disebutl 

sebagail MEMEl yangl disebarkanl melaluil medial sosiall denganl tujuanl 

menyindirl ataul memperbandingkanl dimanal dapatl telihatl benarl bahwal hall 

tersebutl adalahl fitnahl danl tidakl diketahuil kebenarannyal makal UU  ITEl Pasall 

27l ayatl (3)l dapatl digunakanl  sebagail  dasarl   penjatuhan l pidananya.l  

Dalaml implementasinyal dalaml penerapanl Pasall 315l KUHPl sebagail 

dasarl pertimbanganl untukl penyelesaianl perkaral komentarl bodyl shamingl 

melaluil medial sosial,l Hakiml lebihl mengutamakanl Pidanal dendal daripadal 

pidanal penjaral karenal bilal lebihl dicermatil daril rumusanl dalaml Pasalnyal 

bahwal pidanal penjaranyal relatifl singkatl yaitul selamal 4l bulanl 2l minggu,l 

sedangkan ppidanal dendanyal lebihl miripl pada lpidanal denda pada pidanal 

pencurian.l Bilamana l pidana l tersebutl dilakukanl  kembalil untukl   kedua l 

kalinyal dapat l diterapkanl  pidanal  penjara.43 

                                                           
42lhttps://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-

pendapat-para-ahli-lt5c1249a906436/?page=5 diakses pada 20/12/2021 

 
43 Anggraini.(2020). “upaya hukum penghinaan (body shaming) dikalangan media sosial menurut 

hukum pidana dan ITE” Jurnal Lex Justicia vol.1 (2): 113-124 

https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli-lt5c1249a906436/?page=5
https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli-lt5c1249a906436/?page=5
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Berdasarkanl hasill wawancaral yangl penulisl dapatkan,l Terdapatl 

pertimbanganl yuridisl danl nonl yuridisl yangl menjadil dasarl bagil Hakiml dalaml 

memutusl suatul perkara,l takl terkecuali l jugal kasusl pelecehanl citral tubuhl 

dimanal kasusl inil merujukl padal kasusl penghinaanl manusia.l Dasarl 

pertimbanganl yuridisl hakiml yaitul denganl mempertimbangkanl fakta-faktal 

yangl terungkapl dipersidangan,l barangl bukti,l saksi-saksil sertal nilail keadilanl 

danl toleransil sesamal manusia.l Dasarl pertimbanganl nonl yuridisl sepertil latarl 

belakangl terdakwal dalam l melakukanl  tindak l pidana,l dampakl daril perbuatanl 

terdakwa,l dan l kondisil  diril  terdakwa.l Dimanal semual yangl dibutuhkanl dalaml 

memutusl perkaral memilikil ketentuanl tersendiril hinggal hall tersebutl dapatl 

dianggap l sah l secara l hukum. 

Dalaml pembuktianl dil pengadilanl korbanl tidakl hanyal bisal berdasarkanl 

alasanl terhina/terejekl kehormatannyal dil mukal umuml tetapil jugal harusl 

diasosiasikanl denganl fakta-faktal yangl ada,l pertimbanganl apakahl benarl 

kalimatl itul ditujukanl untukl mengejekl danl sangatl pentingl jugal dihadirkanl 

saksi-saksi.l Keyakinanl hakiml wajibl harusl adal dalaml prosesl ditetapkannyal 

suatul putusanl pengadilan.l Hakiml dalaml menilail danl memberikanl 

keyakinannyal haruslahl secaral obyektifl menilail seluruhl fakta-faktal danl 

keadaanl yangl terdapatl didalaml persidangan.l Mengedepankanl nilail 

kemanusiaan,l kedilanl sertal toleransil jugal sebagail salahl satul pertimbanganl 

hakiml dalaml putusannya.44
l Baikl antaral alatl buktil yangl sahl danl keyakinanl 

                                                           
44l Jeroll Vandrixtonl Lintogareng,l Analisal Keyakinanl Hakiml DalamPengambilanKeputusanl 

Perkaral Pidanal Dil Pengadilan,l Fakultasl Hukuml Universitasl Saml Ratulangi,l Jurnall Lexl 

Crimen,l Vol.l II,l No.l 3,l Julil 2013,hlm.24. 
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hakiml salingl berkaitanl satul samal lain,l atasl dasarl  itulahl keyakinanl hakiml 

dalaml mengeluarkanl putusanl tidakl diperbolehkanl apabilal hanyal didasarkanl 

padal keyakinanl semata,l melainkan l harusl tetapl memperhatikan lalatl buktil 

yangl adal dalaml persidangan. 

Berdasarkanl penjelasan yang telah diberikan bahwal banyakl kasusl 

bodyl shamingl diselesaikanl denganl jalanl mediasil denganl alasanl inginl 

melindungil privasil korbanl agarl tidakl semakinl tereksposl danl akanl lebihl 

baiknyal diselesaikanl secaral kekeluargaanl terlebihl dahulul sebeluml 

mengambill langkahl jalurl pengadilan,l sehinggal penjatuhanl pidanal terhadapl 

tindakl pidanal inil beluml sepenuhnyal terealisasikan.l Meskipunl  demikian,l   

perbuatanl bodyl shamingl   kinil sudahl termasukl dalaml lingkupl perbuatanl 

pidana,l terlebihl sebagianl besarl terjadil melaluil medial sosiall dimanal jaringanl 

persebarannyal lebihl cepatl daril   bodyl  shamingl   secara l langsung. 

Dalaml penegakannya,l tindakl pidanal pelecehanl citral tubuh/bodyl 

shamingl yangl dilakukanl melaluil internet,l menjadikanl Undang-Undangl No.l 

11l Tahunl 2008l mengenail Informasil danl Transaksil Elektronikl tepatnyal padal 

pasall 27l ayatl (3)l denganl tindakanl mentransmisikan/mendistribusikanl 

informasil elektronikl yangl mengandungl unsurl penghinaanl sertal denganl 

pertimbanganl pelanggaranl dalaml KUHPl pasall 315l mengenail penghinaanl 

ringan.l  
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Dalaml segalal bentukl penegakanl hukuml dibutuhkanl sebuahl kepastianl 

hukuml dimanal segalal hall mengenail tindakl pidanal tersebutl telahl diaturl danl 

dapatl dijalankan.l Terdapatl asasl kepastianl hukuml yangl wajibl ada,l dimanal 

apabilal asasl inil tidakl dijalankanl makal masyarakatl tidakl akanl mengetahuil 

bagaimanal langkahl yangl harusl dilakukanl mengenail hall yangl bolehl danl tidakl 

bolehl dilakukanl sertal dapatl menjadil harapanl besarl bagil paral pencaril keadilan.l 

salahl satul pertimbanganl dikeluarkannyal pasall 27l ayatl (3)l dalaml Undang-

Undangl No.l 11l Tahunl 2008,l karenal pembuatl undang-undangl (legislator)l 

berpendapatl bahwal sangatl dibutuhkanl diberlakukannyal Undang-Undangl ini,l 

mengingatl perkembanganl teknologil informasil inil jugal menyebabkanl adanyal 

perkembanganl terhadapl modusl seseorangl melakukanl tindakl pidanal dalaml 

dunial maya.l Banyakl kasusl terjadil dilingkupnya,l khususnyal tindakl pidanal 

penghinaan/l pencemaranl namal baikl yangl kerapkalil terlontarl dil medial online.l  

Dalaml realitasl penegakanl hukumya,l kasusl bodyl shamingl beradal 

sangatl jauhl daril dapatl ditegakkan.l Kasusnyal yangl semakinl meningkatl sertal 

tidakl tegasnyal aparatl penegakanl hukuml yangl adal semakinl menunjukkanl sisil 

hukuml yangl abu-abu.l Sisteml yangl telahl dibuatl dinilail cukupl tegasl namunl 

realitasnyal tetapl sajal tidakl sesuail denganl hukumnya.l Terdapatl sisteml 

peradilanl pidanal yangl merupakanl sebuahl prosesl ataul teoril pengendalianl 

kejahatanl yangl dilakukanl secaral bersamaanl denganl aparatl penegakl hukuml 

yangl berwenangl sebagaimanal yangl telahl ditentukanl olehl Undang-Undang.l 

Sisteml peradilanl pidanal yangl berintegritasl yangl artinyal dilakukanl secaral 

berbarenganl denganl aparatl penegakl hukum.l Aparatl yangl terlibatl yaitul 
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kepolisisan,l kejaksaan, kehakiman,l lembagal permasyarakatanl danl asosiasil 

advokat. 

Walaupunl terdapatl Undang-Undangl khususl untukl menindakl 

pelanggaranl yangl terjadil melaluil dunial mayal danl salahl satunyal yaitul kasusl 

bodyl shamingl secaral online.l Dalaml realitasnya,l hakiml tetapl menentukanl 

pertimbanganl denganl merujukl ketentuanl dalaml KUHPl juga,l dimanal untukl 

tindakl pidanal bodyl shamingl dapatl dikategorikanl penghinaanl ringanl yangl 

dilakukanl dil medial sosiall merujukl padal unsur-unsurl pidanal yangl terkandungl 

dalam l Pasall 315l  KUHP.l Namunl sayang,l pasal l tersebutl dikatakanl beluml 

dapatl mengakomodirl seluruhl perilakul ataul tindakanl terkaitl penghinaanl 

terhadapl citra/bentukl tubuhl seseorangl yangl belakanganl inil seringl terjadi.l 

Pasall 315l KUHPl masihl terbatasl terhadapl pengaturanl atasl sengajal ataul 

tidaknyal penghinaanl itul dilakukanl seseorangl sehinggal dapatl dikategorikanl 

bersifatl pencemaranl atau l tidak, l baikl  bentuknyal  berupal  perbuatanl dil mukal 

umuml olehl seseorangl ataul langsungl kepadal orangl itul sendiril menggunakanl 

lisanl maupunl tulisan.l Pada l  ketentuan l Pasal l 315l  KUHP l inil  tidakl dijelaskanl 

denganl terangl danl rincil mengenail  penghinaanl sepertil apal danl dalaml bentukl 

apal sajal yangl dapatl dikatakanl  penghinaan l ringan,l ataul denganl katal lainl 

rumusanl dalaml KUHPl ini lkital hanyal dapat menjumpail pengaturanl 

penghinaanl dalaml artil yangl luasl danl kurangl terperincil sehinggal takl jarangl 

multitafsirl terjadil dalaml penindakannya. 

Dalaml l perbandingannya,l Pasall 27l ayatl (3)l Undang-Undangl No.l 11l 

Tahunl 2008l kurangl memilikil rumusanl yangl lengkapl danl justrul malahl dapatl 
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menyebabkanl ketidakpastianl hukuml sehinggal menyebabkanl multil tafsirl 

dalaml pengertiannya.l Makal daril itu,l ketikal masihl adal hall yangl harusl 

ditemukanl kejelasannya,l pasall 27l ayatl (3)l Undang-Undangl No.l 11l Tahunl 

2008l tetapl kembalil mengacul padal ketentuanl yangl diaturl dalaml KUHP.l Danl 

hall tersebutl dinilail kurangl efektifl karenal dalaml penerapannyal Undang-

Undangl ITEl dibuatl khususl untukl menyelesaikanl masalah-masalahl mengenail 

dunial mayal tetapil dalaml realitasnyal tetapl terpakul padal aturanl KUHPl yangl 

sebagaimanal dapatl diketahuil merupakanl hukuml yangl telahl lamal danl beluml 

adal perumusanl kembalil sampail sekarang.l Tidakl mengikutil perkembanganl 

Indonesial sendiri,l daril hall tersebutl dalaml penerapannyal Undang-Undangl ITEl 

sangatl dinilail kurangl efektif. 

Dalam penyelesaian kasusnya, tindak pidana pelecehan citra tubuh 

didasarkan pada sistem peradilan pidanal yangl berintegritasl yangl artinyal 

dilakukanl bebarenganl secaral teraturl olehl aparatl penegakl hukuml yangl terlibatl 

yaitul Kepolisian,l Kejaksaan,l Kehakiman,l Lembagal Permasyarakatanl Danl 

Advokat. 

Masing-masingl penegakl hukuml memilikil tugasl danl wewenangl yangl 

salingl berkaitanl satul samal lainl dalam l melakukanl  penegakanl  hukum.l Tujuanl 

daril sisteml peradilanl pidanal adalahl untukl mengurangil tingkatl kejahatanl danl 

melindungil masyarakatl jugal ditujukanl sebagail penegakanl hukuml danl yangl 
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menjadil objekl adalahl prosesl peradilanl daril perkaral pidanal itul sendiril danl 

seluruhl subl sisteml peradilanl pidanal mengacul pada l KUHAP.45 

KUHAP l mengatur l mengenail tatal cara,l prosedurl  peradilan l pidanal 

ataul mekanismel beracaral dalaml peradilanl pidanal denganl melibatkanl 

penyidik,l penuntutl umuml danl hakim.l Penyidikanl danl penyelidikanl olehl 

kepolisian,l penuntutanl ataul eksekusil putusanl hakiml olehl Kejaksaanl Negeri,l 

peradilanl perkaral olehl hakim.l Tindakl pidanal bodyl shamingl   merupakanl delikl 

aduanl dimanal korban wajib mengadukanl sendiril denganl membuatl laporanl 

sebagail korban.l Setelahl   adanya l pengaduan,  Polisil akanl menindakl lanjutil 

denganl penyelidikan,l sebagaimanal telahl diaturl dalaml Pasall 5l    KUHAPl yaknil 

setelahl adanyal pengaduanl makal dilakukanl pemeriksaanl barangl buktil sertal 

mencaril keteranganl kepadal orangl yangl didugal pelakul denganl dilakukannyal 

introgasil l sesuail denganl ketentuanl yangl telahl ditetapkan. 

Setelahl melakukanl penyelidikanl makal penyelidikl membuatl danl 

menyampaikanl laporanl terhadapl penyidik.l Apabilal sudahl memenuhil makal 

akanl dikeluarkannnyal Suratl  Perintahl  Dimulainyal Penyidikan (SPDP).l 

Dalaml tahapanl penyidikan,l penyidikl mengumpulkanl alatl buktil yangl dapatl 

menjadikanl orangl yangl didugal menjadil tersangka.l Dalaml prosesl penyidikanl 

jugal dapatl dilakukanl penangkapan,l penahanan,l penggeledahan,l maupunl 

penyitaan.l Melakukanl pemeriksaanl yangl menghasilkanl berital acaral 

pemeriksaanl yangl digunakanl sebagail saranal penunjang.l Apabilal telahl 

                                                           
45 Briliantari, Ni Putu Milinia Ary, dan AA Ngurah Oka Yudistira darmadi. (2019)“ media penal 

sebagai alternatif penyeesaian perkara pada tindak pidana body shaming”. Kertha wicara: Jurnal 

ilmu hukum vol.8 (8). Hlm.5 
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dilaksanakanl penyidikl akanl melimpahkanl hasill penyidikanl kepadal penuntut.l 

Apabilal berkasl telahl lengkapl makal akanl diberikanl suratl P-21l sebagail tandal 

berkasl sudahl lengkap.l Penuntutanl akanl dilakukanl olehl seorangl jaksal yangl 

diberil wewenangl olehl undang-undangl untukl melakukanl penuntutanl dalaml 

hall inil penuntutl umuml memilikil wewenangl untuk l memeriksal berkasl perkaral 

daril penyidik,l membuatl suratl dakwaanl danl melimpahkanl perkaral kel 

pengadilanl danl melakukanl penuntutuan.l Setelahl dilimpahkanl pengadilanl 

akan l dijalankan l   proses l seperti: 

1. Pembukaanl sidang 

2. Pembacaan l surat l dakwaanl   olehl   penuntutl   umum 

3. Eksepsi l oleh l penasihatl    hukum 

4. Putusanl   sela l olehl   hakim 

5. Pembuktianl  dari l penuntutl   umum l dan l penasihat l hukum 

6. Pembacaan l surat l tuntutan 

7. Replik l daril   penasihatl   hukum 

8. Putusanl   pengadilan 

9. Eksekusil l  

Penegakanl hukuml  dapatl terciptal danl dinilail sudahl berjalanl daril  

sebuahl putusanl hakiml yangl dijatuhkanl padal tersangka,l dimanal dalaml hall 

tersebutl ditentukanl daril fakta-faktal yangl terungkapl dipersidangan,l yangl 

terkumpull daril alatl buktil sertal saksi. Berkaitanl denganl hall pembuktianl 

penjatuhanl   pidanal   dalaml perkaral bodyl shamingl   melalui l medial sosiall diaturl 

dil dalaml Pasall 183l KUHAPl bahwal hakiml bolehl menjatuhkanl suatul pidanal 
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apabilal telahl adal minimall 2l (dua)l alatl buktil sertal wajibl adal keyakinanl hakim46.l   

Kesalahanl daril seorangl terdakwal harusl terbuktil denganl minimall adanyal 2l 

(dua)l alatl buktil yangl sahl sebagaimanal telahl diaturl didalaml peraturanl 

perundang-undangan.l Alatl buktil diaturl dil dalaml Pasall 184l ayatl (1)l KUHAP,l 

terdapatl 5l (lima)l jenisl alatl bukti,l yaknil Keteranganl saksi,l Keteranganl ahli,l 

Surat,l Petunjukl dan l Keterangan l terdakwa.l  Alatl buktil suratl sebagaimanal 

yangl telahl diaturl olehl KUHAPl kemudianl diperluasl kembalil berdasarkanl 

ketentuanl Pasall 5l ayatl (1)l danl ayatl (2)l UUl Nomorl 11l Tahunl 2008l yangl 

menyatakanl bahwal informasil ataul dokumenl elektronikl ataupunl hasill 

cetaknnyal merupakanl alatl buktil hukuml yangl dapatl diakuil danl sahl menurutl 

undang-undang.l  

Berdasarkanl  Pasall 6l Undang-Undangl Nomorl 11l Tahunl 2008l validasil 

alatl buktil elektronikl dalaml prosesl peradilanl haruslahl memperhatikanl syarat-

syaratl  bahwa l informasil elektronikl  ataul dokumenl elektronikl akanl dianggapl 

sahl sepanjangl informasil yangl tercantuml tersebutl dapatl diakses,l ditampilkan,l 

dijaminl keutuhannyal danl dapatl dipertanggungjawabakanl sertal 

keseluruhannyal dapatl menerangkanl suatul keadaan.l Syarat-syaratl tersebutl 

bersifatl kumulatifl danl sangatl pentingl untukl dapat mengklasifikasikan l 

apakahl barangl buktil elektronikl tersebutl dapatl dinyatakanl layakl untukl 

                                                           
46l Yahyal Harahap,l 2010,l Pembahasanl Permasalahanl danl Penerapanl KUHAP:l 

Pemeriksaanl Sidangl Pengadilan,l Banding,l Kasasi,l danl Peninjauanl Kembali,l Sinarl Grafika,l 

Jakarta,hlm.280. 
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dijadikanl sebagail alatl buktil sertal diperbolehkanl untukl dihadirkanl kel dalaml 

persidanganl dil Pengadilan.47 

Buktil yangl bolehl dihadirkanl kel persidanganl harusl berupal informasil 

ataul dokumenl elektronikl yangl menggunakanl sisteml elektronikl yangl telahl 

diaturl dalaml Undang-Undangl No.11l Tahunl 2008,l sertal sebeluml dijadikanl alatl 

buktil harusl dimintakanl keteranganl ahlil daril departemenl kominfo,l apakahl 

informasil elektronikl ataul dokumenl elektronikl  tersebutl  menggunakanl sisteml 

elektronikl sesuail denganl ketentuanl yangl diaturl dalaml Undang-Undangl No.l 11l 

Tahunl 2008.l Jikal dalaml pemeriksaanyal telahl dinyatakanl sesuail makal dapatl 

dijadikanl alatl buktil yangl setaral denganl keteranganl saksi,l ahlil ataul surat.l 

Namunl jikal diyatakan l tidakl  sesuai,l makal informasil  ataul  dokumenl elektronikl 

tersebut l tidak l dapatl dijadikanl alatl bukti,l tetapil  hanyal  menjadi l barangl   bukti.l  

Ketentuanl lebihl lanjutl mengenail validasil alatl bukti l inil  jugal diaturl 

padal angkal 2l SEl Jaksal Agungl Penangananl Perkaral Informasil danl Transaksil 

Elektronikl menjelaskanl bahwasannyal alatl buktil yangl bolehl dihadirkanl kel 

persidanganl harusl berupal informasil ataul dokumenl elektronikl yangl 

menggunakanl sisteml elektronikl yangl telahl diaturl dalaml Undang-Undangl    No.l 

11l Tahunl 2008,l sertal sebeluml dijadikanl alatl buktil harusl dimintakanl 

keteranganl ahlil daril Departemenl Kominfol apakahl informasil elektronikl ataul 

dokumenl elektronikl tersebutl menggunakanl sisteml elektronikl sesuail denganl 

                                                           
47l Anggara,l dkk,l 2016,l Menimbangl Ulangl Pasall 27l ayatl (3)l UUl 11/08l dalaml 

PutusanPengadilan:l Pertimbanganl Putusanl Pengadilanl Terkaitl Penggunaanl Pasall 27l ayatl 

(3)l UUl Nol 11l Tahunl 2008l tentangl Informasil danl Transaksil Elektronikl dil Indonesia,l 

Institutel forl Criminall Justicel Reform,l Jakartal Selatan,h.l 31. 
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ketentuanl yangl diaturl dalaml UUl 11/08.l Jikal telahl dinyatakanl sesuail makal 

dapatl dijadikanl alatl buktil yangl setaral denganl keteranganl saksi,l ahlil ataul surat.l 

Namunl jikal diyatakanl tidakl sesuai,l makal informasil ataul dokumenl elektronikl 

tersebutl tidakl dapatl dijadikanl alatl bukti,l tetapil hanyal menjadil barangl bukti. 

Dalaml penyelesaiannya,l sebeluml jalurl litigasil ataul persidanganl 

dilakukan,l akanl dilakukanl mediasil ataul seringl disebutl sebagail upayal 

Restorativel Justicel sebagail upayal alternatifl penyelesaiannya.l Dalaml 

konteksnyal sebuahl pidanal pelecehanl citral tubuh/bodyl shamingl aparatl 

penegakl hukuml akanl mengupayakanl penyelesaianl denganl jalanl damail berupal 

mediasi.l Walaupunl jikal diperdalaml lagi,l upayal inil dinilail kurangl memilikil 

sanksil yangl tegasl terhadapl pelakul l danl tidakl sepadanl denganl l dampakl yangl 

ditimbulkanl terhadapl korban.l Tetapil alternantifl  ini l jugal berdasarl padal sudutl 

pandang l segalal  aspek l korban,l pelakul   maupun l masyarakatl  

Mackayl mengemukakanl prinsip-prinsipl dasarl restorativel justicel baikl 

yangl terkaitl denganl pelakul maupunl korban,l dijelaskanl bahwal prinsipl tersebutl 

meliputil : 

1. Voluntaryl    Participationl  andl    informedl    concent 

Prinsipl inil menekankanl padal unsurl kerelaanl daril paral pihakl untukl 

mencaril jalanl keluarl bagil penyelesaianl perkara,l tidakl adal unsurl 

paksaan.l Paral pihakl harusl menjagal kerahasiaanl bilal adal hal-hall yangl 

berkaitanl denganl kesusilaanl ataul namal baikl korbanl yangl terlibatl dalaml 

perkara. 
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2. Nonl discrimination,l  irrespectivel  ofl      thel    naturel   ofl      thel    case 

Prinsipl inil melihatl equalityl beforel thel lawl yangl mengakul dalaml sisteml 

peradilanl pidanal konvensionall jugal harusl diterapkanl dalaml restorativel 

justice,l karenal semual memilikil posisil yangl samal dalaml menentukanl 

penyelesaianl perkara. 

3. Accessibiliityl tol relevantl helpingl agencies(includingl restorativel 

practicel agencies) 

Prinsipl inil memungkinkanl penggunaanl berbagail upayal positifl 

sepanjangl tidakl bertentanganl denganl tujuan,l asas-asasl umum l dalaml 

hukuml danl hakl asasil manusial untukl mencaril jalanl terbaikl dalaml 

penyelesaianl perkara. 

4. Protectionl     ofl     vulnerablel    partiesl   inl     process 

Prinsipl inil menekankanl padal perlindunganl bagil pelakul maupunl 

korbanl yangl tergolongl kelompokl rentanl sepertil perempuan,anak-

anak,l berusial lanjutl maupunl lainnya. 

5. Maintainingl accessibilityl tol conventionall mathodl ofl disputel/l casel 

resolutionl (includingl court) 

Penyelesaianl perkaral denganl pendekatanl rstoratifl padal hakekatnyal 

merupakanl suatul pilihanl yangl ditawarkan,l sehinggal bukanl berartil 

menghilangkanl sisteml peradilanl pidanal konvensional. 

6. Civill   right l andl   dignityl   ofl    individuall    shouldl    bel     respected 

Pendekatanl restorativel justicel tetapl memperhatikanl nilai-nilail hakl 

asasil manusial dalaml masyarakat,l bahkanl hall tersebutl menjadil prasaratl 
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utamal yangl harusl dipenuhil dalaml penyelesaianl perkaral denganl 

pendekatanl restorativel justice. 

7. Personall    safetyl    tol    protect 

Selainl perlndunganl akanl kebebasanl pribadi,l perlindunganl atasl rasal 

amanl jugal menjadil prasaratl dalaml penyelesaianl perkaral denganl 

pendekatanl restorative l justice. 

Secaral sosiologis,l penerapanl restoratifl justicel dalaml sisteml 

pemidanaanl jugal memilikil landasanl yangl kuat,l seiringl banyaknyal kasusl 

tindak l pidanal yangl diajukanl   kel Pengadilan,l namunl hall tersebutl dirasakanl 

olehl masyarakatl tidakl sesuail denganl nilai-nilail keadilanl dil masyarakat.l Daril 

segil filosofis,l perlunyal pemberlakuanl pendekatanl restoratifl justicel dalaml 

sisteml pemidanaanl Indonesia,l dapatl dilihatl daril segil nilail filosofisl yangl 

terkandungl dalaml paradigmal restoratifl justicel itul sendiri,l setidaknyal terdapatl l 

tigal nilai-nilail filosofisl yaitul pemulihanl l kerugianl korbanl danl pemberianl maafl 

padal pelaku,l membangunl kembalil hubunganl yangl harmonisl antaral korbanl 

danl komunitasnyal disatul sisil denganl pihakl pelakul dil sisil lainnya,l sehinggal 

tidakl adal lagil dendaml dikemudianl haril danl penyelesaianl sengketal yangl sama-

samal menguntungkanl paral pihak,l baikl itul pelaku,l korbanl maupunl l masyarakatl 

(win-winl solution). 

Penerapanl restorativel justicel diharapkanl dapatl memberikanl manfaatl 

antaral lainl menimbulkanl keharmonisanl dalaml kehidupanl bermasyarakat,l 

memulihkanl kerugianl danl penderitaanl korban,l terwujudnyal sisteml peradilanl 

yangl cepat,l sederhana,l danl biayal murah,l mengurangil permasalahanl overl 
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kapasitasl yangl terjadil dil LP,l menghematl anggaranl negara,l danl mengurangil 

penumpukanl perkaral dil pengadilanl danl kejaksaan,l namunl kembalil lagil 

kepadal pilihanl korbanl sebagail orangl yangl palingl dirugikanl dalaml kasusl 

karenal hall tersebutl akanl terusl dirasakanl tidakl adill jikal keinginanl korbanl tidakl 

tersampaikan.l Walaupunl upayal restoratifl justicel lebihl diutamakanl dalaml 

penyelesaiannyal tetapil tidakl menutupl kemungkinanl untukl korbanl menuntutl 

melaluil jalurl pengadilanl untukl mendapatl keadilanl bagil korban.l  

Berbicaral mengenail korbanl sebagail orangl yangl palingl dirugikanl 

dalaml pidanal pelecehanl citral tubuh/bodyl shamingl yaitul mengenail dampakl 

yangl ditimbulkanl yaitul berupal depresil ataul rasal yangl akanl mengganggul 

tumbuhl kembangl mentall daril korbanl sehinggal diharapkanl dalaml hall inil 

terdapatl sebuahl penyelesaianl yaitul denganl adanyal bimbinganl psikisl ataul 

konselingl untukl mengembalikanl mentall korbanl untukl dapatl melanjutkanl 

hidupl  denganl   normal.l Namunl  realitasnya,l dil Indonesial beluml terdapatl 

payungl hukuml bagil korbanl untukl mendapatkanl haknyal yaitul mendapatkanl 

penyelesaianl akanl semual permasalahannyal yaitul dampakl daril tindakl pidanal 

bodyl shamingl     tersebut. 

Sebagail manal yangl telahl ditetapkanl dalaml Undang-Undangl Dasarl 

1945l (Pasall 28Al sampail denganl pasall 28J),l Undang-Undangl No.l 39l Tahunl 

1999l tentangl Hakl asasil manusia,l sertal Undang-Undangl No.l 26l tahunl 2000l 

tentangl pengadilanl HAM.l Pasall 28l secaral tegasl menyatakanl bahwal 

perlindungan,l pemajuan,l penegakan,l danl pemenuhanl hakl asasil manusial 

adalahl tanggungl jawabl negara.l Demikianl pulal dalaml UUl No.l 39l Tahunl 1999l 
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pasall 71l yangl menyatakan:l “pemerintahl wajibl danl bertanggungl jawabl 

menghormati,l melindungi,l menegakkan,l danl memajukanl hakl asasil manusial 

yangl diaturl dalaml Undang-Undangl ini,l    Perundang-undanganl lain,l danl hukuml 

internasionall tentangl hakl asasil manusial yangl diterimal olehl negaral Republikl 

Indonesia”.l  Berdasarkanl perintahl Undang-Undangl tersebut l telah l jelasl 

bahwal negaral  memilikil kewajibanl danl tanggungl jawabl untukl   menjaminl 

HAMl wargal   negaranya.l Tetapil  pada l kenyataannya l pengaturanl tersebutl 

beluml semuanyal terealisasikan.l  

Dalaml hasill wawancaral yangl penulisl dapatkanl daril hakiml yangl 

berwenangl dalaml menindakl kasusl bodyl shamingl dalaml ranahl pidanal cyberl 

bahwasanyal korbanl tidakl mendapatkanl hakl berupal pertanggungl jawabanl 

berupal bimbinganl psikisl danl hall tersebutl beradal diluarl kewenanganl 

pengadilan.l Selamal inil keadilanl dalaml hukuml dianggapl telahl berhasill apabilal 

pelakul pidana/pelanggarl hukuml dijatuhil sanksil sesuail denganl aturan-aturanl 

hukum.l  

Denganl katal lain,l kerugianl ataul penderitaanl korbanl dianggapl sudahl 

impas,l dipulihkanl olehl pelakul denganl menjalanil danl menerimal prosesl 

hukuman.l Tetapi,l apabilal didalamil substansil maupunl prosedurl penyelesaianl 

tindakl pelanggaranl melaluil jalurl hukuml maupunl restoratifl justicel hampirl 

tidakl membawal manfaatl apapunl dalaml pemulihanl terhadapl psikisl korban.l 

Korbanl sangatl mengalamil tekananl psikologisl akibatl berital yangl telahl 

tersebar,l reputasil penilaianl masyarakatl terhadapl dirinyal danl bisal sajal korbanl 

didiskriminasil dalaml lingkungannya. 
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Dalaml kasusnyal hendaknyal negaral memberikanl pendampinganl danl 

rehabilitasil untukl memulihkanl kondisil psikologil korban,l akanl tetapil dalaml 

realitasnya,l tidakl adal samal sekalil tindakanl tersebutl diberikanl sebagail hakl 

korban.l Hendaknyal negara l memenuhi l tanggungl  jawabnyal terhadapl apal 

yangl telahl dijaminkanl bagil setiapl warganyal yaitul  mendapat l perlindunganl 

terhadap l hak l asasi l manusia. 
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BABl IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk Pelecehan citra tubuh/body shaming yang seringkali dilakukan 

para pengguna media sosial yaitu berupa pelecehan non verbal yang 

diungkapkan melalui derect massage/ pesan tertutup dengan 

mengungkapkan penilaian yang tidak sopan mengenai fisik, 

berkomentar melalui laman komentar yang dapat terlihat oleh khalayak 

ramai serta mengungggah ulang foto korban yang telah diedit/ 

dimanipulasi sehingga dapat memunculkan asumsi publik. Dimana 

Setiap kategori memiliki hukuman yang berbeda. Dengan mencela 

bahwa orang tersebut kurus, gendut, hitam, pesek dan sebagainya. 

Menghina fisik orang lain. 

2. Berdasarkanl sisteml pemidanaanl yangl berlakul dil Indonesial bahwal 

penyelesaianl kasusl tindakl pidanal pelecehanl citral tubuhl /bodyl shamingl 

melaluil medial sosiall berupal ungkapanl penilaianl burukl melaluil koloml 

komentarl dalaml lamanl medial sosiall lebihl relevanl diselesaikanl denganl 

Pasall 315l KUHPl karenal unsurl objektifl daril pasall 315l telahl terpenuhil danl 

pembuktiannyal berkenaanl denganl ketentuanl dalaml UUl ITEl No.l 11l Tahunl 

2008l berupal buktil digitall sepertil url,l screenshot,l akunl danl lainnya.l Tindakl 

pidanal bodyl shamingl  tersebutl dapatl pulal masukl  kedalaml pelanggaranl UUl 

ITEl No.l 11l Tahunl 2008l Pasall 27l ayatl (3)l apabilal tindakanl berupal 

penyebaranl gambarl maupunl medial lainnyal yangl telahl dimanipulasi.l 
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Denganl dasarl pertimbanganl Hakiml yaitul denganl mempertimbangkanl 

fakta-faktal yangl terungkapl dipersidangan,l barangl bukti,l saksi-saksil sertal 

nilail keadilanl danl toleransil sesamal manusial sertal latarl belakangl terdakwal 

dalaml melakukanl tindakl pidana,l dampakl daril perbuatanl terdakwa,l danl 

kondisil diril terdakwa. 

B. Saranl  

1. Hendaknya para pengguna media sosial harus lebih bijak dalam 

berkomentar mengenai postingan orang lain. Lebih memerhatikan etika 

dan norma dalam bermedia sosial. Sehingga tidak akan ada yang akan 

dirugikan didalamnya.  

2. Hendaknyal Pemerintahl membuatl payungl hukuml yangl memberikanl 

jaminanl bagil korbanl pelecehanl citral tubuhl maupunl bentukl pelecehanl 

lainnyal denganl memberikanl pendampinganl danl konselingl untukl 

memulihkanl kondisi l  psikologil    korban.l  
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